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Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., Tuhan 
semesta alam, atas segala karunia dan rahmatnya, se- 
hingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, meskipun 
penulis akui masih jauh dari sempurna. Shalawat dan 
salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. 


Buku ini disusun berdasarkan Silabi Kurikulum 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 


Selain itu, penyusunan buku ini dilakukan atas 
permohonan dan permintaan mahasiswa serta dorongan 
beberapa teman untuk menulis buku sebagai rujukan 
alternatif dalam mempelajari mata kuliah Fikih Jinayah 
(Hukum Pidana Islam). 


Maksud penulisan buku ini adalah untuk membantu 
para mahasiswa, terutama bagi mereka yang kurang 
mampu membaca literatur Arab. Hal itu didasarkan 
pada kenyataan bahwa hampir semua literatur fikih 
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jinayah ditulis dengan bahasa Arab -meskipun diakui 
ada sebagian kecil yang sudah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia-. Sementara itu, para mahasiswa yang 
mampu membaca literatur bahasa Arab semakin sedikit 
saja jumlahnya, padahal mereka dituntut untuk memiliki 
wawasan yang luas dalam bidang fikih pada umumnya 
dan fikih jinayah pada khususnya. Oleh karena itu penulis 
mencoba dan berusaha menjembatani permasalahan di 
atas dengan menyusun buku ini. 


Literatur pokok dalam buku ini adalah kitab al- 
Tasyri' al-Jina'i al-Islami karya Abdul Gadir Audah, al- 
FighulIslam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan Fighu 
al-Sunnah karya Sayyid Sabig. Dan untuk memperkaya 
pembahasan, penulis juga mengutip beberapa buku yang 
ditulis oleh para sarjana hukum Islam seperti buku “Fikih 
Jinayah” karya Prof. H.A. Djazuli dan Makhrus Munajat, 
MH. Selain itu buku “Hukum Pidana Islam” yang ditulis 
oleh Ahmad Wardi Muslich dan Prof. Zainuddin Ali turut 
memperkaya penjelasan buku ini. 


Dalam penyusunan buku ini penulis berusaha untuk 
menyajikannya secara sederhana, praktis dan sistematis 
agar mudah dipelajari dan dihayati oleh para mahasiswa 
dan mereka yang memiliki perhatian besar terhadap 
hukum pidana Islam. 


Penulis berharap agar para mahasiswa dan pem- 
baca sekalian tidak merasa puas dengan penjelasan dalam 
buku ini, tetapi terus mencari dan menggali literatur fikih 
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khususnya fikih jinayah dalam buku atau kitab-kitab fikih 
yang ada. 


Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca 
semua. Amin ya Rabbal Alamin. Penulis senantiasa 
mengharapkan kritik dan saran membangun dari siapa 
saja agar buku ini lebih bermanfaat dan kualitasnya lebih 
baik di masa mendatang. Wallohul hag wal musta'an wa 
a'lam bi al-showab. 


Mataram, 11 Nopember 2020 
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MEMAHAMI FIKIH JINAYAH 


A. Pengertian Fikih Jinayah 


ata fikih jinayah (24 45) merupakan bentuk 
Kk idofah yang terdiri dari kata figh sebagai mudhaf 

dan jinayah sebagai mudhaf ilaih. Dalam ilmu 
Nahwu idhafah berfungsi untuk menjadikan istilah yang 
dibentuknya itu menjadi makrifat atau takhsis.' Maka 
istilah fikih jinayah menunjuk pada makna tertentu yang 
khusus. Dalam hal ini istilah tersebut dipakai untuk 
menunjuk sebuah disiplin ilmu yang kemudian disebut 
dengan Figh Jinayah yakni fikih tentang jinayah. atau 
dapat diterjemahkan dengan Hukum Pidana Islam. De- 


'Moch. Anwar, Tarjamah Matan Alfiyah, Cet.15 (Bandung : Al- 
Ma arif, 1990), hlm. 208. 
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ngan demikian figh jinayah merupakan sebuah disiplin 
ilmu khusus yang memiliki karakter yang berbeda dari 
disiplin ilmu-ilmu yang lain, yang mana perbedaan itu 
terletak pada materi kajiannya. 


Istilah figh jinayah juga bisa dibentuk dengan 
susunan na 'at man'ut atau shifah maushuf, yaitu | SUHI al. 
Kata “dl adalah man'ut/maushufnya dan (St adalah 
na'at/shifahnya. Na'at berfungsi untuk menjelaskan 
sifat man'utnya. Maka istilah st adl berarti figh yang 
bersifat jinaiy, Kata 5t&! merupakan na'at bentukan 
dengan cara menambah huruf ya nisbah di akhir katanya. 
Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan makna 
masing-masing dari kata fikih dan jinayah. 


Kata fikih (wd) adalah masdar dari siwa 
yang menurut bahasa berarti 3s «& (paham secara 
mendalam). Sedangkan secara istilah fikih adalah: 


98 Ie TAI Re AI (SAY LAI 
Yelail Lesi 


Artinya: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 
amaliyah praktis beserta dalil-dalilnya secara terperinci. 


Sedangkan kata jinayah (&td4!) secara bahasa 
berasal dari kata &t- 4 Lx - s£&- s- yang berarti | 


?Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, jilid 1 (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1989) hlm. 15. Lihat juga Muhamad Abu Zahrah, Ushul 
Al- Figh, (Beirut: Dar al- Fikr al Aroby,tt), hlm. 6. 
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Ls5 (melakukan dosa atau kejahatan). Dalam kamus al- 
Munjid Jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan 
salah." Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut 
dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi 
kata jinayah mempunyai beberapa pengertian antara lain 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Gadir Audah 
bahwa Jinayah adalah: 


"MIS ae gl Jlagi 
Artinya: nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik 
terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya. 


Dengan demikian jinayah merupakan suatu 
tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat 
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunaan 
dan lainnya. 


Sebagian Ahli fikih menggunakan kata jinayah 
untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau ang- 
gota badan, seperi membunuh, melukai, menggugurkan 
kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 
istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana. Menurut 
Haliman, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat 


?A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka 
Progressif, 1997), hlm. 216. 

“Luwis Ma luf, al-Munjid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 88. 

'Abdul Oodir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'1 al-Islamiy Mugaranan bi al- 
Oonun al-Wadh'iy, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 67. 
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bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam 
syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara 
yang melarang untuk berbuat sesuatu, dan pelanggaran 
terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman 
berupa penderitaan badan atau harta." 


Menurut hemat penulis, definisi di atas tampaknya 
masih perlu ditambah dan dipertegas supaya lebih leng- 
kap dan mencakup makna jinayah itu sendiri terutama 
pada bagian hukuman yang dapat menyebabkan derita 
tidak hanya pada badan dan harta tapi juga jiwa atau 
perasaan. Berpijak pada uraian tentang figh dan tentang 
jinayah di atas, pengertian figh jinayah dapat dirumuskan 
sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i 
yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman (ugubah) di dunia. 


B. Antara Jinayah dan Jarimah 

Dalam mempelajari figih Jinayah, ada dua istilah 
penting yang terlebih dulu harus dipahami sebelum 
mempelajari materi selanjutnya. Pertama adalah istilah 
jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah. Terdapat 
perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kedua 
istilah tersebut. Ada yang mengatakan berbeda dan 
ada yang mengatakan sama. Jika dilihat dari makna 
etimologisnya bahwa kata jinayah dan jarimah secara 
etimologi mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama 


SMakhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
Sukses Offset, 2008), hlm. 2. 
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berarti berbuat dosa, kesalahan, dan kejahatan. Jadi 
jinayah merupakan sinonim dari kata jarimah. Namun 
demikian, ada sebagian ulama yang membedakan antara 
kata jinayah dan jarimah. 


Menurut aliran (mazhab) Hanafi, ada pemisahan 
dalam pengertian jinayah ini. Kata jinayah hanya 
diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan 
manusia dengan objek anggota badan danjiwasaja, seperti 
melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau 
perbuatansalah yang berkaitan dengan objek atau sasaran 
barang atau harta benda, dinamakan ghasab. Oleh karena 
itu, pembahasan mengenai pencurian dipisahkan dari 
pembahasan jinayah yang hanya membahas kejahatan 
atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. 
Jadi, pembahasan tentang jinayah dikhususkan bagi 
kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan 
masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda 
diatur pada bab tersendiri. 


Adapun aliran atau mazhab lain, seperti aliran 
Al-Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hanbal, tidak mengadakan 
pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan 
anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda 
(pencurian dan kejahatan terhadap harta benda lainnya). 
Oleh karena itu, pembahasan keduanya (kejahatan 
terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda) dibahas 
dalam jinayah. Tanpa berusaha memihak aliran yang 
berbeda tadi, kata jinayah yang berarti perbuatan jahat, 
salah, atau pelanggaran sudah include (mencakup) 
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segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa ataupun 
anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap harta 
benda secara otomatis termasuk dalam pembahasan 
jinayah, tanpa perlu diadakan pemisahan dalam pem- 
bahasan di antara keduanya. 


Istilah yang kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, 
kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, 
atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama 
halnya dengan pengertian jinayah. 


Adapun pengertian jarimah sebagai berikut: 


HN Ab pn dil ani ke al jas 


«Larangan-larangan Syara” (yang apabila dikerjakan) 
diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.» 


Dalam hal ini seperti halnya kata jinayah, kata 
jarimah pun mencakup perbuatan untuk berbuat ataupun 
tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif 
ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan 
saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang 
oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah 
kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut 
peraturan harus ia kerjakan. 


Abdul Gadir Audah menjelaskan masalah ini 
dengan mengatakan bahwa kata (larangan) seperti yang 
termaktub dalam definisi di atas menjelaskan sebagai 
berikut »Yang dimaksud dengan mahzhurat (larangan) 
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adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.” 


Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami 
bahwa kata mahzhurat mengandung dua pengertian. 
Pertama larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan 
perbuatan yang dilarang, Kedua, larangan tidak berbuat 
atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) 
terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia 
kerjakan. Walaupun pengertian antara jinayah dengan 
jarimah sukar dipisahkan, dalam pemakaian sehari-hari, 
namun kedua kata tersebut dapat kita bedakan. 


Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa 
-bentuk, macam, atau sifat- dari perbuatan dosa 
tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, 
atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan 
sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah 
yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat 
perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan 
istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah 
perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jinayah 
pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan 
jinayah politik. 

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian 
bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang 
disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau 
pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari 
suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, 
contoh-contoh jarimah diatas (jarimah pencurian, jarimah 
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pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan 
tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, 
dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah 
diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. 


Dalam hukum positif juga dikenal istilah, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, 
perbutan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan 
delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa 
Belanda, strafbaar feit. Dalam pemakaian istilah delik 
lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, 
sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan 
terhadap korupsi, yang dalam undang-undang biasa 
dipakai istilah perbuatan pidana. 


Adapun dalam pemakaiannya kata jinayah lebih 
mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi 
segala sesuatu yangadasangkutpautnya dengankejahatan 
manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan 
dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan figih yang 
memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang 
dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan 
kepada pelaku perbuatan disebut Figih Jinayah dan bukan 
istilah Figih Jarimah. 


Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah 
tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki 
kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, kedua 
istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang 
sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi 
negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak 
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pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam 
rangkaian apa kedua kata itu digunakan. 


C. Unsur-Unsur Jarimah 


Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu 
perbuatan dianggap delik atau jarimah bila terpenuhi 
syarat dan rukunnya. Adapun rukun jarimah dapat di- 
kategorikan menjadi dua. Pertama rukun umum artinya 
unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. 
Kedua unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus 
terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. 


Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum 
jarimah adalah: 


1. Unsur formil yakni adanya undang-undang atau nas. 
Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan 
hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali 
adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. 
Dalam hukum positif ketentuan ini dikenal dengan 
istilah asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak 
dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya 
tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan 
yang mengundangkan nya. Dalam syariat Islam, 
hal ini lebih dikenal dengan istilah al-rukn al-syar'i. 
Kaedah yang mendukung unsur ini adalah: 


'H. A. Djazuli, Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan 
dalam Islam (Jakarta: Rajawali Press, 200), hlm. 3. 


Figih Jinayah . 9 


Va UV da2 Yo Ts 


«Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum 
dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya 
ketentuan Nas”. Kaidah lain juga menyebutkan: 


s3 agos J3 ball J 3Y SN 
Tiada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya 
ketentuan nas (aturan). 


2. Unsur materiil atau sifat melawan hukum artinya 
adanya tingkah laku seseorang yang membentuk 
jarimah baik dengan sikap berbuat maupun sikap 
tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam 
disebut dengan al-rukn almadii. 


3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya 
pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang 
dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moral 
disebut dengan al-rukn al-adabi. 


Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya 
terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna 
mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan 
hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana 
terjadi. 


'Abdul Oadir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami (Beirut: Dar al- 
Kutub, 1963), hlm. 121 
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Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur 
khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa 
pidana atau jarimah tertentu dan berbeda antara unsur 
khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah 
yang lainnya misalnya pada jarimah pencurian harus 
terpenuhi unsur perbuatan dan benda perbuatan itu 
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu 
milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah 
ada pada penguasaan pihak pencuri syarat yang berkaitan 
dengan benda bahwa benda itu berupa harta ada pada 
tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur 
khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama 
dengan yang ada pada jarimah hirabah (perampokan), 
yakni pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, 
terang-terangan dan menggunakan senjata. 


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara 
unsur umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. 
Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama 
pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus 
bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis 
jarimah. 


D. Macam-Macam Jarimah 


Ulama figih membagi jarimah dilihat dari berbagai 
segi yaitu: 
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1. Dari Segi Berat dan Ringannya Hukuman 


Dilihat dari segi berat dan ringannya huku- 
man, jarimah terbagi menjadi tiga yaitu hudud, 
gishash-diyat dan ta'zir. 


a.  Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar 
hukum yang jenis dan ancaman hukumannya 
ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak 
Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak 
mempunyai batas terendah dan tertinggi dan 
tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si 
korban atau walinya) atau masyarakat yang 
mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat 
bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah 
hudud ada 7 yaitu zina, gazaf (menuduh orang 
lain berzina), sarigah (pencurian), hirabah 
(perampokan), al-baghyu (pemberontakan), 
syurbul khamr (meminum minuman keras) 
dan riddah atau murtad. 


b.  Jarimah gishash-diyat, yakni perbuatan yang 
diancam dengan hukuman gishash dan 
diyat. Baik hukuman gishash maupun diyat 
merupakan hukuman yang telah ditentukan 
batasnya, tidakada batasterendah dantertinggi 
tetapi menjadi hak perorangan (si korban 
dan walinya), ini berbeda dengan hukuman 
had yang menjadi hak Allah semata. Hukum 
gishash-diyat penerapannya ada beberapa 
kemungkinan, seperti hukum gishash bisa 
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berubah menjadi diyat, hukuman diyat 
menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan 
maka hukuman menjadi terhapus. Yang 
termasuk dalam kategori jarimah gishash-diyat 
adalah: (a) pembunuhan sengaja (al-gatl al- 
amdi), (b) pembunuhan semi sengaja (al-gatl 
syibh al-'amdi ), (c) pembunuhan keliru (al-gatl 
al-khata'), (d) penganiayaan sengaja (al-jarh 
al-“amdu), (e) penganiayaan salah (al-jarh al- 
khata?). 


c.'Jarimah ta'zir, yaitu memberi pelajaran, 
artinya suatu jarimah yang diancam dengan 
hukum ta'zir yaitu hukuman selain had dan 
gishash diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir 
baik yang jenis larangannya ditentukan oleh 
nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut 
hak Allah atau hak perorangan, hukumnya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 


Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak diten- 
tukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk me- 
nentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan 
demikian syari mendelegasikan kepada hakim 
untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman 
kepada pelaku jarimah. 


Abdul @adir Audah membagi jarimah ta'zir 
menjadi tiga yaitu: pertama, jarimah hudud dangishash 
diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak 
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memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap 
sebagai perbuatan maksiat seperti wathi'u syubhat, 
pencurian harta syirkah (koperasi), pembunuhan 
Ayah terhadap anaknya pencurian yang bukan 
harta benda. Kedua jarimah ta'zir yang jenis 
jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sangsinya 
oleh syari diserahkan kepada penguasa, seperti 
sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, 
menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, 
dan menghina agama. Ketiga, jarimah ta'zir dan 
jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang 
penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. 
Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan 
yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap 
peraturan lingkungan hidup, pelanggaran terhadap 
peraturan lalu lintas, dan pelanggaran terhadap 
peraturan pemerintah lainnya.” 


Adapun urgensi pembagian tindak pidana 
dalam hudud gishash-diyat dan ta'zir adalah sebagai 
berikut: 


1. Urgensi ditinjau dari segi kekuasaan hakim. 


Dalam jarimah hudud apabila tindak 
pidana terbukti secara hukum, maka hakim 
akan menjatuhkan hukuman secara definitif 
menurut ketentuan syara. Hakim dalam 


?'Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), 


(Yogyakarta: Nawesea, 2010), hlm. 10. 
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tugasnya pada jarimah ini tidak berhak 
menambah atau mengurangi hukuman yang 
telah menjadi ketentuan syara”. Sedang pada 
jarimah gishash-diyat, hakim berwenang atas 
pembuktian yang meyakinkan. Hukuman 
ditentukan oleh syara dengan pihak korban 
atau wali mempunyai wewenang yang pokok, 
artinya hakim tidak boleh turut campur 
terhadap apa yang akan diterapkan oleh 
si korban atau walinya. Apabila si korban 
atau walinya memaafkan terpidana dengan 
ganti rugi atau hukuman gishash tidak bisa 
dilaksanakan karena adanya halangan syara 
seperti matinya terpidana sebelum dihukum 
gishash, maka hakim mewajibkan diyat, dan 
apabila dimaafkan korban maka hakim dapat 
menjatuhkan hukuman ta'zir adapun dalam 
jarimah ta'zir, hakim mempunyai kekuasaan 
yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari 
yang paling berat sampai kepada tingkatan 
hukuman yang ringan. 


Urgensi ditinjau dari segi pengampunan. 


Dalam jarimah hudud tidak ada unsur 
pengampunan atau pemaafan dari pihak 
manapun baik dari segi korban, wali maupun 
hakim termasuk kepala negara atau kepala 
pemerintahan. Pada jarimah gishash-diyat 
unsur pemaafan ada pada pihak si korban 
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atau walinya. Sedangkan pada jarimah ta'zir 
unsur pemaafan ada sepenuhnya pada pihak 


penguasa. 
3. Urgensi ditinjau dari segi pengaruh lingkungan 


Jarimah hudud dan gishash-diyat sama sekali 
tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga 
apabila terbukti secara sah adanya tindakan 
pidana hudud dan gishash-diyat, maka hakim 
akan menerapkan menetapkan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda 
dengan jarimah ta'zir di mana lingkungan 
sangat berpengaruh dalam menentukan 
hukuman. 


4. Urgensi ditinjau dari segi alat bukti 


Mengingat jarimah lebih mendasarkan berat 
ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti 
juga tidak sama antara jenis jarimah yang satu 
dengan jarimah yang lainnya. Untuk jarimah 
hudud diperlukan empat orang saksi seperti 
jarimah zina dan cukup dua saksi bagi jarimah 
hudud lainnya termasuk jarimah gishash-diyat. 
Adapun untuk kesaksian jarimah ta'zir cukup 
dibuktikan dengan seorang saksi. 


Dari Segi Niat Si Pelaku 


Jika dilihat dari niat si pelaku maka jarimah ada 
dua macam yaitu jarimah magshudah (tindak pidana 
yang ada unsur kesengajaan) dan jarimah ghairu 
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magshudah (tindak pidana yang tidak disengaja) 
maksud dari jarimah magshudah adalah si pembuat 
dengan sengaja melakukan perbuatan sedang 
ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun jarimah 
ghairu magshudah adalah si pembuat tidak sengaja 
melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi 
perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya'" 


Dari Segi Sikap Berbuat Atau Tidak Berbuat 


Jarimah jika dilihat dari perbuatan si pelaku 
maka ada dua macam. Pertama, jarimah ijabiyah 
atau jarimah positif yaitu si pembuat melakukan 
perbuatan yang dilarang oleh syara atau undang- 
undang seperti al-Oura'n melarang orang berzina 
tetapi si pembuat melakukan perzinahan. Sikap 
orang tersebut dianggap melanggar hukum karena 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh nas. Pe- 
ristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah 
delicta commissionis. Kedua, jarimah salbiyyah atau 
jarimah negatif yaitu si pembuat tidak melakukan 
sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang 
atau syara seperti tidak membayar zakat, tidak 
memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini 
dalam hukum positif disebut delicta ommissionis, 


Dari Segi Siapa Yang Menjadi Korban 


Pembagian jarimah berdasarkan siapa yang 
menjadi korban diklasifikasikan menjadi dua 


“Ibid., hlm. 14 


Figih Jinayah . 17 


macam yakni jarimah masyarakat dan jarimah 
perorangan. Jarimah masyarakat ialah jarimah 
yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau 
melindungi kepentingan umum, termasuk dalam 
kategori ini adalah jarimah zina, gazaf, sarigah, 
hirabah, syurbul khamr. Adapun jarimah perorangan 
ialah suatu jarimah yang hukumannya diterapkan 
kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan 
perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan 
masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini 
adalah jarimah gishash-diyat. Di dalamnya adalah 
masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan 
salah, pelukaan karena keliru." 


Kategori jarimah gishash-diyat masuk dalam 
jarimah perorangan dikarenakan konsekuwensi 
logis dari jarimah gishash-diyat sebagai hak adami 
juga ada perlindungan hukum secara langsung 
untuk si korban kejahatan atau keluarganya. Hal ini 
sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dalam Islam 
yakni teributif (pembalasan) edukatif (pendidikan), 
preventif (pencegahan) dan perlindungan terhadap 
si korban secara langsung atau indifikatif. 


5. Dari Segi Ketertiban Umum 


Tindak pidana yang didasarkan pada sendi-sendi 
kemaslahatan dan ketentraman umat atau masyarakat 
yakni terpeliharanya dan tegaknya aturan dibagi menjadi 


NIbid. 


dua macam yaitu: Pertama, jarimah “adiyah (tindak pidana 
biasa) yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan bukan 
untuk tujuan-tujuan politik seperti penghinaan terhadap 
agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum. Kedua, 
jarimah siyasah (tindak pidana politik) yaitu tindak pidana 
yang memang bertujuan untuk kepentingan-kepentingan 
politik, seperti gerakan separatis pemberontakan pada 
pemerintahan yang sah." 


2Wahbah Zuhaili, Al-Tasyri' Al-Jina'i...., hlm. 100. 
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SUMBER DAN ASAS-ASAS FIKIH JINAYAH 


A. Sumber Fikih Jinayah 
I slam adalah agama yang universal dan sempurna. 


Universal, karena ia mengatur tentang seluruh ke- 

hidupan umat manusia, baik dalam level individu, 
keluarga, masyarakat bahkan bangsa juga negara. 
Sempurna, karena seluruh ajarannya sempurna dan 
merupakan penyempurnaan dari syariat Allah yang 
diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi 
Muhammad SAW. 


Dalam aspek syari'at secara umum, Islam bukan 
saja mengatur soal ibadah tapi juga soal muamalah. 
Dalam konteks hukum, Islam bukan saja mengatur 
persoalan perdata, tapi juga persoalan pidana (Jinayah). 
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Bahkan, Islam bukan saja mengatur seluk beluk 
hukumnya, tapi juga proses pelaksanaan hukumnya, 
termasuk jenis hukuman untuk tiap pelanggaran atas 
hukum-hukumnya. Maka, Islam pun kerap disebut juga 
sebagai agama yang sangat adil dan bijaksana dalam 
penegakkan hukum. Bahkan ia dikategorisasi sebagai 
agama yang sangat manusiawi dan beradab, sebab ia adil 
dalam menempatkan manusia di hadapan hukum. 


Hukum pidana Islam (jinayah) adalah bagian dari 
hukum Islam. Karena hukum pidana Islam merupakan 
bagian dari hukum Islam, maka dengan sendirinya 
hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum 
dari sumber hukum Islam berupa Al-Our'an, Al-Sunnah, 
ljima', dan Giyas. Hukum-hukum yang diambil dari 
sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan penyebutan 
menunjukkan urutan kedudukannya. Yakni Al-Our'an 
menjadi sumber yang pertama sebagai rujukan suatu 
peristiwa. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa 
dalam al-Our'an, maka dicari dalam Sunnah, kalau tidak 
terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma , dan jika tidak 
ditemui dalam Ijma' maka di cari dalam Oiyas." 


Selain empat sumber di atas, masih ada sumber- 
sumber hukum lainnya, tetapi masih diperselisihkan 
dalam penggunaannya. Sumber-sumber tersebut adalah 
Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Mazhab 
sahabat, dan Syar'u man gablana (Syariat sebelum Islam). 


BAhmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1967), hlm. 25. 
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Pada bagaian ini, pembahasan sumber-sumber Hukum 
Pidana Islam hanya fokus membahas sumber-sumber 
yang disepakati secara umum, berupa Al-Our'an, Al- 
Sunnah atau Al-Hadis, Ijma', dan Oiyas. 


1. Al-Ouran 

Al-Ouran adalah sumber hukum Islam yang 
pertama yang memuat kumpulan beberapa Wahyu yang 
telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Diantara 
kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia 
dalam hubungannya dengan Allah SWT., dengan dirinya 
sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam 
beserta makhluk lainnya. 


Pada garis besarnya hukum-hukum al-Guran 
dibagi menjadi dua. Pertama, Hukum-hukum untuk me- 
negakkan agama, yang meliputi persoalan agidah dan 
ibadah. Kedua, hukum-hukum untuk mengatur negara 
dan masyarakat serta hubungan perseorangan dengan 
lainnya, yang meliputi hukum keluarga, hukum pidana 
dan perdata, hukum internasional dan lain sebagainya. 


Hukum-hukum yang disebutkan di dalam al- 
Ouran dengan segala macamnya diturunkan dengan 
tujuan supaya tercipta kebahagian dan kemaslahatan 
bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di 
akhirat. Oleh karena itu tiap-tiap perbuatan di dunia 
mengandung konsekuensi akhirat. Dua macam akibat 
atau balasan tersebut dapat kita dapati pada tiap-tiap 
hukum yang disebutkan Al-Guran. Misalnya dalam 
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pembunuhan sengaja, balasan di dunia adalah Oishash" 
seperti diuangkapkan dalam Surat al-Bagarah ayat 178: 


IA da Sa SA GAN 


al el Sa PAS el yag 


SE 3 de AA Ah 


Pata 


(NVA) 2 SS Ui S3 3 g 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang 
baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 


MOishash ialah mengambil pembalasan yang sama. gishaash 
itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemazafan dari 
ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) 
yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya 
dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh 
hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh- 
nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau 
membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di 
dunia diambil gishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. 
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melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 


Sedangkan balasan di akhirat adalah api neraka, 
kutuk, tuhan, dan laknatnya, sebagaimana disebutkan 
dalam surat al-Nisa' ayat 93: 


Png EA 3G. 33 By eh pe nd 
(3 IE TS KS | kota Una FE 59 


(AN) Us Gis Del Kp la dl ai 


Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya 
serta menyediakan azab yang besar baginya. 


Perbuatan-perbuatan yang lain dapat pula kita 
jumpai pada ayat-ayat Al-Our'an dengan kedua macam 
hukuman tersebut seperti tindak pidana pembegalan 
(O.s. al-Ma'idah, 33), Pencurian (O.s. al-Ma'idah, 38), 
memakan harta anak yatim (O.s. al-Nisa': 2 dan 10), 
memakan harta riba (O.s. al-Bagarah: 275), murtad (O.s. 
al-Bagarah: 217). 


Kedua macam hukuman tersebut buakan diadakan 
tanpa tujuan, tetapi memang sejalan dengan logika 
Syari'at Islam yaitu kehidupan di dunia merupakan alam 
percobaan dan bersifat sementara sedangkan akhirat 
merupakan tempat keabadian dan balasan. Oleh sebab 
itu manusia bertanggung jawab atas perbuatan yang 
dilakukan di dunia dan diberikan balasannya di akhirat. 
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Adanya balasan di dunia tidak berarti bahwa balasan di 
akhirat akan dihapus, kecuali apabila orang yang berbuat 
tersebut bertaubat dan menyatakan penyesalannya. 


2. Al-Sunnah 


Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah 
SAW berupa kata-kata atau perbuatan atau pengakuan. 
Dari pengertin ini kita dapat menggetahui bahwa sunnah 
Rasul dibagi menjadi tiga yaitu sunnah gauliyah, sunnah 
fi'liyah dan sunnah tagririyah. Sunnah merupakan sumber 
kedua bagi hukum Islam dan memiliki fungsi strategis 
yaitu: pertama, sebagai penguat hukum yang dimuat 
dalam Al-Our'an. Kedua sebagai penjelas (keterangan) 
terhadap hukum yang ada dalam Al-Our'an seperti 
pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan- 
persoalan pokok dan sebagianya. Ketiga sebagai pembawa 
hukum baru yang tidak di singgung oleh Al-Guran secara 


tersendiri. 


Kata-kata, perbuatan dan pengakuan (tagrir) 
Rasul yang dimaksudkan sebagai peristiwa hukum 
dan diriwayatkan dengan sahih mengikat bagi kaum 
muslimin dan wajib dilaksanakan. Ketentuan sunnah 
yang demikian itu didasarkan atas ketentuan al-Our'an 
sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7: 


"Tbid.,hlm. 29. 


26 e@ Dr. Khairul Hamim, MA 


- 
o 


& 35 ea) JM jp da5 TA Un 

a13 sa Ag, SA S3 Ogan 
In Haa GTA SI ya yan 
AGE SU bb bas 
(V) AJI Aa dl Old 


Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 
dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 
keras hukumannya. 


Ayat tersebut memberi penegasan bahwa Sunnah 
merupakan sumber hukum yang wajib dilaksanakan, 
dan pelaksanaan hukum-hukum tersebut ditaati oleh 
para sahabat Nabi saw baik sewaktu beliau masih 
hidup atau sesudah meninggal. Tetapi apakah semua 
kata-kata, perbuatan, dan tagrir Rasulullah SAW itu 
dianggap sebagai sumber hukum atau tidak?. Peristiwa- 
peristiwa yangdiperbuat oleh Rasulullah SAW dapat 
dibagi menjadi beberapa macam, pertama,ada yang 
keluar dari Rasulullah SAW sebagai seorang manusia 
biasa, seperti makan, minum, dan sebagainya. Peristiwa 
ini tidak menjadi sumber hukum. Kedua, Ada juga 
peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai 
kekhususan baginya yang tidak boleh ditiru oleh orang 
lain seperti masuk kota Mekah tanpa ihram. Peristiwa 
Khusus ini tidak menjadi hukum Islam. Ketiga, peristiwa 
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yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan atas 
pengalaman-pengalaman beliau dalam kehidupan sosial 
seperti perdagangan, bercocok tanam, militer dan 
sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini juga tidak menjadi 
sumber hukum. Akan tetapi kata-kata dan perbuatan- 
perbuatan yang keluar dari Rasulullah saw dengan 
maksud untuk memberi petunjuk dan tuntunan, maka 
peristiwa tersebut merupakan sumber hukum yang 
harus dikuti, seperti kata-kata nabi: 


Je Gaal (Nah 


“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat aku sedang 
shalat” 


3. Ijma” 
Sumber hukum Islam (baca: hukum pidana Islam) 


setelah al-Gur'an dan al-Sunnah adalah Ijma'. Ijma' 
adalah: 


8 pet 3 XI dal oo Gabe! ola 
Dl de iB aa Si SS leo maa 
"ag ads 


“Kesepakatan ulama mujtahid dari umat Islam tentang 
hukum syara” dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi 
Muhammad” 


'Ibid.,hlm. 31. 
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Definisi di atas menegaskan beberapa hal: 


Pertama, kesepakatan ulama non-mujtahid tidak 
dianggap ijma'. Mujtahid adalah orang yang mempunyai 
kemampuan yang menyatu dalam jiwanya untuk 
melahirkan hukum syara dari dalil-dalil terperinci. 
Mujtahid kadang disebut fagih, ahlul halli wal agdi, 
ahlur ra'yi, ahlul ijtihad, atau ulama umat. Sedangkan 
non-mujtahid adalah orang yang tidak mempunyai 
kompetensi melahirkan hukum, seperti orang awam 
(orang yang belum mencapai derajat mujtahid), atau 
orang yang tidak mempunyai ilmu tentang persoalan- 
persoalan syara. 


Kedua, kesepakatan sebagian mujtahid tidak di- 
anggap ijma', seperti kesepakatan penduduk Madinah, 
penduduk Haramain (Makkah-Madinah), atau kese- 
pakatan kelompok tertentu. Sebagian ulama berpendapat: 
perbedaan satu, dua, atau tiga ulama tidak merusak ijma. 
Sebagian ulama lain menyatakan: kesepakatan mayoritas, 
meksipun tidak ijma', adalah hujjah yang wajib diikuti, 
karena kesepakatan mayoritas menunjukkan kebenaran 
ada pada mereka, dan mereka mempunyai dalil yang pasti 
dan unggul yang mendorong terjadinya kesepakatan. 
Selain itu, menurut kebiasaan, sungguh langka jika ada 
dalil orang yang berbeda itu unggul. Namun menurut 
Abdul Karim Zaidan, kesepakatan mengharuskan 
cakupannya menyeluruh, tidak ada yang dikecualikan. 
Jika ada perbedaan, meskipun satu, maka tidak bisa 
dikatakan ijma', tidak bisa menjadi hujjah, dan tidak 
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wajib diikuti karena mayoritas tidak menunjukkan dalil 
yang pasti benarnya. Terkadang mayoritas itu salah dan 
kebenaran bersama kaum minoritas. Meskipun demikian, 
mengambil pendapat mayoritas lebih menentramkan 
dan lebih diterima jika tidak jelas keunggulan dalil orang 
yang menentang. 


Ketiga, mujtahid harus beragama Islam. 


Keempat, kesepakatan ulama mujtahid wajib di- 
buktikan kebenarannya secara sempurna dalam kajian 
yang serius yang dilakukan secara kolektif. Dalam 
konteks ini tidak disyaratkan bubarnya masa (,el,x! 
rasll), seperti kematian ulama mujtahid yang terlibat 
dalam proses ijma'. Oleh sebab itu, jika ada sebagian 
mujtahid yang menarik kembali pendapatnya tidak akan 
merusak ijma'. Lahirnya mujtahid baru yang belum ada 
pada waktu ijma' dan lahirnya pendapat yang menentang 
tidak merusak ijma. 


Kelima, masalah yang disepakati ada dalam konteks 
hukum syara', seperti hukum wajib, haram, sunnah, dan 
lainnya. Jika konsensus tidak dalam hukum syara”, seperti 
masalah olah raga, kedokteran, dan bahasa, maka tidak 
dikatakan ijma'. 


Keenam, ijma' dianggap benar jika dilakukan setelah 
wafatnya Nabi. 


Adapun dasar kehujjahan ijma' adalah sebagai 
berikut: Pertama, firman Allah dalam OS. An-Nisa' 115: 
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Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 
kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan 
orang-orang mu min, Kami biarkan ia leluasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan 
ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk- 
buruknya tempat kembali. 


Kedua, banyak sunnah yang menunjukkan bahwa 
umat ini dijaga dari salah ketika mereka bersepakat 
dalam suatu urusan. Seperti sabda Nabi: Js (dl EY 
sUas  (umatku tidak bersepakat pada kesalahan), dan 
hadis: 2x6 Js el EY (umatku tidak bersepakat pada 
kesesatan). Hadis ini meskipun ahadi, namun maknanya 
mutawatir, sehingga mengandung kepastian bahwa 
kesepakatan umat adalah sebuah kebenaran. Kesepakatan 
umat digambarkan dengan kesepakatan mujtahidnya 
yang merupakan golongan yang mempunyai gagasan dan 
pengetahuan. Sedangkan yang lain mengikuti mereka. 


Ketiga, kesepakatan mujtahid pasti mempunyai 
pijakan dalil syara karena dalam berijtihad mereka bukan 
berdasarkan hawa nafsu, tapi sesuai dengan metode 
resmi, pedoman tertentu, dan cara yang dibatasi yang 
menjaga mereka dari keinginan hawa nafsu. 
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4. Oiyas 
Yang dimaksud dengan Oiyas adalah mem- 
persamakan hukum peristiwa yang belum ada ke- 
tentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada 
ketentuannya karena antara kedua peristiwa tersebut 
terdapat kesamaan illat (motivasi hukum). 


Para fugaha berbeda pendapat tentang kebolehan 
menggunkan giyas untuk semua hukum-hukum syara. 
Ada yang membolehkan dengan alasan bahwa semua 
hukum-hukum syara' masih termasuk dalam satu jenis 
juga, yaitu hukum syara” dan apabila terhadap salah 
satunya ditetapkan dengan giyas, maka terhadap yang 
lain juga bisa diterapkan dengan giyas. 


Menurut fugaha yang lainnya, giyas tidak bisa 
digunakan untuk semua hukum syara', sebab meskipun 
termasuk dalam satu jenis, namun sebenarnya terdapat 
perbedaan satu sama yang lain. Apa yang terdapat pada 
sebagiannya bukan berarti boleh diterapkan pada yang 
lainnya sebab boleh jadi masing-masingnya memiliki ciri 
khas tersendiri. Larangan pemakaian giyas disebabkan 
karena di antara hukum-hukum syara ada yang tidak 
dimengerti alasannya seperti hukuman jilid seratus kali 
terhadap perjaka yang berzina, karena kita masih bisa 
bertanya mengapa tidak dikenakan seratus lima puluh 
kali atau dua ratus kali umpamanya. Hukuman yang 
demikian adanya tidak bisa menjadi dasar giyas, sebab 
giyas didasarkan atas pelampauan illat hukum asal 
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terhadap hukum cabang, sedang illat itu sendiri tidak ada 
atau tidak diketahui. 


Fugaha yang membolehkan pemakaian giyas un- 


tuk semua hukum syara berselisih pendapatnya tentang 


pemakaian giyas dalam soal jarimah dan hukuman. 


Bagi mereka yang memperbolehkan, maka alasannya 
adalah: 


1: 


Nabi saw membenarkan pemakaian giyas, ketia 
beliau bertanya kepada Muaz. “dengan apa engkau 
memutus suatu perkara?” jawabnya “Dengan 
Kitab Tuhan, kalau saya tidak dapati, maka dengan 
sunnah Rasul, dan kalau tidak saya dapati, maka 
saya berijtihad dengan fikiranku. Rasulullah SAW 
membenarkan perkataan Muaz terkait perkataan- 
nya tentang ijtihad. Oiyas adalah salah satu cara 
ijtihad dan tidak ditentukan untuk satu bidang 
hukum tertentu. Oleh karena itu, pemakaian 
giyas dalam soal-soal jarimah dan hukuman dapat 
dibenarkan. 


Ketika sahabat-sahabat bermusyawarah tentang 
hukuman had bagi peminum minuman keras maka 
sahabat Ali ra berkata “jika ia minum maka mabuklah 
ia. Jika mabuk maka ia mengigau. Jika mengigau, 
maka ia akan membuat-buat kebohongan. Karena 
itu berikanlah ia hukuman orang yang membuat 
kebohongan (gazaf). Di sini Alira mengkgiyaskan 
hukuman meminum minuman keras dengan hu- 
kuman gazaf. Terhadaap pendapat Ali tersebut 
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tidak ada sanggahan dari sahabat-sahabat yang lain, 
dan oleh karena itu bias disebut ijma'. 


Sedangkan bagi para fugaha yang tidak mem- 


perbolehkan penggunaan giyas dalam soal-soal pidana, 
mereka mengemukakan alasan sebagai berikut: 


1. 


Hukuman hudud dan kifarat sudah ditentukan 
batasannya, tetapi tidak dapat diketahui alasan 
penentuan batasan-batasannya itu sementara dasar 
giyas ialah pengetahuan tentang illat hukum. Apa 
yang tidak diketahui alasannya, maka giyas tidak 
dapat dilakukan terhadapnya. 


Hukuman hudud dan kifarat adalah suatu tinda- 
kan penghukuman secara pasti sementara giyas 
mengandung kemungkinan keliru dan syubhat, 
sedang hukuman bisa terhapus disebabkan adanya 
syubhat sebagaimana sabda Nabi “idraul hudud 
bissyubuhat” Hindari hukuman hudud karena 
adanya syubhat. 


Dari perbedaan pandangan di atas penulis melihat 


penggunaan Oiyas dapat dibenarkan dan dibolehkan 
mengingat giyas menjadi salah satu ara dalam berijtihad, 


selain itu giyas bukan berarti menggunakan akal secara 


bebas tanpa aturan yangjelas, akan tetapi giyas memiliki 


sandaran dari nash karena adanya persamaan illat dari 


suatu peristiwa hukum. 
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B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam 


Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas 
hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana 
Islam, di antaranya: 


1. Asas Keadilan 


Asas keadilan ini dapat diperoleh dari keterangan 
Al-Our'an Surah al-Nisa ayat 58: 


ri 
o 


8 LX og 3 
113 Gs H SENI 3 ON asa AG At S| 


- 
reg 


Uni AS) JAR LAS SN EN 5 aa 
(OA) ha basa SS dil Oa lag 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat. 


Dan juga O.S. al-Nisa' ayat 105. 


: AD GL SESI Ha BGT Vj 


- 


AI 5 : 
(10) Wat ab EN aa Ls 


Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu 
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili 


- 
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antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan 
kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang 
(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang- 
orang yang khianat. 


Kedua ayat tersebut secara tegas mewajibkan 
manusia untuk berbuat adil kepada siapapun. 


2. Asas Manfaat 


Asas manfaat maksudnya bahwa Allah SWT 
menurunkan setiap ayat dari al-Guran, apalagi ayat 
tersebut berkaitan dengan persoalan hukum, pasti 
mengandung maslahat dan manfaat bagi umat manusia. 
Sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Maidah ayat 
119: 


P3 Pe Pa O Na 3 


Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan 
tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa 
yang dikehendaki Allah». 


Allah menurunkan setiap ayatnya yang tertulis 
dalam al-Our'an sudah pasti untuk kemanfaatan hidup 
dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat 
kelak. Seperti pada kasus pembunuhan misaalnya, sanksi 
yang sanksi terhadap pembunuh baik dengan sengaja 
maupun tidak sengaja tertera hukumannya dalam al- 
Our'an, dan sanksi tersebut mengandung maslahat bagi 
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umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Our'an Surah 
al-Nisa ayat 92: 


Pa 
. 


Il Hala R3 2 sea be eh 


SI jan Pin S6 pi VI! aa 
San en Sek BA ore 


$ Kun os ola sea 185 AP oaja yA3 
23 Ar K3 atas H8 SE H3 nag SA 


na - 
LA Ba yna 15, 


anus tara TI A5 


Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin 
karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 
jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembu- 
nuh) membayardiyat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut- 
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan 
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 


Ga 
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Pada ayat di atas secara jelas dinyatakan bahwa 
sanksi bagi orang yang membunuh karena kesalahan pun 
diberi hukuman, apalagi pembunuhan yang disengaja. 
Hukumannya (bagi pembunuhan karena salah) adalah 
memerdekakan budak muslim, membayar diyat atau 
kafarat. Kesemua sanksi tersebut mengandung manfaat 
baik baik bagi pembunuh, korban, maupun walinya 
(keluarga korban). Manfaat yang dapat dirasakan oleh 
keluarga yang terbunuh yaitu berupa diyat sebagai 
kewajiban pembunuh membayar tebusan atau diyat 
kepada keluarga korban. Di samping itu sanksi tersebut 
juga berfungsi sebagai pelipur lara bagi keluarga korban, 
lebih-lebih bila korban yang terbunuh itu adalah tulang 
punggung keluarga. Begitu pula ketentuan sanksi 
kafarat juga mengandung manfaat bagi hubungan 
pribadi pembunuh dengan Tuhan yang maha adil dan 
maha bijaksana yakni pembebasan diri dari dosa yang 
diwujudkan dengan penyesalan mendalam dan berniat 
untuk tidak mengulanginya kembali yang pada akhirnya 
terhindar dari siksa di akhirat kelak. 


3. Asas Legalitas 


Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang 
berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” 
berasal dari bahasa Latin yaitu lex (kata benda) yang 
berarti undang-undang. Dengan demikian arti legalitas 
adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”. 
Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh 
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Anselm van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia 
dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan 
tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan 
peraturan perundang-perundangan pidana”. 


Adapun secara istilah asas legalitas dalam syariat 
Islam tidak ditentukan secara jelas sebagai mana yang 
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
positif. Meskipun demikian, bukan berarti syariat 
Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang 
menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengatur 
asas legalitas, hanyalah mereka yang belum meneliti 
secara detail berbagai ayat yang secara substansial 
menunjukkan adanya asas legalitas. Bertolak dari polemik 
tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalam hukum 
pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas, 
yaitu bagaimana eksistensi asas legalitas dalam hukum 
pidana Islam. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan 
secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara 
substansial terdapat ayat Al-Ouran dan kaidah yang 
mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum 
pidana Islam." Terdapat beberapa ayat dan kaidah dalam 
hukum Islam yang mengatur asas tersebut sebagai 
berikut: 


Pertama, firman Allah dalam Al-Gur'an Surat al- 
Isra ayat 15: 


$Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Yogyakarta: Nawesea Press, 
2010), hlm. 18. 


Figih Jinayah . 39 


286: 


& 
3. 
- 


(Te Cena “ (3. GA Pan 
(V0) V ym) C3 5 uda LS Lah sa ia 


Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus 
seorang rasul. 


Kedua, Al-Gur'an Surat al-Gashas ayat 59: 


Na kan me aa Ne AE Pn 

PSI Sa US Lg USG Helen 
- T Gan Na Pp & 

(OM) Oo telal3 

Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, 

sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak 


pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota: kecuali 
penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman. 


Ketiga, Firman Allah dalam Surah al-Bagarah ayat 


G o. 2 IL 2 
(YA) Sia Lean VI Uas dil AI 


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya... 


Berdasarkan ayat di atas, kemudian para fugaha 


merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil 


dari substansi ayat-ayat tersebut seperti berikut ini: 
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“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi 
perbuatan orang-orang yang berakal sehat” 


AM Jas Am HUNI LSN 3 Le 
Is - DS : : - Sa 
SN 


“Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada 
dalil yang melarang” 


JUNI ayis Vo oo PN 


“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali 
adanya nash” 


4. Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif) 

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) pada prinsipnya 
tidak berlaku surut, hal ini sesuai dengan kaidah (la 
rajiyyati fi tasyri” al-jina'i), tidak berlaku surut pada 
hukum pidana Islam artinya sebelum adanya nas yang 
melarang perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak bias 
dianggap sebagai suatu jarimah. Namun dalam praktiknya 
ada beberapa jarimah yang ditetapkan berlaku surut di 
mana perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum 
ada nash yang melarangnya. 


Alasan diterapkannya pengecualian berlaku surut, 
karena pada jarimah yang berat dan sangat berbahaya 
apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan 
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kekacauan dan kehebohan di kalangan kaum muslimin. 


Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut antara lain: 


1, 
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Jarimah Oazaf (menuduh zina) 


Dasar hukum adanya jarimah gazaf adalah firman 
Allah surah al-Nur, 4: 


Aga MA obat Oa Sa 
(act DN aan Pllu 
(O Oyku 3 Ud 


Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh 
itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka 
Itulah orang-orang yang fasik. 


Ada sebagian pendapat yang menyatakan 
bahwa nas tersebut turun sebelum terjadinya 
peristiwa pemfitnahan terhadap diri Aisyah, istri 
Nabi yang berbuat serong. Setelah adanya fitnah dan 
ternyata itu tidak benar maka pelakunya dikenakan 
hukuman jilid delapan puluh kali. Kalau peristiwa 
itu benar maka ayat tersebut tidak mempunyai 
kekuatan berlaku surut. 


Pendapat lain yang dipandang lebih kuat, 
bahwa nas tersebut diturunkan sesudah terjadinya 
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kedustaan terhadap diri Aisyah. Kisah pemfitnahan 
itu diceritakan sebagai berikut: 


“Setelah perang dengan Bani Mustalib pad 
bulan Sya'ban tahun 5 H, dalam perang itu didikuti 
pula orang munafik dan istri Nabi. Dalam perjalanan 
mereka di peperangan, mereka berhenti di suatu 
tempat, kemudian Aisyah keluar sebentar untuk 
suatu keperluan, kemudian kembali ke tempat 
peristirahatan, tiba-tiba merasa kalungnya hilang, 
akhirnya dia pergi lagi untuk mencari kalungnya 
yang hilang. Rombongan perang itu berangkat 
dengan penuh persangkaan bahwa Aisyah masih 
di redup tempat peristirahatan. Kemudian 
sekembalinya Aisyah dari mencari kalungnya itu 
ternyata redup sudah kosong dan rombongan 
telah berangkat. Saat itulah Aisyah duduk dengan 
harapan rombonan akan kembali menjemputnya. 
Tidak lama kemudian lewatlah sahabat nabi yang 
bernama Sofyan Ibn Muathal, diketemukannya 
seorang wanita yang sedang tidur sendirian, seraya 
dia terkejut dengan mengucap “ innalillahi wainna 
ilaihi rojiun” ketika dia melihat bahwa dia adalah 
istri Nabi (Aisyah). Terbangunlah Aisyah, lalu 
dipersilahkan oleh Sofyan untuk menaiki untanya 
dan sofyan berjalan di depannya sambil menuntun 
ontanya sampai ke Madinah. “ 


Orang-orang yang melihat mereka akhirnya 
membicarakan menurut pendapatnya masing- 
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masing. Membesar-besarkan, sehingga fitnah 
terhadap diri Aisyah tersebarluaskan sampai 
menimbulkan kegoncangan yang besar di kalang- 
an kaum muslimin. Dalam sejarahnya, peristiwa 
pemfitnahan terhadap diri Aisyah sempat me- 
nimbulkan kehebohan di kalangan umat Islam 
(sahabat-sahabat Nabi) bahkan hampir terjadinya 
perang antar golongan Aus dan Khazraj. Karena 
jarimah itu dipandang sangat berbahaya dan sangat 
mengganggu keutuhan masarakat muslim di kala 
itu, maka Rasulullah setelah turunnya surah al-Nur 
ayat 4 menghukum dera 80 kali terhadap pelaku 
pemfitnahan. Dengan demikian nas tersebut 
mempunyai kekuatan berlaku surut dengan 
pertimbangan demi ketenangan pada diri korban 
dan mengembalikan nama baik mereka serta 
menghapuskan kesan buruk dari orang banyak. 

Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, maka 
nas yang berkaitan dengan jarimah gazf berlaku 
surut, sebab Rasulullah seolah-olah menerapkan 
nas tersebut sebelum diturunkannya surah al-Nur 
ayat 4." 


Jarimah Hirabah 


Dasar hukum jarimah hirabah adalah firman 
Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 33: 


#Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia 


(Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 35. 
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan 
di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, 
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 
balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 
yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan 
yang besar, 


Menurut suatu riwayat bahwa ayat tersebut 
turun sesudah terjadinya pembantaian terhadap 
pengembala unta. Akibat peristiwa tersebut 
dikenakan sanksi terhadap Bani Ukl (Urainah) 
yang melakukan kejahatan perampasan harta 
dan membunuh penggembala unta sebelum 
diturunkannya nas. Dalam kasus ini, tergambar 
bahwa hukum pidana Islam dalam jarimah tertentu 
mempunyai kekuatan berlaku surut. 


Deskripsi tentang kejadian pembantaian 
pengembala unta yang dilakukan oleh Bani Ukl 
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adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim 
dari Abi Kilabah dari Anas sebagai berikut: 


“Sekumpulan Bani Ukl datang menghadap 
Rasulullah, dan menyatakan masuk Islam. Karena 
tidak cocok dengan kondisi alam sekitarnya, 
akhirnya mereka sakit dan menadu kepada 
Rasulullah saw Rasulullah menyarankan kepada 
mereka agar tinggal bersama penggembala unta 
yang bernama Bissar dan meminum air susu unta 
tersebut. Mereka setuju dengan saan Rasululllah 
dan keluarlah meeka sert meminum air susu unta 
tersebut dan akhirnya sembuh. Setelah sembuh 
mereka membunuh  penggembala unta dan 
menghalau semua untanya. Peristiwa tersebut 
akhirnya sampai kepada Rasulullah saw. Dalam 
suatu riwayat Rasulullah memerintahkan dua 
puluh pemuda Ansor dan salah satunya daangkat 
menjadi gaif (pemburu jejak) yang bernama Kurz 
bin Jabir. Setelah mereka tertangkap kemudian 
dihadapkan kepada Rasulullah. Maka diperintahkan 
potong tangan dan kaki mereka secara bersilang, 
dicelak mata mereka dengan besi panas, kemudian 
ditinggalkan di terik matahari sampai meninggal. ” 


Tujuan utama dari pemberlakuan surut adalah 
untuk memelihara keamanan dan ketentraman 
masyarakat. Namun berlakunya surut tersebut hanya 


“Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.t.), hlm. 51. 
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terbatas pada jarimah-jarimah yang dinilai berbahaya dan 
sangat mengganggu kepentingan umum.” 


5. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada 
Orang Lain” 


Asas dilarang memindahkan kesalahan kepada 
orang lain dapat dilihat ketentuannya dalam beberapa 
ayat yang tertulis dalam al-Gur'an antara lain: 


Pertama, dalam surah al-Isra' ayat 15, Fatir ayat 18, 
dan al-Najm ayat 38 yang intinya menyatakan bahwa 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain: 


Pi 
Bg 


naa 
2 SA 53 Sr 55 V3 uga Jas 


(0) V5 SRS IE Inah 


Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) 
Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri: dan barangsiapa yang sesat maka 
sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. 
dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 


Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 46. Baca 
juga Makhrus Munajat, Hukum Pidana..., hlm. 36. 

2Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang- 
Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010), hlm. 23 
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lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami 
mengutus seorang rasul.(OS.al-Isra': 15) 


si 
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Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil 
(orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah 
akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang 
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang 
dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang 
takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak 
melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan 
Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya 
ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan 
kepada Allahlah kembali(mu). (OS. Fatir: 18) 


A Perta 

3 See Sena ANN 

MM) SA Sis So NI 

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain, (al-Najm: 38) 


Kedua, surah al-Najm ayat 39 yang menjelaskan 
bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa 
yang diusahakannya: 
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Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah diusahakannya, 


Ketiga, surah Lugman ayat 33: 
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Haimanusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah 
suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat 
menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) 
menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah 
adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan 
dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu 
(syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah. 


Dalam ayat-ayat dari surat-surat tersebut di atas 
secara tegas dikemukakan bahwa seseorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain termasuk 
seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan 
sebaliknya, seorang anak juga tidak dapat menolong 
bapaknya kecuali balasan terhadap seseorang hanyalah 
berdasarkan pada sesuatu yang telah diusahakannya. 
Demikian pula dalam perbuatan pidana yang dilakukan 
seseorang, tidak dapat dipindahkan kepada orang 
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lain. Termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
seorang bapak, tidak dapat dialihkan kepada anaknya, 
dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak 
juga tidak dapat dialihkan kepada ayahnya. 


6. Asas Praduga Tak Bersalah 


Asas praduga tak bersalah adalah asas yang 
mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan 
suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum 
hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan 
dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari 
ayat-ayat Al Ouran yang menjadi sumber asas legalitas 
dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang 
lain yang telah disebutkan. 


Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam 
jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana 
positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad 
SAW bersabda, 


os ul adat Lo roda! 32 2 Ad hajat 
san H adaZ UI OLI OB aa IIS TP 


“Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja 
kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk 


2AI-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid IV (Mesir: Dar al-Bab al- 
Halabi, 1963), hlm. 51. 
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membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam 
membebaskan daripada salah dalam menghukum”. 


Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di 
atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan 
(doubt). Hadis Nabi secara jelas mengatakan: 


“Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah 
dalam membebaskan daripada salah dalam membebaskan 
daripada salah dalam menghukum” 


Menurutketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan 
hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa 
adanya keraguan.” 


Abdul Gadir Audah memberi contoh tentang 
keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu 
kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian 
harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia 
miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian 
menjadi tidak diterapkan karena dalam kasus tersebut 
harta tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi 
melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari 
pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian 
harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri.” Di sini 
persangkaan tentang hak ayat terhadap hak milik anaknya 
muncul, berdasarkan hadis Nabi anta wa maluka liabika 
(engkau dan hartamu adalah milik ayahmu). 


“Mahrus Munajat, Fikih Jinayah, hlm. 31 
2 Abdul Gadir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Jilid I, hlm. 254. 
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Keraguan tersebut dapat muncul karena kurangnya 
bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan 
suatu perbuatan yang diancam hukuman had dan bukti 
satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul 
keraguan apabila ia menarik pengakannya itu. Prinsipnya 
adalah apabila terdapat keraguan dalam penerapan 
hukuman had maka hukuman had tersebut tidak dapat 
dilaksanakan. Dalam kejahatan-kejahatan hudud, ke- 
raguan (adanya syubhat), membawa pemebasan ter- 
dakwa dan pembatalan terhadap hukuman had. Akan 
tetapi ketika dilakukan pembatalan had, hakim (jika 
diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan 
hukuman ta'zir kepada terdakwa.” 


Dalam beberapa hadis dijumpai keterangan tentang 
praktek asas praduga tak bersalah ini, seperti hadis dalam 
kasus Ma'iz bin Malik berikut ini: Hadis dari Nu'aim bin 
Hazzal: 


ai 3 o 2... & Ka Pa AA 
Mob K5 3 ba JUL sb us 
ati . Ld y7 2 Pa o g z 


N 
N 


35 5. en: 
pe IPA ank AG 
SEK A5 ML hg Ui SO 


P' 
(5 Po 
3 AA 
P Tea 


Lan can Ora Ma 3 Hana Ha & LA .. aa 
AS Ie ibn lal na L Jl LL 


2Abdullahi Ahmed al-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, Alih Bahasa 
Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 200. 
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Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah 
asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari 
suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, “Pergilah 
kepada Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam, lalu 
beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau 
lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu.” 
Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar 
Ma'iz memperoleh solusi. Maka Ma'iz mendatangi beliau 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” Lalu 
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beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku.” Maka 
beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” Sampai 
dia mengulanginya empat kali. Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wa sallam bersabda, “Engkau telah mengatakannya 
empat kali. Lalu, dengan siapa?” Dia menjawab, “Dengan 
Si Fulanah.” Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau 
berbaring dengannya?” Dia menjawab, Ya.” Lalu beliau 
bersabda, “Apakah engkau menyentuh kulitnya?” Dia 
menjawab, “Ya.” Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau 
bersetubuh dengannya?” Dia menjawab, Ya.” Maka 
beliau memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian 
dia dibawa keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam, 
lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, 
lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais 
menyusulnya. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain 
telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis 
onta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. 
Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu “alaihi wa 
sallam dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau 
bersabda, “Tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan 
dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya!?” 


Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 
tidak langsung menghukum Ma'iz atas pelanggaran 
yang dilakukannya, melainkan menanyakan sedetail- 
detailnya sampai diperoleh bukti yang kuat sehingga 
betul-betul yakin bahwa Ma'iz harus dihukum (baca: 
rajam). Artinya Ma'iz tetap dianggap belum bersalah 
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atas jarimah zina yang dilakukan sebelum ditetapkan 
bersalah oleh hakim (dalam hal ini Rasulullah saw). 
Dan Rasulullah saw sangat hati-hati dalam menetapkan 
hukuman kepada Ma'iz sebagaimana tergambar dalam 
riwayat tersebut di atas. 


Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW ketika 
menyelesaikan kasus zina yang dilakukan dan diakui oleh 
wanita dari suku Ghamidiyah. Berdasarkan kepada asas 
praduga tak bersalah, yakni: 


“Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud 
dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, 
“Wanita dari suku Ghamidiyah datang, seraya berkata, 
“ya Rasulullah! sungguh benar-benar aku telah berzina, 
maka bersihkanlah aku, “tetapi Rasulullah menolaknya. 
Kemudian kesokan harinya ia datang lagi seraya berkata, 
“ya Rasulullah! Mengapa engkau tidak menjawab 
pengaduanku? Barangkali engkau meragukanku se- 
bagaimana engkau meragukan ma'iz. Demi Allah aku 
ini hamil, maka jawab Rasulullah, “Mungkin juga tidak. 
Pergilah hingga engkau melahirkan.” Setelah anaknya 
lahir, ia datang lagi dengan membawa anaknya itu dalam 
gendongannya, seraya berkata, “Ini aku telah melahirkan,” 
Maka jawab Rasulullah SAW “Pergilah engkau, dan berikan 
asi kepada anakmu itu hingga engkau menyapihnya.” 
Tatkala ia telah menyapihnya, ia pun datang lagi bersama 
anaknya, yang di tangan anaknya ada sepotong roti, 
seraya berkata, “Inilah anakku, ya Nabiyallah, dia telah 
kusapih dan sudah bisa makan makanan.” Lalu bayi itu 
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diserahkan kepada seorang dari kaum muslimin. Lalu ia 
diperintahkan untuk dirajam. Kemudian ditanam sampai 
dada, dan manusia diperintahkan merajamnya, lalu 
mereka pun merajamnya. Kemudian Khalid bin Walid 
datang dengan membawa batu, lalu dilemparkannya 
di atas kepalanya sehingga darah memancar mengenai 
wajah Khalid, lalu Khalid mencacinya. Tetapi setelah Nabi 
SAW mendengar cacian Khalid itu, Rasulullah kemudian 
bersabda, “Sabarlah hai Khalid. Demi zat yang diriku 
dalam kekuasaan-Nya!ia benar-benar telah taubat, yang 
seandainya tukang pungut pajak itu bertaubat pasti akan 
diampuni Allah.” Kemudian Rasulullah memerintahkan 
untuk dishalati dan ditanam. 


Selain itu, penerapan asas praduga tak bersalah 
juga dapat dilihat dari sebuah riwayat tentang Umar 
Bin Khattab ketika beliau menyelesaikan perkara tu- 
duhan zina yang diajukan kepada beliau. Asas tersebut 
diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, yaitu mengenai 
kisah Mughirah ketika dituduh berzina. Umar telah 
memanggil para saksi. Mereka berkumpul dan masing- 
masing memberi kesaksian yaitu Abu bakrah Syibl Bin 
Ma»bad, dan Abu Abdullah Maafa'. Umar berkata 
kepada Ziyad (saksi keempat): “mudah-mudahan engkau 
memberi kesaksian yang benar.” Ziyad menjawab: Aku 
tidak menyaksikan mereka berzina, aku hanya melihat 
suatu perbuatan mereka yang jelek. 


Setelah mendengar kesaksian Ziyad kemudian Umar 
pun berkata sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar! 
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hukumlah mereka (maksudnya Abu bakrah syibl Bin 
Muhammad dan Abu Abdullah Maafa” dengan hukuman 
had, dan deralah mereka. Begitulah keputusan Umar bin 
Khattab terhadap tiga orang saksi zina yang ditetapkan 
sebagai Oazaf. Dengan demikian, tuduhan zina terhadap 
Mughirah dan pasangannya dinyatakan tidak terbukti, 
karena jumlah 3 orang saksi zina dikategorikan sebagai 
pembuktian zina yang tidak memenuhi syarat dan masih 
mengandung unsur keraguan atau syubhat. Jumlah 
3 orang saksi zina termasuk pembuktian yang tidak 
sempurna mengikat, dan menentukan karena menurut 
hukum pidana Islam, saksi zina minimal 4 orang. 


Hukum acara yang digunakan Umar Bin Khattab 
menunjukkan bahwa hukum Islam menerapkan asas 
praduga tak bersalah sebagaimana yang beliau terap- 
kan dalam menyelesaikan kasus zina yang dilakukan 
Mughirah tersebut. Pada kasus tuduhan zina yang 
diajukan kepada Umar Bin Khattab tersebut, yang 
terbukti bukan perkara zinanya tetapi tindak pidana 
gazaf. Berdasarkan surah al-Nur ayat 4, yakni orang yang 
menuduh orang lain (orang baik-baik) melakukan zina 
tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, maka 
ia telah melakukan gazaf dan pelakunya dijatuhi hukuman 
dera sebanyak 80 kali. 


7. Asas Pemaafan 


Dalam hukum pidana Islam dikenal asas pemberian 
maaf, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan baik 
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tindak pidana pembunuhan dengan sengaja maupun 
tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja dan 
pelukaan. Dalam tindak pidana pembunuhan terkandung 
hak Allah (hukum publik, rights of god) sekaligus 
terkandung pula hak Insani (hukum perdata, right of 
man). “Asas pemberian Maaf terdapat dalam beberapa 
ayat berikut ini: 


Pertama, dalam tindak pidana pembunuhan dengan 
sengaja seperti yang ditentukan dalam surah al-bagarah 
ayat 178: 
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 


“Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang- 
Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, hlm. 37-38. 
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(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang 
baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 


Kedua, asas pemberian maaf juga terdapat dalam 
tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja seperti 
yang termaktub dalam al-Our'an surah al-Nisa ayat 92: 


z 


33 BSN Ca jak di s3 Na 


Pi 3 PP 
Ti 


Las ds! Ss @ 3 Ta Inget Ega 
(Ti La 


Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yanglain), kecuali karenatersalah (tidak sengaja), 
dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka 
(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari 
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kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka 
dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar 
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) 
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah 
ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 
penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 


Meskipun dalam ayat tersebut tidak disebutkan 
kata “memaafkan” dari keluarga terbunuh, tentunya 
dalam proses menentukan diyat bagi keluarga terbunuh 
sehingga mereka berkenan tidak menerima diyat yang 
kemudian dijadikannya sebagai “sedekah” tentu telah 
melalui lembaga “pemaafan” terlebih dahulu. Keluarga 
terbunuh tentu sudah memaafkan kesalahan pelaku 
terlebih dahulu.“ 


2Tbid., 38. 
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SA 


PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH 


A. Pengertian Percobaan Melakukan Jarimah 


ercobaan tindak pidana adalah tidak selesainya 
Pp perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, 

namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan 
perbuatan pidana” 


Para ulama tidak banyak berbicara tentang per- 
cobaan melakukan tindak pidana karena perbuatan ini 
termasuk jarimah ta'zir yang banyak berubah sesuai ruang 
dan waktu, kebiasaan dan karakter suatu masyarakat. 
Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada 


”Jaih Mubarak, Kaidah-Kaidah Fikih Jinayah, (Bandung: Bani 
Ouraisy, 2004), hlm. 177. 
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masalah tindak pidana yang unsur dan syaratnya tidak 
mudah berubah, seperti jarimah hudud dan gishas/diyat. 


Teori tentang jarimah “percobaan” tidak kita dapati 
dikalangan fugaha, bahkan istilah “percobaan” dengan 
pengertian teknis-yuridis juga tidak dikenal oleh mereka. 
Apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan 
antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang 
belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak 
membicarakanisi teori tentang “percobaan” sebagaimana 
yang akan terlihat nanti. Tidak adanya perhatian secara 
khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena 
dua hal yaitu: 


Pertama, percobaan melakukan jarimah tidak 
dikenakkan hukum had atau gishash, melainkan dengan 
hukuman ta'zir, bagaimanapun juga kasus jarimah itu. 
Para fugaha lebih banyak memberikan perhatiannya 
kepada jarimah-jarimah hudud dan gishash diyat, karena 
unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami 
percobaan, dan hukumnya juga sudah ditentukan 
jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. 
Akan tetapi untuk jarimah-jarimah ta'zir, dengan 
mengecualikan jarimah-jarimah ta'zir seperti memaki- 
maki (menista orang) atau mengkhianati titipan, maka 
sebagian besarnya diserahkan kepada penguasa negara 
(ulul amri) untuk menentukan macam-macamnya 
jarimah-jarimah itu. Untuk menetapkan hukuman- 
hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang dengan 
langsung oleh Syara' atau yang dilarang oleh penguasa 
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negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar 
bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah 
itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan 
hukuman, dimana ia bisa bergerak antara batas tertinggi 
dengan batas terendah. Kebanyakan jarimah ta'zir bisa 
mengalami perubahan antara dihukum, dari masa 
kemasa dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur- 
unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan 
pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh 
karena itu dikalangan fugaha tidak ada perhatian khusus 
terhadap jarimah-jarimah ta'zir dan kelanjutannya ialah 
tidak adanya pembicaraan secar tersendiri terhadap 
percobaan melakukan jarimah, karena percobaan ini 
termasuk jarimah ta'zir. 


Kedua, dengan adanya aturan-aturan yang men- 
cakup dari Syara' tentang hukuman jarimah ta'zir, maka 
aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu 
diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap 
perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakkan 
hukuman had dan kifarat. Dengan kata lain setiap 
perbuatan yang dianggap maksiat oleh syari'at dijatuhi 
hukuman ta'zir selama tidak dikenakan hukuman had 
atau kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya 
dikenakkan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar- 
benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan 
(memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya 
dijatuhi hukuman ta'zir dan percobaan itu sendiri 
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dianggap maksiat, yakni jarimah yang selesai juga, 
meskipun merupakan satu bagian saja diantara bagian- 
bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, 
selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh 
kalau suatu perbuatan semata-mata menjadi suatu 
jarimah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain 
maka akan membentuk jarimah yang lain lagi." Pen- 
curi misalnya apabila telah melobangi dinding rumah, 
kemudian tertangkap sebelum sempat memasukinya, 
maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat 
(kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun 
sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan 
jarimah pencurian. 


Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain 
dengan maksud hendak mencuri, tanpa melobangi 
dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah mem- 
buat suatu jarimah tersendiri, meskipun perbuatan ter- 
sebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai. 
Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai 
perbuatan yang membentuk jarimah pencurian dan 
dapat membawa barang curiannya keluar rumah, maka 
kumpulan perbuatan tersebut dinamakan “pencurian” dan 
dengan selesainya jarimah pencurian itu maka hukuman 
had yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan 
untuk masing-masing perbuatan membentuk pencurian 
itu tidak boleh dikenakkan hukuman ta'zir sebab masing- 


“Abdul Oadir Awdah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, hlm. 344. 


64 “ Dr. Khairul Hamim, MA 


masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu 
yaitu pencurian. 


Dari sini jelaslah kepada kita, mengapa para fugaha 
tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan 
melakukan jarimah, sebab yang diperlukan oleh mereka 
ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan 
jarimah yang tidak selesai. Dimana untuk jarimah pada 
kasus pertama saja dikenakkan hukuman had atau gishash, 
sedang untuk jarimah pada kasus kedua hanya dikenakkan 
hukuman ta'zir. Walaupun istilah “percobaan” tidak 
dikenal oleh mereka, namun apa yang dimaksud dengan 
istilah tersebut terdapat pada mereka, meskipun dengan 
mengambil istilah lain yaitu jarimah tidak selesai. 


Pendirian Syara' tentang percobaan melakukan 
jarimah lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, 
sebab menurut syara setiap perbuatan yang tidak 
selesai di sebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan 
dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang 
mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang 
lain, maka ia dianggap melakukan perbuatan maksiat 
dan dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut hukum positif, 
tidak semua percobaan melakukan jarimah dihukum." 
KUHP Indonesia pasal 54 misalnya menyatakan 
bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat 
dihukum.? Sementara dalam Hukum Pidana Islam 


$'Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi 
Revisi, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), hlm. 37-38. 
2Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan 
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percobaan melakukan pelanggaran dikenai hukuman 
yaitu hukuman ta'zir. 


Sesuai dengan pendirian syara', maka pada peristiwa 
penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila 
penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu 
dianggap perbuatan pembunuhan secara sengaja. Tetapi 
kalau korban dapat sembu, maka perbuaan tersebut 
dianggappenganiayaan saja dengan hukumannya yang 
khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh 
korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, maka 
perbuatan itu disebut maksiat, dan hukumannya adalah 
ta'zir. 


B. Tahapan Dalam Melakukan Tindak Pidana 
Tiap-tiap jarimah mempunyai tahapan-tahapan atau 
fase-fase tertentu sebelum terwujud hasilnya. Pembagian 
fase-fase ini sangat diperlukan untuk diketahui dan 
dipahami, karena hanya pada salah satu fase atau 
tahapan saja pelaku tindak pidana dapat dituntut dari 
segi kepidanaan, sedang pada tahap-tahap yang lainnya 
tidak dituntut. Adapun fase atau tahapan-tahapan dalam 
melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut: 


1. Fase Pemikiran dan Perencanaan (marhalah al-tafkir 
wa al-tashmim) 


Memikirkan dan merencanakan sesuatu 
jarimah tidak dianggap maksiat yang dijatuhi 


Bintang, 1993), hlm. 120. 
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hukuman, karena menurut aturan dalam Syari 'at 
Islam seseorang tidak dapat dituntut (disalahkan) 
karena ada niat yang tersimpan dalam dirinya. Hal 
ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 


“Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan 
atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan 
tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut 
karena kata-kata yangdiucapkan dan perbuatan yang 
dilakukannya”. 


Sedangkan hadis dari ibnu abbas di sebutkan 
yangartinya: Ibnu abbasr.a., dari Nabi saw mengenai 
apa yang difirmankan Allah, beliau bersabda: 


Sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebaikan, 
keburukan, dan diantara keduanya. Barangsiapa ber- 
maksud berbuat baik tapi belum melaksanakannya, 
maka Allah mencatat sepuluh atau tujuh ratus kali lipat 
hingga tak terhingga. Barangsiapa bermaksud berbuat 
buruk(jahad) tetapi ia tidak melaksanakannya, maka 
Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. 
Jika ia melaksanakannya, maka Allah memcatat sebagai 
suatu keburukan saja. 


Aturan tersebut sudah terdapat dalam Syari at 
Islam sejak awal diturunkan tanpa mengenal 
pengecualian. Akan tetapi pada hukum positif 
aturan tersebut baru dikenal pada akhir abad ke-18 
M, yaitu sesudah Revolusi Perancis. Sebelum masa 
itu, niatan dan pemikiran bisa dihukum, kalau 
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dapat dibuktikan. Pada hukum positif terhadap 
aturan juga ada pengecualiannya. 


Sebagai contoh ialah adanya perbedaan 
pada hukum pidana Perancis dan RPA antara 
pembunuhan biasa yang tidak direncanakan ter- 
lebih dahulu, dimana untuk pembunuhan pertama 
dikenakkan hukuman berat dari pada hukuman 
pembunuhan pada kasus kedua. KUHP RPA 
terhadap pembunuhan berencana dikenakan hu- 
kuman mati, dan terhadap pembunuhan biasa 
dikenakan hukuman kerja berat seumur hidup atau 
sementara (pasal 230 dan 234). 


Menurut KUHP Indonesia, karena pem- 
bunuhan berencana dihukum mati atau dihukum 
penjara seumur hidup atau hukuman penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun, 
dan kerana pembunuhan biasa, dihukum dengan 
hukuman penjara selama lamanya lima belas 
tahun.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 
dan 340 KUH Pidana. 


a. Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang, karena pembu- 
nuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima belas tahun. 


8Ahmad Hanafi, Asas-Asas,..., hlm. 122. Lihat juga Makhrus, 
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b. Pasal 340: Barang siapa dengan sengaja dan 
dengan direncanakan lebih dahulu meng- 
hilangkan nyawa orang, karena bersalah me- 
lakukan pembunuhan berencana, dipidana de- 
ngan pidana mati atau penjara seumur hidup 
atau penjara sementara selama-lamanya dua 
puluh tahun.” 


2. Fase persiapan (marhalat al-tahdhir) 


Pada fase ini, pelaku menyaipkan alat-alat 
yang dipakai untuk melaksanakan jarimah, seperti 
membeli senjata untuk membunuh orang lain 
atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase 
persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat 
dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu 
sendiri dipandang sebagai maksiat seperti hendak 
mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. 
Dalam contoh ini membeli alat bius atau mem- 
bius orang lain itu sendiri dianggap maksiat yang 
dihukum, tanpa memerlukan selesainya tujuan 
yang hendak dituju, yaitu mencuri. 


Alasan untuk tidak memasukkan fase per- 
siapan sebagai jarimah, ialah bahwa perbuatan 
seseorang yang bisa dihukum harus berupa per- 
buatan ma'siat, dan ma'siat baru terwujud apabila 
berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak 


“Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana 
Islam, hlm. 62. 
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manusia, sedangkan pada penyiapan alat-alat 
jarimah pada galibnya tidak berisi suatu kerugian 
nyata terhadap hak-hak tersebut. Kalau dianggap 
menyebabkan kerugian, maka anggapan ini masih 
bisa dita'wilkan, artinya bisa diragukan, sedang 
menurut syariat seseorang tidak bisa diambil 
tindakan terhadapnya kecuali apabila didasarkan 
pada keyakinan.” Sehingga peristiwa dianggap 
sesuatu yang syubhat dan pelakunya hanya 
dikenakan hukuman ta zir. 


Perbuatan semacam ini, menurut mazhab 
Hanbali dan Maliki dikategorikan termasuk sebagai 
perbuatan jarimah jika diduga kuat perbuatan ter- 
sebut mengarah kepada perbuatan maksiat. Oleh 
karena perbuatan persiapan itu dianggap sebagai 
perantara kepada perbuatan yang haram, maka 
hukumnya pun menjadi haram, dengan demikian 
pelakunya dikenakan hukuman. Hal ini sebagai- 
mana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah: 
"ibn Al Gayyim menegaskan bahwa perantara 
kepada yang haram adalah haram dan perbuatan 
persiapan jelas merupakan perantara kepada yang 
haram, sehingga hukumnya haram dan pelakunya 
dikenakan hukuman tetapi bukan dengan hukuman 
pokoknya”. 


Dengan demikian jelaslah bahwa mazhab 
Hanbali sebagaimana digambarkan oleh Ibn Al- 


35Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana....., hlm. 122. 
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Oayyim dan gurunya Ibn Taimiyah, menganggap 
perantara kepada jarimah sebagaijarimah. Demikian 
juga perbuatan-perbuatan persiapan yang disiapkan 
untuk membentuk dan melaksanakan jarimah 
merupakan jarimah juga.” 


3. Fase pelaksanaan (marhalat al-tanfidz) 


Pada fase inilah perbuatansi pembuat dianggap 
sebagai jarimah. Untuk dihukum, tidak menjadi 
persoalan, apakah perbuatan tersebut merupakan 
permulaan pelaksanaan unsur materiil jarimah atau 
tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan 
itu berupa massiat, yaitu yang berupa pelanggaran 
atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan 
dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur 
materiil, meskipun antara perbuatan tersebut 
dengan unsur materiil masih terdapat beberapa 
langkah lain. 


Pada pencurian misalnya, melobangi tembok, 
membongkar pintu dan sebagainya dianggap se- 
bagai ma'siat yang dijatuhi hukuman ta'zir, dan 
selanjutnya dianggap pula sebagai percobaan pen- 
curian, meskipun untuk terwujudanya perbuatan 
pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain 
lagi, seperti masuk rumah, mengambil barang dari 
almari, dan membawanya keluar dan sebagainya. 


Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana 
Islam.., hlm. 63 
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Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang bisa 
dihukum ialah apabila perbuatan tersebut berupa 
ma'siat. Dalam hal ini niatan dan tujuan pembuat 
sangat penting artinya untuk menentukan apakah 
perbuatan itu ma'siat (salah) atau tidak. Dengan 
demikian kriteria untuk menentukan permulaan 
pelaksanaan jarimah dan merupakan percobaan 
yang bisa dihukum adalah apabila perbuatan 
tersebut sudah merupakan maksiat. Disamping itu, 
niat dan tujuan pelaku juga sangat penting untuk 
menentukan apakah perbuatan itu merupakan 
maksiat atau bukan. 


Dalam hal ini, pandangan hukum positif 
sama pendapatnya dengan hukum Islam tentang 
tidak adanya hukuman pada fase pemikiran atau 
perencanaan dan persiapan serta membatasi 
hukuman pada fase pelaksanaan. Akan tetapi, 
sarjana-sarjana hukum positif berbeda pendapatnya 
tentang penentuan saat permulaan pelaksanaan 
tindak pidana itu. 


Menurut aliran objektif (objectieve leer), 
saat tersebut adalah ketika pelaku melaksanakan 
perbuatan mareriil yang membentuk suatu jarimah. 
Kalau jarimah tersebut terdiri dari satu perbuatan 
juga maka percobaan jarimah itu adalah ketika 
memulai perbuatan tersebut. Kalau jarimah tersebut 
terdiri dari beberapa perbuatan maka memulai 
salah satunya dianggap melakukan perbuatan 
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jarimah. Mengerjakan perbuatan lain yang tidak 
masuk dalam rangka pembentukan jarimah, tidak 
dianggap telah mulai melaksanakan. Dengan 
perkataan lain, aliran tersebut melihat kepada 
obyek atau perbuatan yang telah dikerjakan oleh 
pembuat. 


Sedangkan menurut aliran subyektif (subjective 
leer) bahwa untuk dikatakan melakukan percobaaan 
cukup apabila pembuat telah memulai suatu 
pekerjaan apa saja yang mendtangkan perbuatan 
jarimah itu sendiri. Aliran tersebut memakai niatan 
dan pribadi pembuat untuk mengetahui maksud 
yang dituju oleh perbuatannya itu. Dengan 
perkataan lain, aliran tersebut lebih menkankan 
kepada subyek, atau niatan pembuat. 


Nampaknya masing-masing aliran tersebut 
terlalu menyebelah (eenzijdig), sedang seharusnya 
dalam soal-soal kepidanaan, tidak dicukupkan de- 
ngan segi dari pembuat saja atau segi perbuatan- 
nya saja,melainkan harus memperhatikan kedua- 
dua segi tersebut yakni perbuatan dari pembuat.” 


Dari perbandingan syariat Islam, ternyata 
pendirian sayri'at Islam dapat menampung kedua 
aliran subyektif dan obyektif bersama-sama. 
Perbuatan yang bisa dihukum menurut aliran 
subyektif bisa dihukum pula menurut syari'at 


7Ahmad Hanafi, Asas-Asas...hlm.124. 
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Islam. Akan tetapi syariat Islam syarat, yaitu 
apabila perbuatan yang dilakukan pembuat bisa di 
kualifikasikan sebagai perbuatan maksiat (perbutan 
salah), baik bisa menyiapkan jalan untuk jarimah 
yang dimkasudka atau tidak, sedang menurut airan 
subyektif perbuatan yang mulai dikerjakan harus 
bisa mendatangkan kepada unsur materiilnya 
jarimah. 

Sebagai contoh ialah orang yang masuk ke 
suatu rumah dengan maksud untuk melakukan 
perbuatan zina dengan orang (wanita) yang ada 
di dalamnya, dan perbuatan yang diniatkannya tu 
tidak terjadi, karena sesuatu sebab, ada orang lain 
umpamanya. Menurut aliran obyektif, perbuatan 
tersebut tidak dapat dihukum, sebab tidak ada 
kepentingan yang dirugikan. Sedangkan menurut 
aliran subyektif, perbuatan tersebut dapat dihukum 
sebab perbuatan itu sendiri merupakan maksiat 
(perbuatan salah). 


Pendirian syari'at juga mirip dengan pen- 
dapat yang hidup dikalangan sarjana-sarjana 
hukum positif. Vos misalnya, berpendapat bahwa 
pada pokoknya teori subyektif lebih benar dari- 
pada teori obyektif, akan tetapi harus diperbaiki 
dengan rumus, yaitu: perbuatan baru patut 
dihukum, jika perbuatannya berlawanan dengan 
hukum, dengan pengertian, bahwa perbuatan 
itu tidak diperbolehkan (oleh masyarakat atau 


hukum) berhubung dengan kepentingan hukum 
yang dikenai oleh jarimah itu. 


C. Tidak Selesai Melakukan Percobaan Tindak Pidana 


Seorang pembuat yang telah memulai perbuatan 
jarimahnya adakalanya dapat menyelesaikannya atau 
tidak dapat menyelesaikannya. Kalau ia dapat me- 
nyelesaikannya, maka sudah sepantasnya ia dijatuhi 
hukuman yang diancamkan terhadap perbuatannya itu. 
Tetapi jikalau ia tidak dapat menyelesaikannya seperti 
karena terpaksa atau karena kehendaknya sendiri yakni 
ia bertaubat dan menyesal serta kembali kepada Tuhan 
atau disebabkan karena sesuatu di luar taubat dan pe- 
nyesalan diri misalnya karena kekurangan alat-alat atau 
khawatir terlihat oleh orang lain atau hendak mengajak 
temannya terlebih dahulu, maka keadaan tersebut tidak 
mempengaruhi berlangsungnya pertanggungjawaban 
pembuat selama perbuatan yang dilakukannya itu tidak 
bisa disebut suatu maksiat (kesalahan). Dengan kata lain 
orang tersebut tidak dijatuhi hukuman. 


Apabila tidak selesainya suatu jarimah karena 
sesuatu bukan atas dasar taubat, maka pembuat harus 
bertanggung jawab atas perbuatannya apabila sudah 
cukup dipandang sebagai maksiat yakni merugikan 
hak masyarakat atau hak perseorangan. Apabila 
seseorang hendak mencuri dari suatu rumah kemudian 
membongkar pintunya akan tetapi ia tidak masuk rumah 
itu karena terlihat olehnya peronda lewat di pekarangan 
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rumah tersebut dan dikhawatirkan akan menangkap- 
nya, kemudian dia pergi tanpa mengambil sesuatu 
barang atau dia sudah masuk rumah tetapi tidak dapat 
membuka almari besi tempat uang.” 


Dalam contoh tersebut pembuat tetap dijatuhi 
hukuman meskipun ia mengurungkan perbuatannya 
karena motif pengurangan tersebut bukan taubat, se- 
dangkan perbuatan yang terjadi adalah maksiat yaitu 
membongkar pintu atau masuk rumah orang lain tanpa 
izin. Akan tetapi kalau sudah sampai pintu pekarangan 
dengan maksud mencuri kemudian mengurungkan 
niatnya karena sesuatu sebab dari dalam dirinya dan 
lalu pergi maka ia tidak dihukum karena peristiwa 
yang telah diperbuatnya itu tidak dianggap melanggar 
atau merugikan hak masyarakat atau hak perseorangan 
dan oleh karena itu tidak dianggap maksiat sedangkan 
apabila tidak ada maksiat berarti tidak ada hukuman. 


D. Hukuman Bagi Pelaku Percobaan Melakukan 
Tindak Pidana 


Hukuman atau sanksi bagi orang yang melakukan 
percobaan tindak pidana adalah ta'zir, “bukan had, 
sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: 


#Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 
Sukses Offset, 2008), hlm. 54. 

2H. A. Djazuli, Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan 
Dalam Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 23. 
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Barang siapa menjatuhkan hukuman had bukan pada 


tindak pidana hudud, maka ia termasuk orang yang 
melampaui batas (H.R. al-Baehagi) 


Apabila tidak selesainya kejahatan itu disebabkan 
pelakunya bertaubat, maka dalam kasus seperti ini, para 
ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Imam 
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam 
Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa taubat itu tidak 
menghapuskan hukuman. Sedangkan sebagaian ulama 
yang lain, yakni sebagian ulama Syafiiyyah mengatakan 
bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman. Dasarnya 
adalah firman Allah dalam Surah al-Ma'idah, 34: 


LAS peia Ujati SI J3 Se LA GA NI 
(YR 3 3 ab JIN SI 


Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) 
sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, 
maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 


Juga Firman Allah swt, Surah al-Nisa': 16, 


Aan BU AS Ge SN 
A1) L—3 CI EN KE 
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Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di 
antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, 
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, 
Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha 
penerima taubat lagi Maha Penyayang. 


Rasulullah saw bersabda: 


en en an) 


“Orang yang bertaubat dari dosa, itu seperti orang yang 
tidak berdosa.” 


Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dan Ibnu 
Oayyim, keduanya merincikan bahwa apabibila 
kejahatannya merupakan hak Allah, maka taubatnya 
itu dapat menghapuskan hukuman, dan apabila 
kejahatannya itu menyangkut hak Adami, maka 
taubatnya itu tidak menghapus hukuman. Pendapat Ibn 
Taimiyah dan Ibn Oayyim kelihatanya merupakan jalan 
tengah yang mengompromikan pendapat pertama dan 
kedua yang saling bertentangan. Walaupun demikian 
pengaruh taubat terhadap hukuman menurut pendapat 
kedua imam ini, hanya berlaku dalam jarimah yang 
menyinggung hak masyarakat saja. Sedangkan dalam 
jarimah yang menyinggung hak individu taubat tetap 
tidak berpengaruh terhadap hukuman. 
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AA 


TURUT SERTA BERBUAT JARIMAH DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 


A. Turut Serta Berbuat Jarimah 


1. Pengertian 


ang dimaksud dengan turut serta melakukan 

h jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama- 
sama, baik melalui kesepakatan atau secara 
kebetulan menghasut, menyuruh orang lain, memberi 
bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar 
perbuatan jarimah dapat dilakukan. Dari definisi tersebut 
dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik 
dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama 
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melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas 
bagi terselanggaranya suatu jarimah. 


Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana, ada 
kalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya 
pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang 
masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya. 
Berikut empat macam bentuk kerjasama dalam me- 
lakukan tindak pidana (jarimah) yaitu: 


a. Pelaku melakukan tindak pidana atau jarimah 
bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya / 
andil dalam melakukan jarimah) artinya secara 
kebetulan melakukan bersama-sama. 


b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang 
lain untuk melakukan jarimah. 


Cc. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk 
melakukan jarimah 


d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk 
dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa 
turut berbuat." 


Dari bentuk-bentuk kerjasama di atas, dapat 
dikemukakan 2 syarat umum tindakan jarimah yang 
harus terdapat dalam perkara turut serta dalam me- 
lakukan tindak pidana: pertama, para pelaku terdiri atas 
beberapa orang. Jika pelaku hanya sendirian, maka tidak 


“Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1967), hlm. 136. 
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ada istilah ikut serta dalam melakukan jarimah baik 
keturut-sertaan secara langsung maupun tidak langsung. 
Kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan 
yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. 
Apabila tidak termasuk dalam pelanggaran, maka secara 
otomatis tidak masuk dalam perkara pidana. 


2. Bentuk-Bentuk Turut-Serta Berbuat Jarimah 


Para ahli figh menyebutkan bentuk-bentuk pe- 
laksanaan keikutsertaan melakukan jarimah ke dalam 
dua bentuk yaitu secara langsung (mubasyir) dan secara 
tidak langsung (ghayr mubasyir). 


Orang yang turut berbuat secara langsung dalam 
melaksanakan jarimah, disebut “syarik mubasyir”, dan 
perbuatannya disebut “isytirak mubasyir”. Sedangkan 
orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam 
melaksanakan jarimah disebut “syarik mutasabbib”, dan 
perbuatannya disebut “isytirak ghairu mubasyir' atau 
isytirak bi al-tasabbubi”. Perbedaan antara kedua orang 
tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan-nyata 
dalam pelaksanaan jarimah, sedangkan orang kedua 
menjadi sebab adanya jarimah, baik karena janji-janji atau 
menyuruh, menghasut atau member bantuan, tetapi 
tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya. 


Pada KUHP Indonesia pasal 55, dijumpai bentuk- 
bentuk kerjasama dalam melaksanakan jarimah, yaitu: 
melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan 
menghasut, dijatuhi hukuman sebagai pembuat. Pada 
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pasal 56, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai 
pembantu melakukan jarimah, yaitu: membantu waktu 
kejahatan dilakukan, dan memberi kesempatan, ikhtiar 
dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Seringkali 
orang yang tidak berbuat menjadi perencana/otak 
kejahatan (intellectuele darder). Ia disebut juga pelaku tidak 
langsung (middellijke dader). Orang yang berbuat sendiri 
seringkali hanya menjadi kakitangan, atau pembuat 
langsung (onmiddelijke dader)." 


Dalam hubungannya dengan turut serta berbuat 
jarimah ini, para fugaha mengenal dua macam turut 
serta berbuat jarimah yaitu turut serta berbuat langsung 
dan turut serta berbuat tidak langsung. Kedua bentuk 
turut serta berbuat jarimah tersebut memiliki bagian 
atau macam-macamnya sebagai berikut: 


1. Turut serta berbuat jarimah secara langsung ada 
dua macam yaitu al-tawafug dan al-tamalu'. Yang 
dimaksud dengan al-tawafug adalah beberapa orang 
yang melakukan suatu kejahatan secara bersama 
tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu 
terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan 
pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti 
kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung 
demonstrasi yang tanpa perencanaan sebelumnya 
untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus 
seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung 
jawab atas perbuatan masing-masing. 


“Ibid., hlm. 137. 
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Adapun al-tamalu adalah kejahatan yang di- 
lakukan oleh beberapa orang secara bersama dan 
terencana misalnya pembunuhan atas seseorang 
oleh sekelompok orang secara terencana, ada yang 
mengikatnya, memukulnya, dan menembaknya. 
Mereka semua bertanggung jawab atas kematian 
korban. Selain itu ada sebagian ulama yang tidak 
membedakan antara al-tawafug dengan al-tamalu. 
Oleh karena itu baik dalam al-tawafug maupun 
al-tamalu, pelaku hanya bertanggung jawab atas 
perbuatan masing-masing. Para ulama yang ber- 
pendapat demikian adalah Ibnu Abidin dan 
Shirazy.” 


Turut serta berbuat jarimah yang tidak langsung 
adalah seperti orang yang menyuruh orang lain 
untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini 
menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki, 
Syafi'1, dan Ahmad bahwa orang yang menyuruh 
itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan 
karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang 
digerakkan oleh si penyuruh. Adapun menurut 
Abu Hanifah si penyuluh itu tidak dianggap sebagai 
pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah 
sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan 
yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang 
disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian 


2H, A. Djazuli, Fikih Jinayah...., hlm. 17. 
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korban sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi 

ta 'zir. 

Selain itu pula terdapat contoh kasus turut berbuat 
secara tidak langsung misalnya dengan cara diam atau 
tidak melakukan sesuatu. Contoh kasus seperti ini ter- 
gambar dalam kasus berikut ini: seseorang melihat se- 
kelompok pencuri melakukan pencurian atau melihat 
sekelompok orang melakukan pembunuhan dan dia diam 
saja. Dalam kasus ini jumhur ulama menganggapnya 
sebagai turut berbuat jarimah sebab meskipun ia diam 
dapat dianggap membantu secara moral, namun secara 
yuridis formal ia tidak melakukan suatu perbuatan yang 
sifatnya membantu meskipun bahasan lebih jauh dalam 
masalah ini ulama membedakan apakah diamnya itu 
karena tidak mampu menghalanginya ataukah karena 
ia tidak peduli terhadap terjadinya kejahatan, maka dia 
bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya yakni 
mendiamkan berlangsungnya kejahatan. Sedangkan 
bila diamnya itu karena ia tidak mampu menghalangi 
terjadinya kejahatan itu, maka ia tidak dimintai 
pertanggungjawaban.” Ada lagi suatu kasus dimana 
seseorang menyatakan siap membantu perbuatan 
kejahatan orang lain, tapi tidak jadi membantunya, 
maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
kesepakatan yang dia berikan. 


“Ibid., hlm. 20. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana 


1. Pengertian 


Pertanggungan jawaban pidana dalam bahasa 
asing disebut sebagai “teore kenbaarheid”, atau “criminal 
responsibility”, atau “criminal liability”. Maksudnya 
adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan 
untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ 
terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan kata 
lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. 
Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang 
dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa 
mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut 
memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak pidana 
yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya 
tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari 
tindakan yang dilakukan tersebut.“ Suatu tindakan 
tidak dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada 
ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu pula, tiada 
pemaafan dari suatu tindakan sepanjang tindakan itu 
secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu tindakan 
yang salah. 


Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam 
Syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan 
hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) 


4E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 250. 
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yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana 
ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat 


dari perbutannya itu.” 


Dengan demikian, siapa pun 
yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, 
sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang 
yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula 
bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum 
sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, 
namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya 
itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil 
atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya." 


2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana 


Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus 
dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat 
ditentukan pemidanaannya harus diteliti dan dibuktikan 
bahwa : 


a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang- 
undang. 


b. Terdapat kesalahan pada petindak 


Cc. Tindakan itu bersifat melawan hukum. 


$A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , hlm. 119. 
“Abdul OadirAudah, Al-Tasyri' al-Jinal al-Islami,(Bairut: 
Muassasah al-Risalah. 1992), JuzI,Cet ke-11, hlm. 392. 
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d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh undang-undang (dalam arti luas), dan 


e.  Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, 
waktu dan keadaan-keaadaan lainnya yang 
ditentukan dalam undang- undang.” 


Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam 
bisa terjadi apabila terpenuhi tiga asas/ dasar, yaitu, 1). 
Adanya perbuatan yang dilarang/ melawan hukum. 2). 
Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 
3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika 
ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang 
yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat 
pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu 
asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan 
pertanggungjawaban pidana." Orang yang bisa dibebani 
pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang 
berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau 
tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban 
pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang 
yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai 
pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai 
kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan 
dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, 
tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang 


7B.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 253. 
“Abdul Gadir Audah, Al-Tasyri al-Jinai al-Islami, hlm. 392. 


Figih Jinayah  « 87 


gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya 
dan orang yang dipaksa atau terpaksa.” 

Pembebasan beban terhadap mereka itu, 
berdasarkan kepada nas (O. S. An-Nahl: 106) dan berbagai 
hadis: 


ary Cas Bln AR Ia AL 3S H3 


Co X0 


Sis ASI, 2 ts 333 JLN Jalan 
As M3 AS pa Ia LA alas 


“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa ke- 
keliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Thabrani 
dari Tsauban)” 


G 


ban al j5 EN 38 Ia 3 
Pe ta AAA 2 
ca—lo » Opls Bli, «gl Pr setan Jas 
Ailee Ge Sl, Cm pls 
“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang 


tidurhingga ia bangun, dari orang yang gila hingga 
ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. 


?A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 119. 
'Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Sayuthy, Al-Jami' 
al-Shagir (Bairut: Dar al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24. 
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Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, 
Hakim dan Turmuzi dari Aisyah). 


Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa 
pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia 
yang masih hidup dan resiko perbuatan yang di- 
lakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri 
dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (O.S. 
Fathir :18) dan (O.S. AL-Najm: 39). Pembebanan 
hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk 
Badan Hukum. Islam telah mengenal Badan Hukum 
ini sejak mula pertamanya seperti adanya Baitul Mal. 
Badan Hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik 
dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. 
Akan tetapi menurut Syari'at Islam Badan Hukum itu 
tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena 
pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya 
pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu 
tidak terdapat pada Badan Hukum.” Dengan demikian, 
apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang 
yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas 
namanya, maka orang-orang (para pengurusnya) itulah 
yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan 
syakhshiyyah ma'nawiyyah yang bertanggung jawab 
melainkan syakhshiyyah hagigiyyah.” 


“Ibid., 

?2A, Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam...., hlm. 120. 

8A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...., 
hlm. 76. 


Figih Jinayah “ 89 


3. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban Pidana 


Sebab yang menimbulkan adanya pertanggung- 
jawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau 
perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan 
suatu perbuatan yang syara melarangnya, atau sebalik- 
nya meninggalkan suatu perbuatan yang syara meme- 
rintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan 
hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban 
pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu “al-idrak” 
(mengetahui) dan“ikhtiyar” (pilihan). Bilamana salah satu 
syarat tidakada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban 
pidana.” 


Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat- 
tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat- 
bertingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan 
hukum itu. Tingkatan- tingkatan tersebut disebabkan 
oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan 
gosad (niat)nya. Perbuatan yang melawan hukum itu 
adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. 
Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu 
sengaja semata-mata (al-amdi) dan menyerupai sengaja 
(syibhu al-amdi). Sedangkan kekeliruan juga terbagi 
kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (al-khatha”) 
dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (ma 
jara majraal-khatha)). 


Zakaria Syafe'i, Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum 
Pidana Islam, Jurnal A-GALAM (Vol.31 No. 1 (Januari-Juni) 2014), 
hlm. 98. 
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Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu, 
Sengaja (al-amdi) 


Sengaja dalam pengertian yang umum 
adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan 
perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan 
yang dilarang. Orang yang meminum minuman 
keras, dan demikian pula orang yang mencuri, 
sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan 
benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Bagitu 
pula dengan tindak pidana pembunuhan yang 
dengan sengaja dilakukannya serta dikehendaki 
akibatnya berupa kematian korban, maka baginya 
dikenakan perrtanggungjawaban pidana. 


Menyerupai sengaja (syibhu al-“amdi) 


Perbuatan menyerupai sengaja/semi sengaja 
(syibhu al-amdi) hanya terdapat dalam jarimah 
pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan 
Syibhu al-amdi ini masih diperselisihkan oleh 
para Imam mazhab. Imam Malik tidak mengenal 
istilah Syibhu al-'amdi dalam jarimah pembunuhan 
atau penganiayaan, lantaran dalam al-Guran 
hanya menyebutkan pembunuhan sengaja 
(Oatl al-“amd) dan pembunuhan keliru (gatlu al- 
khatha'). Adapun yang dijadikan landasan berfikir 
Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu 
jelas merupakan perbuatan melawan hukum, 
sementara adanya unsur niat dan akibat yang 
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ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama 
sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'i dan 
Ahmad sepakat mengakui adanya Syibhu al-'amdi 
dalam  jarimah pembunuhan, namun berbeda 
pendapat dalam jarimah penganiayaan. Menurut 
Syafi'i bahwa dalam jarimah penganiayaan itu bisa 
terjadi ada yang masuk dalam katagori sengaja (al- 
amdi) dan bisa pula masuk dalam katagori syibhu 
al-'amdi. Pendapat ini adalah pendapat yang rojih 
dalam mazhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu 
Hanifah dalam jarimah penganiayaan itu tidak ada 
syibhu al-“amdi. Pendapat ini diakui pula di kalangan 
mazhab Ahmad hanya dipandang marjuh. 


Pengertian Syibhual- amdi dalam pembunuhan 
adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan 
maksud melawan hukum, tetapi akibat dari 
perbuatan itu yang membawa kepada kematian 
bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja 
berdampak kepada matinya si korban. Adapun 
pengertian Syibhu al-amdi dalam penganiyaan 
adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan 
maksud melawan hukum, tetapi akibat dari per- 
buatan itu yang membawa kepada pelukaan 
itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam 
pertanggungjawaban pidana terkait dengan tin- 
dakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan 
dengan tindakan sengaja (al-'amdi). Sanksi hukum 
yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa 
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gishash, sedangkan untuk tindakan semi sengaja 
berupa diyat dan ta'zir apabila dipandang perlu 
oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman ta'zir 
tersebut. 


Keliru (al-khatha”) 


Pengertian keliru (al-khatha”) adalah terjadinya 
suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak 
ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan 
ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan 
adakalnya terdapat pada niatnya. Adapun keliru 
dalam perbuatan, misalnya seseorang menembak 
burung, namun pelurunya mengenai orang, 
sedangkan keliru dalam niat misalnya menembak 
orang yang diyakini dia adalah musuh, karena dia 
berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya 
sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia 
adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri. 


Keadaan yang disamakan dengan keliru (ma jara 
majra al-khatha”). 


Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan 
dengan kekeliruan: 


1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melaku- 
kan perbuatan yang melawan hukum, tetapi 
perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya 
dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya 
seseorang tidur di samping seorang bayi di 
suatu barak penampungan, kemudia dia 
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menindih bayi itu sehingga bayi tersebut 
meninggal dunia. 


Pelaku menyebabkan terjadinya suatu 
perbuatan yang melawan hukum, karena 
kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, 
misalnya seseorang yang menggali parit di 
tengah jalan untuk mengalirkan air, namun 
dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga 
pada malam hari terjadi kecelakaan atas 
kendaraan yang lewat. Pertanggungjawaban 
perbuatan keadaan yang disamakan dengan 
kekeliruan (ma jara majra al-khatha') lebih 
ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam 
keadaan ini sama sekali tidak mempunyai 
maksud untuk melakukan tindak pidana, 
melainkan tindak pidana itu terjadi semata- 
mata akibat kelalaiannya.” 


Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawab- 


an Pidana 


Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru. 


1) 


Pengaruh Tidak Tahu 


Ketentuan yang berlaku dalam Syari at 
Islam adalah pelaku tidak dihukum karena 
suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia 
mengetahui dengan sempurna tentang di- 


? Abdul Oadir Audah, Al-Tasyri al-Jinai al-Islami, hlm. 405-407. 
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larangnya perbuatan tersebut. Apabila ia tidak 
tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut 
maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban 
pidana. Pengertian “mengetahui” disini cukup 
dengan adanya kemungkinan mengetahui. 
Oleh sebab itu, apabila seseorang telah de- 
wasa dan berakal sehat serta memperoleh 
kesempatan untuk mengetahui perbuatan- 
perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan 
belajar maupun bertanya kepada orang yang 
cerdik pandai, maka orang tersebut dianggap 
mengetahui semua perbuatan yang dilarang, 
dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh 
karena itu, para fugaha menyatakan bahwa 
di negeri Islam tidak dapat diterima alasan 
tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hu- 
kum. Para fugaha dapat menerima alasan 
tidak tahu hukum dari orang yang hidup di 
pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan 
kaum muslimin lainnya, atau dari orang yang 
baru saja masuk Islam dan tidak bertempat 
tinggal di kalangan kaum muslimin. Pemaafan 
terhadap orang-orang tersebut bukan penge- 
cualian melainkan penetapan hukum Islam 
yang melarang memberikan hukuman kepada 
orang yang tidak mengetahui larangan, 
sehingga pengetahuan itu diperolehnya.” 


Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam..., hlm. 139. 
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2). Pengaruh Lupa 


Lupa ialah tidak tersiapnya sesuatu pada 
saat dibutuhkan. “Lupa” selalu digandengkan 
dengan “keliru”, seperti pada ayat, 


o - 
si 
(4 og ,£ 


Pan KU 


Tadi 


H1 Cam Oj Big Yuna 


&....Ya Tuhan Kami, dngan Engkau hukum Kami 
jika Kami lupa atau Kami tersalah.... (OS. Al Bagarah 
:286) 


Hadis nabi SAW: 


Low ye SELAI) 


“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa ke- 
keliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Thabrani 
dari Tsauban).” 


Dalam membicarakan hukum lupa ini para 
fugaha terbagi kepada dua golongan, Golongan 
pertama, menyatakan bahwa lupa adalah 
alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah 
maupun urusan pidana. Mereka berpegang 
pada prinsip umum yang menyatakan bahwa 
orang yang mengerjakan perbuatan yang 


7Jalaluddin al-Sayuthy, Al-Jami' al-Shagir, hlm. 24. 
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dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan di- 
bebaskan dari hukuman. Meskipun demikian 
ia tetap dikenakan pertanggungjawaban per- 
data. Golongan kedua menyatakan bahwa 
lupa hanya menjadi hapusnya hukuman 
akhirat. Untuk hukuman-hukuman di dunia 
lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman 
sama sekali kecuali dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan hak Allah.” 


Jarimah-jarimah yang dilakukan karena 
lupa jarang sekali terjadi, karena lupa ter- 
hadap perbuatan yang dilarang itu sendiri 
pada hakikatnya juga jarang. Oleh sebab itu, 
lupa tidak menghapuskan kewajiban, karena 
perkara wajib tetap menjadi kewajiban yang 
harus diperbuat oleh orang yang lupa. Lupa 
hanya dianggap sebagai syubhat yang bisa 
menghapuskan hukuman had, dan diganti 
dengan hukuman ta,,zir. Jadi pengaruh lupa 
tersebut hanya terbatas pada pembebasan 
orang yang lupa dari hukuman dalam keadaan 
tertentu, atau pembebasan hukuman had 
dalam keadaan lainnya.” 


8Abdul Oadir Audah, Al-Tasyri' al-finai al-Islami..., hlm. 438-439. 
? Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam..., hlm. 140. 
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Ti: 


Pengaruh Keliru 


Pengertian keliru adalah terjadinya se- 
suatu di luar kehendak pelaku. Jarimah 
yang terjadi karena kekeliruan, pelaku 
melakukan perbuatan tersebut bukan ka- 
rena niat atau kesengajaan, melainkan 
karena kelalaian dan kekurang hatian. Per- 
tanggungjawaban pidana bagi orang yang 
keliru ini dipersamakan dengan orang yang 
sengaja berbuat, apabila perbuatannya itu 
merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
syara. Hanya saja yang membedakannya 
adalah segi pertanggungjawabannya. Sebab 
bagi perbuatan sengaja adalah sengaja me- 
lakukan perbuatan yang dilarang syara, 
sedangkan sebab dalam perbuatan karena 
kekeliruan adalah melanggar ketentuan 
syara bukan karena sengaja, melainkan 
karena kelalaian atau sikap kurang hati-hati. 
Bila dilihat dari dasar-dasar hukum syara”, 
sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya 
dibebankan kepada perbuatan sengaja yang 
diharamkan oleh syara dan tidak dikenakan 
terhadap perbuatan karena kekeliruan." (O.S. 
Al-Ahzab: 5). Namun dalam keadaan tertentu 
syara membolehkan dijatuhkannya hukuman 


SA. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 
hlm. 80. 
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atas kekeliruan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pokok tersebut, misalnya tindak 
pidana pembunuhan (O.S. An-Nisa : 92). 


Dua ketentuan tersebut, yang satu merupakan 
ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan 
pengecualian dari ketentuan pokok, maka untuk 
dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena 
kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari 
syara. Apabila syara tidak menentukan hukuman 
untuk suatu perbuatan tersebut maka tetap berlaku 
ketentuan pokok yaitu perbuatan tersebut tidak 
dikenakan hukuman. Namun demikian, hapusnya 
pertanggungjawaban pidana dari perbuatan keliru 
tidak berarti hapusnya pertanggungjawaban per- 
data, karena menurut Syari 'at Islam jiwa dan harta 
mendapat jaminan keselamatan (ma 'shum)."' 


SIA. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam..., hlm. 141. 
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HUKUMAN (UOUBAH) 


A. Pengertian Hukuman 


ecara etimologi hukuman berarti sanksi atau da- 

pat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/ 

pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut 
“ugubah. Lafadz “ugubah menurut bahasa berasal dari kata 
agoba, yang berarti menghukum. Sehingga jika seseorang 
berkata, “agobahu bidzanbihi au “ala dzanbihi, artinya 
seseorang dihukum atas kesalahannya.” 


Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman 
berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan 


2Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab- 
Indonesia, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 952. 
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dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di- 
sebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya 
yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang- 
undang” dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat 
dan memaksa). 


Secara istilah, dalam hukum pidana Islam di- 
sebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh 
Abdul Oodir Audah sebagai berikut, 


o 3 Pa 0 An agan 
Pe ara 


“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 
memlihara kepentingan masyarakat, karena adanya 
pelanggaran atas ketentuan- ketentuan syara”. 


Selanjutnya, dalam ensiklopedi Indonesia disebut- 
kan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan 
undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran- 
pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP ter- 
muat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. 
Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman 
pokok dan hukuman tambahan.” 


“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411. 

“Abdul Gadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Juz 1, 
(Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, tt), hlm. 609. 

5'Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, Jilid-3, Edisi Khusus 
(Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), hlm. 1345. 
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Sementara dalam hukum positif di Indonesia, 
istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang 
dalam istilah Inggris sentencing yang disalin oleh Oemar 
Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. 
Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang 
berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia 
disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian 
umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau 
nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang." 


Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip 
oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana 
adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada or- 
ang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- 
syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang 
juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi 
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 
sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.” 


Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di 
atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana 
adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat 
lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan 
sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang 
yang cakap menurut hukum yang telah melakukan 


s'Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, cet- 
ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1. 

”Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, 
cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47. dikutip oleh 
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih 
Jinayah, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137. 
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perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk 
memelihara ketertiban dan kepentingan masryarakat, 
sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. 


B. Klasifikasi Hukuman 


Klasifikasi hukuman dalam Islam dapat dikelom- 
pokkan dalam beberapa jenis hal ini dapat diperinci sebagai 
berikut: 


1. Satu hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang 
satu dengan yang lain ada 4 macam: 


a. Hukuman pokok yaitu hukuman yang 
diterapkan secara definitif artinya hakim 
hanya menerapkan sesuai dengan apa yang 
telah ditentukan oleh nas. Dalam figih jinayah 
hukum ini disebut sebagai jarimah hudud. 


b. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang 
diterapkan sebagai pengganti karena 
hukuman pokok tidak dapat diterapkan 
dengan alasan yang sah seperti gishash 
diganti dengan diyat dan diyat diganti 
dengan dimaafkan. 


Cc. Hukuman tambahan yaitu suatu hukuman 
yang menyertai hukuman pokok tanpa 
adanya keputusan hakim tersendiri misalnya 
bagi pelaku gazaf, hak persaksian hilang dan 
bagi pembunuh hak warisan hilang. 
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d. Hukuman pelengkap yaitu tambahan hu- 
kuman pokok dengan melalui keputusan 
hakim tersendiri misalnya pencuri selain 
dipotong tangannya juga diberi tambahan 
dengan dikalungkannya tangan di lehernya. 


Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam 
memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu 
pertama, hukuman yang bersifat terbatas yakni 
ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh 
nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah 
contoh hukuman bagi pezina 100 kalijilid, atau 
hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali dera. 
Kedua, hukuman yang memiliki alternatif untuk 
dipilih 

Hukuman dari segi objeknya. Hal ini dapat dibagi 
menjadi tiga kelompok 


a. Hukuman jasmani seperti potong tangan, 
rajam, dan jilid. 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis 


berupa ancaman dan teguran. 


c. ' Hukuman benda seperti ganti rugi,dan 
penyitaan harta hukuman. 


Gabungan Hukuman 


Yang dimaksud dengan gabungan hukuman adalah 


serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang 


apabila ia telah nyata melakukan jarimah secara berulang- 
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ulang dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan 
lainnya belum mendapat putusan terakhir. 


Bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi ke 
dalam dua sifat, pertama, gabungan tanggapan idealis 
artinya adanya gabungan jarimah itu karena hanya 
bersifat tanggapan sedang pelakunya sebenarnya hanya 
berbuat satu jarimah. Contoh seseorang yang memukul 
petugas, dia dianggap melakukan jarimah ganda 
walaupun pelakunya menganggap berbuat jarimah 
tunggal. Hal ini dikarenakan yang dipukul adalah 
petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat jarimah 
ganda yaitu memukul seseorang dan melawan petugas. 
Kedua, gabungan nyata contoh realistis yaitu seseorang 
melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas baik 
berkenaan dengan jarimah sejenis atau berbeda. Contoh 
si A melakukan penganiayaan terhadap si B, sebelum 
dijatuhi hukuman, si A juga melakukan pembunuhan 
terhadapsi C, Ini contoh jarimah ganda berbeda. Adapun 
contoh jarimah ganda sejenis adalah si A mencuri, 
sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi. Adapun 
yang menjadi pertimbangan pokok tentang eksistensi 
gabungan hukuman adalah berdasar atas 2 teori: 


1. Teori al-tadakhul yaitu saling memasuki atau me- 
lengkapi. Dalam teori ini dimaksudkan bahwa 
pelaku jarimah dikenakan satu hukuman walau- 
pun melakukan tindak kejahatan ganda karena 
perbuatan yang satu dengan yang lainnya diang- 
gap saling melengkapi atau saling memasuki. 
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Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, 
pertama, bila pelaku jarimah hanya melakukan 
tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan 
oleh Hakim maka hukuman nya dapat dijatuhkan 
1 macam saja alasannya adalah bahwa hukuman 
itu dijatuhkan untuk edukasi atau pendidikan 
dan preventif pencegahan. Jika satu hukuman 
dianggap cukup maka tak perlu adanya hukuman 
berulang. Akan tetapi jika ia belum Insaf dan 
mengulangi perbuatan jahatnya, maka ia dapat 
dikenai hukuman lagi. Contoh seseorang mencuri 
sebelum dikenai hukuman ia mencuri lagi. Kedua, 
bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang secara 
berulang-ulang dan terdiri dari bermacam-macam 
jarimah maka pelakunya pun dapat dijatuhi satu 
hukuman dengan syarat bahwa penjatuhan 
hukuman itu melindungi kepentingan bersama 
dan untuk mewujudkan tujuan yang sama contoh 
seseorang makan daging babi kemudian minum 
khamar serta makan bangkai. 


Teori penyerapan yang dimaksud dengan teori 
penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan 
menghilangkan hukuman yang lain karena telah 
diserap oleh hukuman yang lebih berat contoh 
penjatuhan hukuman mati otomatis hukuman 
yang lain dianggap tidak ada karena telah diserap 
oleh hukuman mati teori penyerapan ini dipegang 
oleh Abu Hanifah Malik dan Ahmad sedangkan 
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D. 


Imam Syafi'i menolak beliau berpendapat bahwa 
semua hukuman harus dijatuhkan Adapun teknis 
pelaksanaannya adalah mendahulukan bagi hak ma- 
nusia yang bukan hukuman mati seperti hukuman 
diyat harus didahulukan kemudian baru hak Allah 
seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, dan 
jilid bagi pezina 


Hapusnya Hukuman 


Asbab raf” al ugubah atau sebab hapusnya hukuman, 


tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu 


diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu 


dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku 


tidak memungkainkan dilaksanakannya hukuman, ia 


dibebaskan dari hukuman. Pada dasarnya sebab-sebab 


hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri 


pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu yang bertalian 


dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Adapun sebab- 


sebab hapusnya hukuman ialah sebagai berikut: 


1. 


108 


Paksaan 


Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh 
para fugaha tentang paksaan. Pertama, paksaan ia- 
lah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang 
karena orang lain dan oleh karena itu hilang 
kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. 
Kedua, paksaan ialah suatu perbuatan yang ke 


SAhmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , hlm. 117. 
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luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan 
pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan 
yang mendorong dirinya untuk melakukannya 
perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan 
merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu 
yang tidak disenangi untuk mengerjakaannya. 
Ke empat, paksaan ialah apa yang diperintahkan 
seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan 
menyakitinya. 


Mabuk 


Syari'at Islam melarang minuman Khamar baik 
sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum 
khamar termasuk jarimah hudud dan dihukum 
dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman 
pokok. 


Mengenai pertanggung jawab pidana bagi 
orang yang mabuk maka menurut pendapat yang 
kuat dari empat kalangan mazhab figih ialah bahwa 
dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah 
yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara 
terpaksa atau dengan kehendak sendiri tapi tidak 
mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa 
mengakibatkan mabuk. 


Gila 


Seseorang dipandang sebagai orang Mu- 
kallaf oleh Syariat Islam artinya dibebani per- 
tanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang 
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yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan 
memilih (idrak dan ikhtiar). Secara umum dan luas, 
gila memiliki pengertian “hilangnya akal, rusak atau 
lemah”. Definisi tersebut merupakan definisi secara 
umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), 
dungu (al-'ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan 
yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan 
berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang meng- 
hilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun 
sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang 
sejenis: 


Gila terus menerus 


Gila terus menerus adalah suatu keadaan di- 
mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, 
baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang 
kemudian. Dikalangan fugaha, gila semacam ini 
disebut dengan Al-Jununu Al-Muthbag. 


Gila berselang 


Orang yang terkena penyakit gila berselang 
tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. 
Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia 
kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila ke- 
adaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat 
berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawa- 
ban pidana pada gila terus menerus hilang sama 
sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani 
pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat. 
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Gila sebagian 


Gila sebagian menyebabkan seseorang 
tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara ter- 
tentu, sedangkan pada perkara-perkara yang 
lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi 
dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani 
pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak 
dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban 
pidana. 


Dungu (Al-Tthu) 


Menurut para fugaha sebagaimana dikutip 
oleh Abdul Gadir Audah memberikan definisi 
sebagai berikut. 


“orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, 
pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikiran- 
nya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian 
karena suatu penyakit”. 


Dapat dipahami bahwa dungu merupakan 
tingkatan gila yang paling rendah dan dungu 
bias dikatakan berbeda dengan gila, karena 
hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan 
menghilangkannya, sedangkan gila mengakibat- 
kan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, 
sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, 
namun orang yang dungu bagaimanapun tidak 
sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa 
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(normal). Namun secara umum orang dungu tidak 
dibebani pertanggungjawaban pidana. 


Di Bawah Umur 


Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam 
tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa 
merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun 
telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru 
di kalangan hukum positif. Menurut Syariat Islam, 
pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua 
perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan idrak 
dan ikhtiar. Oleh karena itu kedudukan anak kecil 
berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya 
mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki 
kedua perkara tersebut. 


Secara alamiah terdapat tiga masa yang 
dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai 
dewasa, pertama, Masa tidak adanya kemampuan 
berpikir (idrak), kedua Masa kemampuan berpikir 
yang lemah, dan ketiga: Masa kemampuan berpikir 
penuh. 


Tujuan Hukuman 


Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu 


jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta 


balasan (al-raddu wa al- zajru) dan kedua, adalah perbaikan 


serta pengajaran (al-ishlah wat-tahdzib). Dengan tujuan 
tersebut, pelaku jarimah (terpidana) tidak mengulangi 
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perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan 
tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan 
hal yang sama.” 


Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at 
Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pe- 
laku jarimah (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga 
bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran 
bagi pelaku jarimah. Selain itu diharapkan juga dengan 
adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang 
baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan 
mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui 
batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam 
aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa 
tujuan, sebagai berikut:” 


Pertama, untuk memelihara masyarakat (prevensi 
umum). menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. 
Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, 
tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, 
maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. 
Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan 
yang lebih banyak harus didahulukan daripada 
kepentingan perseorangan. 


Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kese- 
nangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan 
orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku 


“Rahmat Hakim, hlm. 63. 
“Ibid. hlm. 64. 
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menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya 
dilakukan di hadapan umum agar berdampak sugestif 
bagi orang lain. 


Kedua, sebagai upaya pencegahan atau preventif 
khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak 
pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan 
perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera 
karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia 
tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa 
datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan 
si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan 
kepada peniru. 


Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran 
(ta'dib dan tahdzib). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya 
juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik 
dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan 
bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu 
hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan 
perkosaan terhadap hak orang lain. 


Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. 
Pelaku jarimah (terpidana) akan mendapatkan balasan 
atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya 
menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan 
perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan 
perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu 
sesuatu yang adil. 
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Al-Our'an Surah al-Syura ayat 40 memberikan 
keterangan: 


Za Sajak. Pa an 


Dan balasan suatu alamaaan jakuh aan yang 
serupa... 


Demikian juga O.S. al-Fushilat ayat 46, 


3 AA AI 333 sesi UUS Jak Hi 


GD aa pa 2 


Barangsiapa yang mengerjakan amal yang “saleh Maka 
(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa 
mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk 
dirinya sendiri: dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu 
Menganiaya hamba-hambaNya. 


Dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman 
adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti 
hukuman gishash lahir sebagai upaya menjaga kehidup- 
an, dengan adanya hukuman pembalasan yang simbang 
diharapkan agar menjadi alat pencegahan (preventif) 
terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang 
dalam bukunya Islamil Muhammad Syah mengatakan, 
dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang 
pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan 


Figih Jinayah . 115 


hukuman gishas (pembalasan yang seimbang), sehingga 
dengan demikian diharapkan agar orang sebelum 
melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena 
apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh 
juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati 
tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera 
pula.” 


Kalau tujuan-tujuan hukuman di atas tidak dapat 
tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah 
menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan ter- 
tentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus 
disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman 
mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian 
sama, yaitu kalau dengan cara ta'dib (pendidikan) 
tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah menjadi 
sangat membahayakan masyarakat, hukuman ta'zir bisa 
diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara 
tidak terbatas. 


Hukuman ta'zir berlaku atas semua orang yang 
melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. 
Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perem- 
puan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 
muslim. Setiap orang yang melakukan kemunkaran 
atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang 
tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan 


"Ismail Muhammad Syah, et al, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 1992), hlm.70. 
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atau isyarat, perlu diberikan sanksi ta'zir agar tidak 
mengulangi perbuatannya. 


Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, 
maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa 
yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh 
kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan 
dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam 
menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut- 
nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan 
perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi 
pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri 
pembuat merupakan tujuan utama. Dengan hukuman 
itu dimaksudkan untuk alat penyuci dirinya, dan demi- 
kian maka terwujud rasa keadilan. 


Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya 
atau tujuan pokoknya adalah meyadarkan semua ang- 
gota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi 
perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan 
menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang di- 
perbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran 
tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. 
Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata 
karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan 
karena takut hukum. 
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JARIMAH ZINA DAN OAZAF 


A. Jarimah Zina 


1. Pengertian Zina 


ina secara bahasa berarti perbuatan keji 
(fi'lul fahisyah).” Sedangkan pengertian zina 
secara istilah terdapat berbagai literatur yang 
menjelaskan adanya berbagai pendapat dari para ulama. 


Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al- 
Mugtashid karya Imam al-Ourtubi al-Andalusi dijelaskan 
bahwa zina adalah: 


?Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, Al-Syarhul Mumti” Ala 


Zadil Mustagni' fikhtisharil Mugni”, Jilid 6 (Beirut: Al-Kitab al-Alami li 
al-Nasyr, 2005), hlm. 221. 
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Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar 
pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar 
dan bukan pula karena kepemilikan”.” 


Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam,disebutkan 
bahwa zaina adalah hubungan seksual antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau 
belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsure 
keraguan dalam hubungan seksual tersebut.” 


M. Ouraish Shihab merumuskan pengertian zina 
adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang 
berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau 
kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat 
(kesamaran).” 


Selain Beberapa pendapat ulama di atas, Ulama 
Hanafiyah mendefinisikan zina secara panjang lebar, 
mereka mengatakan, zina adalah hubungan seksual 
yang haram pada kemaluan depan perempuan yang 


3Ahmad bin Rasyid al-Ourtubiy al-Andalusiy, Bidayah al- 
Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid, (Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir 
Syirkah an-Nur Asiya, tth) hlm. 324. 

“Abdul Aziz Dahlan, et all., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, 
cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026. 

3M. Ouraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan 
Keserasian al-Gur'an, Vol.9. cet.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 
hlm.279. 
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masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas 
kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya 
di darul adl (kawasan negara Islam yang dikuasai oleh 
pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang 
berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak 
mempunyai hakekat kepemilikan dan hakekat tali 
pernikahan, tidak memiliki unsur syubhat kepemilikan 
dan tali pernikahan.” 


Sedangkan ulama Syafi'iyah, mendefinisikan zina 
sebagai berikut: 


IL Ana PE Ga SANDI sa UJI 
zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang 


karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut 
tabi 'atnya.»” 


Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama syafiiyah 
tersebut dapat dipahami bahwa kata “ke dalam farji” 
mengandung arti bahwa memasukkan zakar bukan ke 
dalam farji tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan 
liwath (sodomi) jika memasukkannya ke dalam dubur 
(anal). Bukan pula zina, jika memasukkannya ke dalam 
mulut (oral sex). Sedangkan dari klausul “tanpa syubhat”, 


"Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighul Islam wa Adillatuhu, jilid 7, 
(Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 303. 

7Abdul Gadir Audah al-Tasyri' al- Jina'i al-Islami, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1968), Cet. Ke-5, Jilid 2, hlm. 349. 
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dipahami bahwa jika ada syubhat maka tidak pula 
termasuk zina seperti bila bersetubuh dengan wanita lain 
yang disangka isterinya sendiri: juga termasuk syubhat 
jika bersetubuh dengan wanita yang dikawini melalui 
nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung 
kesalahan prosedur, seperti nikah tanpa wali, atau nikah 
tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini 
tetap dikenakan ta'zir dan bukan had zina. Dari klausul 
“disenangi menurut tabi'atnya”, dikecualikan bila me- 
nyetubuhi wanita yang sudah meninggal.” 


Demikian pula tidak termasuk zina, jika menye- 
tubuhi isteri yang dalam keadaan haid, nifas, sedang ber- 
puasa, sedang haid, dalam masa li'an atau zhihar. Semua 
ini diharamkan walaupun tidak dianggap perzinahan. 
Termasuk dalam kategori ini pula jika memasukkan 
kelamin antara dua paha wanita lain (sihag), atau dengan 
bersenang-senang di luar farji. Semua ini diharamkan, 
sama dengan diharamkannya mencium, merangkul, 
bercumbu dan tidur dalam satu selimut dengan wanita 
lain. 


Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi 
tersebut diatas, maka yang berbeda hanya dalam 
susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu zina 
adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan 
perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah 
apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah 


#Tbid.,hlm. 350. 
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memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun 


belum menikah sama sekali. 


a. 


2. Beberapa Istilah Penting Terkait Dengan Perzinahan 


Wathi' Dubur (Anal Sex) 


Mayoritas fugaha, di antaranya Malik, al- 
Syafi'i, Ahmad,Syi'ah, dan Zaidiyah memandang 
bahwa wathi' dubur atau analsex itu hukumnya 
haram dan dengan demikian diancam hukuman 
had. Jika pelakunya muhshan dijatuhi hukuman 
rajam (bunuh), dan jika masih lajang dihukum 
cambuk dan dibuang selama setahun. Sedangkan 
Abu Hanifah memandang wathi' dubur itu bukan 
zina. Ia membedakan antara farji dengan wathi' 
dubur. Yang pertama disebut zina dan diancam 
dengan had. Sedangkan yang kedua disebut liwath, 
dan diancam dengan hukuman ta'zir, baik terhadap 
laki-laki maupun perempuan, keduanya diancam 
dengan hukuman ta 'zir.” 


Sedangkan orang yang melakukan liwath 
terhadap isterinya sendiri, maka mayoritas fugaha 
memandangnya sebagai penyimpangan seks yang 
diharamkan dan dikenakan sanksi ta'zir. Hanya 
saja menurut al-Syafi'iyah, ta'zir tersebut diberikan 
setelah ada peringatan dari Hakim. Apabila 


” Abdul Gadir Audah, al-Figh al-Jina'T al-Islami...., hlm. 352. 
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diulangi setelah diperingati, maka barulah Hakim 
menjatuhkan sanksi ta 'zir." 


Syubhat dalam Hubungan Kelamin (Wathi”) 


Berdasarkan hadis Nabi: Idra' al-Hudud bi al- 
Syubuhat,para fugaha berpendapat bahwa hubung- 
an kelamin (wathi”) diluar perkawinan yang sah, bila 
di dalamnya terdapat syubhat (kesamaran), maka 
kesamaran atau syubhat tersebut dapatdijadikan 
alasan untuk menolak diberlakukannya had. 


Syubhat ada tiga macam menurut al-Syafi iyah: 
Pertama, syubhat berkaitan dengan obyeknya, 
(Je Gi ) seperti menggauli isteri yang sedang 
haid, sedang berpuasa, menggauli isteri dengan 
cara liwath (anal sex). Kedua, syubhat berkaitan 
dengan pelakunya, (JsWl 3 igs) seperti bila 
seseorang menggauli wanita lain yang disangka 
isterinya sendiri. Ketiga: syubhat berkaitan dengan 
prosedurnya (& Jl 3163) sepertihubungankelamin 
yang terjadi dalam pernikahan yang diperselisihkan 
oleh fugaha. Umpamanya, pernikahan tanpa 
wali, Abu Hanifah membolehkannya sedangkan 
mayoritas fugaha menolaknya. Demikian pula 
nikah tanpa saksi, Imam Malik membolehkannya, 
sedangkan mayoritas fugaha melarangnya. Nikah 
mut'ah juga mengandung syubhat, Ibnu Abbas 
membolehkannya, sementara jumhur fugaha 


SOTbid., hlm. 353. 
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melarangnya. Demikian seterusnya, setiap bentuk 
pernikahan yang diperselisihkan, pelakunya tidak 
dikenai had tetapi dikenai ta zir.” 


Cc. Hubungan Kelamin dengan Paksaan (»/ SYC sb Jl) 


Bila hubungan kelamin di luar nikah dilakukan 
dengan jalan paksaan, atau dilakukan di bawah 
ancaman atau tekanan orang lain, maka yang 
diancam atau dipaksa itu terbebas dari hukuman. 
Dalam hal ini Nabi bersabda: 


Ale | ya Kite Lag Oku Usil oa is 


“Dimaafkan atas ummatku perbuatan karena keliru, lupa, 
dan terpaksa.»" 


Sedangkan pihak yang memaksa itu tetap dikenai 
hukuman had. Sebaliknya, jika seorang wanita merelakan 
dirinya disetubuhi lelaki lain, maka keduanya dikenakan 
sanksi (had) zina. Karena, hukuman had merupakan hak 
Allah, sehingga kerelaan masing-masing pihak bukanlah 
suatu syubhat yang dapat merubah atau menggugurkan 


sanksi. "2 
d. Perkawinan Setelah Terjadi Perzinahan (3-WI an) 


Menurut keterangan Imam Abu Yusuf dari 
Abu Hanifah, bahwa perkawinan yang diadakan 
menyusul tindak perzinahan merupakan syubhat 


S1TIbnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 7, hlm. 334. 
2Abdul Oadir Audah, al-Tasyri' Jina'i al-Islami.... hlm, 365. 
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yang dapat menolak diberlakukannya had. 
Sedangkan jumhur fugaha tetap memandangnya 
sebagai suatu perzinahan murni yang harus diberi 
sanksi had, walaupun disusul dengan perkawinan. 
Perkawinan bukanlah sarana pemutihan atas tindak 
pelanggaran seksual. Hukumannya tetap yaitu 
hukuman rajam bagi yang telah kawin, dan dera 
serta pengasingan bagi yang masih lajang." 


Onani (Istimna”) 


Onani atau pengeluaran sperma (mani) 
dengan tidak melakukan senggama menurut 
al Syafi'iyah dan Malikiyah diharamkan secara 
mutlak, baik terpaksa karena khawatir zina atau 
tidak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, onani 
bisa haram bisa pula wajib. Onani haram dilakukan 
jika sengaja untuk menggugah syahwat. Dan wajib 
dilakukan jika yang bersangkutan merasa khawatir 
akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak 
melakukannya. Alasannya, kaedah Irtikab akhaff 
al-Dhararain, yaitu memilih tindakan yang tingkat 
resikonya lebih rendah. Dalam pada itu Ibnu Hazm 
berpandangan bahwa onani itu makruh hukumnya. 
Makruh, karena onani bukanlah tindakan yang 
mencerminkan akhlak mulia." 


Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah..., hlm. 367. 
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a. 


3. Dasar Hukum Sanksi Zina 


Dasar Hukum dalam Al-Gur'an 


Zina merupakan perbuatan amoral, mung- 
kar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku 
dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah 
satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. 
Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut 
sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Gur'an 
Surat al-Isra':32 


z 
- 


ale Ma -L 36 2 Y 


Dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina 
itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan 
yang buruk. 


Dari ayat tersebut di atas bisa dipahami 
bahwa, mendekati zina saja dilarang dan tidak 
diperbolehkan apalagi melakukan perbuatan 
tersebut. 


Dalam permulaan Islam, perjalanan hukuman 
untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di 
dalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan 
pada badannya maupun dengan dipermalukan.” 
Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat 
an-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut: 
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sia Sa? Ia Hal se Bur 

GA sa Las SB Kis ni aa 
R NE AA Lok 
36 su S pare AN (19) X2 


Gis IN SN EA 3 Anu 
(AD) 3 


Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan 
keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu 
(yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah 
memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita- 
wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemuiajalnya, 
atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan 
terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di 
antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, 
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, 
maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
penerima taubat lagi Maha Penyayang. 


Perintah-perintah al-Gur'an di wahyukan secara 
bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diterima dengan 
mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah ter- 
biasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab 
pada masa jahiliyah. Wahyu yang pertama mengenai 
zina ini, semata-mata membicarakan hukuman yang 
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tetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena 
pelanggaran seks di rumahnya, sampai mereka mati.” 
Hal ini bisa dicermati dari OS. al-Nisa:15 tersebut di 
atas. 


Kemudian ayat berikutnya mencakup baik lelaki 
maupun perempuan dan sedikit yang menyebutkan 
secara khusus tentang hukuman zina.” Zina adalah 
suatu fahisyah (kejahatan) besar yang mewajibkan 
pelakunya di hukum siksa." Allah telah menggambarkan 
zina itu sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan 
seburuk-buruknya jalan. Ayat di atas (OS. al-Isra :32) 
menunjukkan larangan mendekati zina, apalagi me- 
lakukannya. Dan juga Allah mengaitkan zina dengan 
syirik kepada Allah dan pembunuhan manusia tanpa 
hak serta mengancamnya dengan siksaan keras di hari 
kiamat.” Sebagaimana dinyatakan dalam al-Our'an 
Surah al-Furgan: 68-69 sebagai berikut: 


Nan na WI la SEA Gal, 


4 
o 


333 D3 V3 SL Jr. Al A3 ta 


&Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syari'at Islam (Jakarta: Panjimas, 
1990), hlm. 343. 

“Tbid, hlm. 344. 

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, Hukum-hukum 
Figh Islam Tinjauan Antar Mazhab, cet II, (Semarang: Pustaka Rizki 
Putra, 2001), hlm. 480. 

7Imam al- Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, 
(Surabaya: Putra Pelajar, 1997), hlm. 154. 
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MOS ea GEN 23 KE 
P Rep 
(41) Ulas ad ML Ra ag 


Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang 
benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan 
yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) 
dosa(nya) (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya 
pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, 
dalamkeadaan terhina. 


Dalam OS. al-Araf: 33, juga menerangkan peng- 


haraman perbuatan-perbuatan keji, baik itu tersembunyi 


ataupun terang-terangan: 
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SE ia seb UC AG 2 LI 6 
TEA BNI AN, 
Mapan @ BEI Sl Ula 


Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan 
yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, 
dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa 
alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 
hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan 
terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. 
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Dasar dan ketentuan sanksi bagi pelaku perzinahan 
dinyatakan dengan jelas dalam al-Gur'an Surah al-Nur 
ayat 2 yang berbunyi: 


Ge SAN al 


X9 


AP NA yag S5 Up SET, 


0- 


5 Pa beniia Kar AI 33 dl 
(Y Ira 


Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 
kali dera, dan janganlah belaskasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 
jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 
oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 


b. Dasar Hukum Sanksi Zina dalam Hadis 


Dasar sanksi zina dari hadis diambil dari 
beberapa hadis sebagai dasar penetapan hukuman 
bagi pelaku perzinaan antara lain dapat dilihat 
sebagai berikut: 


Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu'anhu, ia 
berkata: 


san lan ale dil ho dil Iya LIL 


Slils yag Ui di Jad Ol JBS dil Ine Alas 
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Ka de 


Ii SBB Ala SUS | 1d Ll JB 


£ 


ana Desa peta 
Uje ikke GIS UTS db S gl elu 


Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dosa apakah 
yang paling besar? Jawab beliau:” Menyekutukan Allah: 
padahal Allah telah menitahkanmu”. Kemudian mana 
lagi? Tanyaku. Jawab beliau: ”Engkau membunuh 
anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu 
hingga kuranglah kebutuhanmu”. Kemudian mana lagi? 
Tanyaku. jawab beliau: "Engkau berzina dengan istri 
tetanggamu”. (H.R. Bukhari) 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 
anhu, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


- dat ANN TN Lt 8. s3 £. 23 
M5 Sa A1 Jan AB GE MAS AE IS 
Ag Pean 


EK 


“Ambillah dariku, ambillah dariku! Atlah telah 
menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) 
jejaka dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus 
kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang 


Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn 


al-Mughiroh ibn Bardabah al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al- 
Kitab Ilmiyyah,tt.) juz VII, hlm. 335. 
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yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus 
kali dan dirajam.” (HR. Muslim) 


Hadis di atas menyatakan bahwa jalan yang 
dijanjikan Allah dalam al-Gur'an terhadap pezina, 
adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama 
satu tahun kepada pezina yang bikir (perawan) dan 
rajam terhadap pezina muhsan (sudah menikah). 


Dari Umar bin Al-Khathab RA beliau 
berkata: 


BEA JAE Lg IN Be Lal 
La aa aa cl des IA 1 BAY 


25 Pata 


3 ARE253 tali el 2 ae e 
din 125 goa ala Jaa Ia 

Y ge D3 Si Ti AL Jb Si pe 
Wan Sp Ulas ai SEE EN ln 


- 


Th 3 


ja EA gg S3 an 
at sj Hai JS Da para | rs 
1 SGANI Yi Jai 2 


Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Ousaery al-Nasaburi, 
Shahih Muslim, juz II, (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth ), hlm. 48. 
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“Wahai sekalian manusia! sesungguhnya Allah telah 
mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan 
telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci 
itu terdapat “ayat rajam” yang telah kita baca, fahami 
serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri 
pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun 
melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran 
aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang 
yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan 
ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan 
suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, 
maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat 
dalam kitabullah itu harus di jatuhkan kepada laki-laki 
maupun perempuan yang berbuat zina Muhsan, dengan 
syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan 
dari dirinya sendiri.(HR. Bukhari )" 


Dari hadis ini sebuah ketakutan yang dialami 
oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khatab yang 
tertuang dalam hadis, ketakutan jika suatu saat 
akan ada orang yang mengatakan bahwa kami 
tidak menemukan hukuman rajam dalam al- 
Our'an, sehingga kebanyakan dari orang-orang 
akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu 
kewajiban ketentuan yang telah diturunkan oleh 
Allah. Hukuman rajam ini yang dimaksud Umar 
yang terdapat al-Our'an ini mesti dilaksanakan oleh 
manusia kepada pelaku zina yang pernah kawin, 
baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti 


”M. Abdul Ghofar, Figh Wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 


1998), cet I, hlm. 572. 
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nyata dan atau dia telah hamil atau pengakuannya 
sendiri. 


Hadits dari Nu aim bin Hazzal, 


Te AS ul And SL 3 LS 
An Oa Aa OT 
Benua Ne ate an 
SELASA 
Sab Le Je S3 255 GIA Oh 
es UE AN Oa Pee ata 


GIA Oya GI SE TE yaa An 


Aa GA nda Ja d6 
JB JUARA JA JS SN JB Ss aa 


“ o 


2 as BN Se en ja 


- 


Bo aseh pids3 se ye 


reg 


TEENA PA ANT, 
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Ban Oh TR SN eat AP a 
oya S3 NA la ad SS SSB Ap AE dil 


Pr G a rt - 

Aa S3 PD OAL 5 IX 0g SP 

ae oa ol 
Li 


Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah 
asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari 
suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, “Pergilah 
kepada Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam, lalu 
beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau 
lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu.” 
Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar 
Ma'iz memperoleh solusi. Maka Ma'iz mendatangi beliau 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” Lalu 
beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku.” Maka 
beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” 
Sampai dia mengulanginya empat kali. Rasulullah 
saw bersabda, “Engkau telah mengatakannya empat 
kali. Lalu, dengan siapa?” Dia menjawab, “Dengan 
Si Fulanah.”Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau 
berbaring dengannya?”Dia menjawab, Ya.”Lalu beliau 
bersabda, “Apakah engkau menyentuh kulitnya?”Dia 
menjawab, “Ya.”Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau 
bersetubuh dengannya?” Dia menjawab, “Ya.” Maka beliau 
memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa 
keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam, lalu merasakan 
lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, lalu dia keluar 
dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. 
Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. 
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Kemudian Abdullah mengambil tulang betis onta, lalu 
melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu 
dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakannya 
kepada beliau. Maka beliau bersabda, “Tidakkah kamu 
membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah 
menerima taubatnya!?” 


4. Penetapan Had Zina 


Adapun penetapan had zina dapat dilakukan melalui 
pembuktian dengan: a). Pengakuan, b). Kesaksian, c). 
Kehamilan. 


Pertama: Pengakuan (Igrar). Pengakuan merupakan 
alat bukti yang kuat dalam menetapkan had zina, 
sebagaimana Rasulullah SAW. pernah menetapkan 
had atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'is dan 
wanita alGhamidiyah. Hanya saja para fugaha berbeda 
pendapat dalam hal jumlah pengakuan yang diucapkan. 
Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, pengakuan 
yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan menurut 
Hanafiyah, pengakuan yang diberikan haruslah empat 
kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.” 


Kedua, Kesaksian. Kesaksian atas perzinahan 
haruslah diberikan oleh minimal empat orang saksi 
laki-laki yang kesemuanya adil. Masing-masing saksi ha- 
ruslah melihat dengan mata kepala sendiri secara nyata 
masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang farji wanita 
pasangannya bagaikan masuknya stik ke dalam liang 


“Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, hlm. 352. 
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tempat celak mata, atau masuknya tali timba kedalam 
sumur.” 


Untuk menghadirkan keempat orang saksi yang 
memiliki kualifikasi tersebut diatas bukanlah sesuatu 
yang mudah, bahkan hampir mustahil dapat dilakukan. 
Oleh karena itu, mungkin ini mengandung hikmah 
mendalam betapa melalui sifat al-Rahman dan al-Rahim- 
Nya Allah Swt. ingin memelihara kehormatan dan nama 
baik seseorang yang beriman tentunya, agar tidak mudah 
dicemarkan nama baiknya oleh orang lain. Perlindungan 
Allah Swt. seperti ini perlu disyukuri, terutama oleh 
mereka yang terlanjur melakukan perbuatan terlarang 
dengan cara bertaubat setulus-tulusnya untuk tidak 
mengulang lagi perbuatan masa lalu. 


Ketiga: Kehamilan. Pembuktian zina melalui ke- 
hamilan belumlah disepakati para fugaha, bahkan 
menurut jumhur Ulama, kehamilan saja tidaklah cukup 
sebagai alat bukti atas perzinahan, tetapi haruslah 
diperkuat dengan pengakuan atau kesaksian.” 


Menurut jumhur, kehamilan seorang wanita bisa 
terjadi karena persetubuhan terpaksa (diperkosa), atau 
karena wathi' syubhat atau karena disetubuhi dalam 
keadaan tidak sadar (tidur lelap) atau karena sebab lain. 
Semua ini dapat dijadikan sebab gugurnya penetapan had. 


2Tbid., hlm. 356. 
2Abdul Oadir Audah, al-Figh al-Jina'1 al-Islami, hlm. 440. 
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Kehamilan juga bisa terjadi bukan melalui senggama, 
tetapi melalui suntikan sperma ke dalam liang farji. 


B. JARIMAH OAZAF 


1. Pengertian Oazaf 


Oazaf dalam arti bahasa adalah Wwe yi9 3)-bL 2 Jl 
artinya melempar dengan batu dan lainnya.“ Dalam 
istilah syara”, gazaf ada dua macam, yaitu: pertama, gazaf 
yang diancam dengan hukuman had, dan kedua, gazaf 
yang diancam dengan hukuman ta 'zir. 


Pengertian gazaf yang diancam dengan hukuman 
had adalah: 


“Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan 


berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan 
nasabnya”. 


Sedangkan arti gazaf yang diancam dengan 
hukuman ta'zir adalah : 


Pa Men PEN oa 


“Sayyid Sabig, Fighussunnah, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 
hlm. 293. 
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“Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau 
selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh 
itu muhshan maupun ghair muhshan”. 


Kelompok gazaf macam yang kedua ini mencakup 
perbuatan mencaci maki orang dan dapat dikenakan 
hukuman ta'zir. Dalam memberikan definisi gazaf ini, 
Abu Rahman Al- Jaziri mengatakan sebagai berikut : 


Lon UIL AI yarei eea Ol Ale 3 Jul 

a Ys 21 
“Oazaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan 
seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik 


dengan menggunakan lafaz yang sharih (tegas) atau secara 
dilalah (tidak jelas)”. 


Contoh tuduhan yang sharih (jelas/ tegas), seperti 
“anta zanin” artinya engkau orang yang berzina. 
Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (dilalah) seperti 
menasabkan seseorang kepada orang yang bukan 
ayahnya.” 


Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang 
berakal, merdeka, dewasa, muslim apabila menuduh 
berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, 
berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang 
pernah melakukan li'an, tidak pernah dikenai had zina 


“Ibid, hlm. 61. 
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dengan zina yang jelas, maka yang menuduhnya dikenai 
hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali.” 


Para imam mazhab juga sepakat bahwa para 
penuduhzina, apabila ia dapatmembuktikantuduhannya, 
maka gugurlah had padanya. Penuduh yang tidak mau 
bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat 
diterima.” 


2. Dasar Hukum Jarimah Yazaf 


a. Dasar hukum gazaf dalam Al-Our'an: 


1. Surah Al-Nur ayat 4: 


il it 3 # SELAI ba : 2 


Pai 


HD ne: Y3 Tea ml Pole NS 
Ta 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh 
itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 


kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka 
Itulah orang-orang yang fasik”.( OS An-Nuur: 4) 


(O Oia ZA Ssi 15 


Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin 
Abdurrahman Ad Dimasygi, terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- 
Aimmah, (Bandung : Hasyimi, 2015), hlm. 435. 

“bid. 
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2. Surah Al-Nur ayat 23: 


ea SI MEA Oa : Ji 5 
(1) ja SAE gl A3 BIN SAI 


“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 
baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka 
kena la”nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab 
yang besar”. (OS An-Nuur: 23) 


Dasar hukum gazaf dalam Hadis 


AB Sole Jp UU Lee dil ya) Alie ye 
23 Sis el Jo plang ale dl Jun Uya 
barat Lal Only sel J3 Lala LAI S3 
(SEL Il ola Ho VI al an AI). am 


“Dari Aisyah. Ia berkata: Tak kala turun (ayat) 
pembebasanku. Rasulullah saw berdiri di atas mimbar, 
lalu ia sebut yang demikian dan membaca Ouran. Maka 
tak kala turun dari mimbar ia perintah supaya (didera) 
dua orang laki-laki dan seseorang perempuan, lalu dipukul 
mereka dengan dera”.(Riwayat oleh Ahmad dan Imam 
Empat, dan Bukhari telah menyebutnya dengan isyarat)" 


8M. Zaenal Arifin, Terjemah Bulughul-Marom Ibnu Hajar Al- 


Asgolani, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), hlm. 475. 
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Hadits tersebut mengenai istri Rasulullah s.a.w. 
Aisyah r.a. ummul Mu'minin. Sehabis perang dengan 
Bani Mushtalig bulan Sya'ban 5 H. Perperangan Ini 
diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula Aisyah 
dengan nabi berdasarkan undian yang diadakan antara 
istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali 
dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 
Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, 
kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya 
hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. sementara itu, 
rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 
Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah Aisyah 
mengetahui, sekedupnya sudah berangkat dia duduk di 
tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali 
menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang 
sahabat nabi, Shafwan ibnu Mu 'aththal, diketemukannya 
seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya 
mengucapkan: “Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, isteri 
Rasul!» «Aisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan oleh 
Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan me- 
nuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang- 
orang yang melihat mereka membicarakannya menurut 
pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. 
Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, 
Maka fitnahan atas Aisyah r.a. itupun bertambah luas, 
sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum 
muslimin. 
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Unsur-Unsur Jarimah Oazaf 


Unsur-unsur jarimah gazaf ada tiga, yaitu: 
Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. 


Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku 
menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina 
atau tuduhan atau tuduhan yang menghilangkan 
nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu 
membuktikan apa yang dituduhkannya. 


Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan 
nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata 
seperti (Ly! cp! 6)“hai anak zina, menghilangkan 
nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya 
berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti (Gl, 6) 
“hai pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak 
menghilangkan nasab atau keturunannya.” 


Para imam mazahib al-arbaah berbeda 
pendapat perihal menuduh dengan menghilangkan 
nasab. Apakah ibu dari tertuduh itu harus seorang 
muslimah dan merdeka, atau tuduhan itu tetap sah 
walaupun dia seorang kafir dan budak. Imam Malik 
mewajibkan had terhadap keduanya, sedangkan 
Ibrahim an-Nakha'i mengatakan bahwa tidak 
diwajibkan had apabila ibu dari tertuduh tersebut 
seorang budak atau ahli kitab, dan pendapat ini 


”Tbid, hlm. 63. 


se Dr. Khairul Hamim, MA 


sebuah giyas dari perkataan Imam Syafi1 dan Abu 
Hanifah." 


Dengan demikian, apabila kata-kata atau 
kalimat itu tidak berisi tuduhan zina atau meng- 
hilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) 
tidak dihukum dengan hukuman had, melainkan 
hanya dikenai hukuman ta'zir. Misalnya tuduhan 
mencuri, kafir, minum-minuman keras, korupsi, 
dan sebagainya. Demikian pula dikenakan hu- 
kuman ta'zir setiap penuduhan zina atau meng- 
hilangkan nasab yang tidak memenuhi syarat 
untuk dikenakan hukuman had. Demikian pula 
halnya penuduhan yang tidak berisi perbuatan 
maksiat, walaupun dalam kenyataannya tuduhan 
tersebut memang benar, seperti menyebut orang 
lain pincang, impoten, mukanya hitam, dan 
sebagainya. 


Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan 
bahwa tuduhan merupakan kata-kata yang 
menyakiti orang lain dan perasaannya. Ukuran 
untuk menyakiti ini didasarkan kepada adat 
kebiasaan. 


Tuduhan yang pelakunya (penuduhnya) di- 
kenai hukuman had, harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut. 


'ofbn Rusyd, Bidayatul mujtahid wa nihayatul muktashad, (Beirut 
Lebanon: Darul fikri, 2005), hlm. 362. 
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1) 


2) 


3) 


Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas 
(syarih), yaitu tidak mengandung pengertian 
lain selain tuduhan zina. Apabila tuduhan itu 
tidak syarih maka berarti ta'ridh atau tuduhan 
dengan kinayah (sindiran). Adapun gazaf 
(tuduhan) dengan kinayah, hukumannya 
diperselisihkan oleh para ulama. Menurut 
Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat 
dari mazhab hanbali, pelaku (penuduh) tidak 
dikenai hukuman had, melainkan hukuman 
ta'zir. Adapun menurut mazhab sayffi, apabila 
dengan tuduhan kinayahnya itu memang 
diniatkan sebagai gazaf maka penuduh 
dikenai hukuman had. Menurut imam malik, 
apabila kata-kata kinayahnya bisa diartikan 
sebagai gazaf, atau ada garinah (tanda) yang 
menunjukan bahwa pelaku sengaja menuduh 
maka ia dikenai hukuman had. Diantara 
garinah itu adalah seperti adanya permusuhan 
atau pertengkaran antara penuduh dan orang 
yang dituduh. 


Orang yang dituduh harus tertentu (jelas). 
Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui 
maka penuduh tidak dikenai hukuman had. 


Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan 
syarat dan tidak disandarkan dengan waktu 
tertentu. Dengan demikian, apabila tuduhan 
dikaitkan syarat atau disandarkan kepada 


Dr. Khairul Hamim, MA 


masa yang akan datang maka penuduh tidak 
dikenai hukuman had. 


4) Imam Abu Hanifah mensyaratkan terjadinya 
penuduhan tersebut di negeri Islam. Apabila 
penuduhan terjadi di darul harb maka penuduh 
tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, 
imam-imam yang lain tidak mensyaratkan hal 
ini. 

Orang yang dituduh harus orang yang muhshan 


Dasar hukum tentang syarat ihshan untuk 
magdzuf (orang yang tertuduh) ini adalah: 


Surah al-Nur ayat 4: 


il Pa ag 5 sea LA Oya sa 
2 ne: Y3 ara Fe Boke ANK 


(4) O jamal ? » Sd 3 (s1 Ara 


“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh 
itu) delapan puluh kali dera ....” (OS. An-nuur: 4) 


Surah al-Nur ayat 23: 
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Ea AI DIAN SAI 5213 Sad Ol 
- - Ed “— 2 2 .. Pe 03 - 5 3 
(VW) ena DAS III GA GI 
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita 
yang baik-baik yang lengah, lagi beriman (berbuat zina), 


mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka 
azab yang besar”. (OS. An-nuur:23) 


Dalam ayat yang pertama (O.S. Al-Nnuur:4) 
yang dimaksud dengan ihshan adalah UJI »» dll, yaitu 
bersih dari zina menurut satu pendapat dan & 
yaitu merdeka menurut pendapat lain. Sedangkan 
dalam ayat kedua (OS.Annuur:!), ihshan diartikan 
merdeka, »Y6LJI (Jengah) diartikan lil (bersih) 
dan cl. (mukmin) artinya muslimah. Dari dua 
nas (ayat) itu para fugaha mengambil kesimpulan 
bahwa iman (islam), merdeka, dan iffah (bersih) 
merupakan syarat-syarat ihshan bagi magdzuf 
(orang yang dituduh). 


Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat 
ihshan yang lain yaitu balig dan berakal. Illat dari 
dua syarat ini bagi magdzuf (orang yang dituduh) 
adalah karena zina tidak mungkin terjadi kecuali 
dari orang yang balig dan berakal. Disamping itu, 
zina yang terjadi dari orang gila atau anak di bawah 
umur tidak dikenai hukuman had. Namun syarat 
balig ini tidak disepakati oleh para fugaha. Imam 
Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memasukkannya 
sebagai syarat ihshan baik untuk laki-laki maupun 


se Dr. Khairul Hamim, MA 


perempuan, sedangkan Imam Malik mensyaratkan 
hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. 
Di kalangan ulama Hanabilah berkembang dua 
pendapat. Segolongan mensyaratkannya, sedangkan 
segolongan lagi tidak mensyaratkannya. 


Pengertian iffah dari zina juga tidak ada kese- 
pakatannya di kalangan para ulama. Menurut 
Imam Abu Hanifah iffah dari zina itu artinya belum 
pernah seumur hidupnya melakukan persetubuhan 
yang diharamkan bukan pada milik sendiri. 


Adapun menurut Imam Malik pengertian 
iffah itu adalah tidak melakukan zina, baik sebelum 
dituduh maupun sesudah. 


Menurut Mazhab Syafii, ifjah adalah 
terhindarnya orang yang dituduh dari perbuatan 
yang mewajibkan hukuman had zina, baik sebelum 
dituduh maupun sesudahnya. Ulama Hanabillah 
mengartikan iffah dengan tidak bisa dibuktikannya 
perbuatan zina seseorang, baik dengan saksi, ikrar 
(pengakuan), maupun garinah (tanda), dan ia tidak 
dihukum dengan hukuman had zina. 


Adanya Niat yang Melawan Hukum 


Unsur melawan hukum dalam jarimah gazaf 
dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang 
lain dengan tuduhan zina atau menafikan nasabnya, 
padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya 
tidak benar. Dan seseorang dianggap mengetahui 
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ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak 
mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. 
Jadi ketidakmampuan membuktikan kebenaran 
gazaf merupakan indikasi bahwa ia mengetahui 
ketidakbenaran gazaf yang telah diperbuat. Ia 
tidak berhak mengklaim bahwa gazaf tersebut 
dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang 
masuk akal. Jadi sebelum menuduh seseorang 
melakukan perzinahan, harus memiliki bukti 
kebenarannya. Ketentuan itu didasarkan kepada 
ucapan Rosulullah Saw Kepada Hilal Ibnu 
Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina 
dengan Syarik ibn Sahma': 


PN Pe Pe PN KN tra NN IPA 
(du 


..datanglah saksi, apabila tidak bisa medatangkan 
saksi maka hukuman had akan dikenakan kepadamu 
(diriwayatkan oleh abu ya'la). 


Seandainya ayat tentang li'an tidak turun, 
Hilal tidak akan bebas dari hukuman hudud. 
Meskipun Hilal menyaksikan peristiwa perzinahan 
tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Inilah yang 
ditunjukkan oleh al-Guran dengan jelas dalam 
surah an-nur ayat 13: 
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Par Hb anna Fi cl Pa Yy 
On SA ph ali Kie AE ang 


Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan 
empat orang saksi berita bohong itu? oleh karena mereka 
tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itu di sisi 
Allah adalah orang-orang yang dusta. (OS. al-Nur: 13). 


Atas dasar inilah jumhur fugaha berpendapat 
bahwa apabila saksi dalam jarimah zina kurang 
dari empat orang maka mereka dikenai hukuman 
had sebagai penuduh. Fugaha lainnya berpendapat 
bahwa hukuman hudud tidak wajib dijatuhkan 
selama para saksi memang datang untuk bersaksi 
karena takut kepada Allah SWT, tanpa adanya 
kepentingan pribadi. Akan tetapi jika datangnya 
saksi karena ada tuduhan, para fugaha sepakat 
bahwa mereka wajib menerima hukuman hudud. 


Pelaku gazaf tidak disyaratkan memiliki niat 
membahayakan atau mencelakahi orang yang 
dituduh. Asalkan pelaku gazaf melakukan tuduhan 
tanpa ada paksaan dan tahu bahwa tuduhannya 
tidak benar atau tidak dapat membuktikan ke- 
benaran tuduhannya, dia wajib dijatuhi hukuman 
hudud. 


Syarat-Syarat Jarimah Oazaf 


Menurut Sayyid Sabig bahwa untuk dapat 
menjatuhkan hukuman cambuk dalam jarimah 
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gazaf terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. 
Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu: 


1. Syarat-syarat gadzif (orang yang menuduh 
berzina) adalah berakal, dewasa (baligh) dan 
dalam keadaan tidak terpaksa (ikhtiyar), 


2. Syarat-syarat magdzuf (orang yang dituduh 
berzina) adalah berakal, dewasa (baligh), 
Islam, merdeka dan belum pernah serta 
menjauhi perbuatan zina, 


3. Syarat-syarat magdzuf bih (sesuatu yang dibuat 
untuk menuduh zina) adalah pernyataan 
yang berupa lisan maupun tulisan yang 
jelas, seperti panggilan: hai orang yang 
berzina atau hai kamu lahir tanpa bapak, dan 
pernyataan yang berupa lisan maupun tulis- 
an atau sindiran yang jelas arahnya, misalnya 
ada dua orang saling bertengkar, lalu yang 
satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku 
tidak pernah berbuat zina dan ibuku juga 
tidak pernah berzina. Pernyataan seperti itu 
merupakan sindiran bahwa ia dianggap telah 
menuduh zina kepada lawannya dan kepada 
ibu lawannya.'" 


'iYihat Sayyid Sabig, Fighussunah..., 294-296. Jug abaca: 
Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 
hlm. 36-37. 
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5. Pembuktian Jarimah Oazaf 


Adapun pembuktian gazaf dapat dibuktikan 


dengan tiga macam alat bukti, yaitu: 


1, 


Dengan persaksian"? para saksi. Adanya 
persaksian dari saksi merupakan salah satu 
alat bukti untuk gazaf. Syarat-syarat saksi 
sama dengan syarat dalam jarimah zina, yaitu, 
baligh, berakal, adil, dapat berbicara, islam dan 
tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun 
jumlah saksi dalam gazaf sekurang-kurangnya 
adalah dua orang. 


Oazaf bisa dibuktikan dengan adanya 
pengakuan dari pelaku (penuduh) bahwa 
ia menuduh orang lain melakukan zina. 
Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali 
dalam majelis pengadilan. 


Dengan sumpah, menurut Imam Syafi I, gazaf 
bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak 
ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah 
orang yang dituduh menyuruh kepada 
orang yang menuduh untuk bersumpah 
bahwa ia tidak melakukan penuduhan. 
Apabila penuduh enggan untuk bersumpah 
maka jarimah gazaf bisa dibuktikan dengan 
keengganannya untuk bersumpah tersebut. 
Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa 
meminta kepada orang yang dituduh bahwa 


'2H.A. Djazuli, Fikih Jinayah...., hlm. 68. 
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penuduh benar melakukan tuduhan. Apabila 
orang yang dituduh enggan melakukan 
sumpah maka tuduhan dianggap benar dan 
penuduh dibebaskan dari hukuman had 


gazaf. 
6. Hukuman Jarimah Oazaf 


Hukuman untuk jarimah gazaf ada dua 
macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman 


tambahan'?: 


1. Hukuman Pokok, yaitu jilid atau dera 
sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini 
adalah hukuman had yang telah ditentukan 
oleh syara”, sehingga ulil amri tidak punya hak 
untuk memberikan pengampunan. Adapun 
bagi orang yang dituduh, para ulama 
berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i 
orang yang dituduh berhak memberikan 
pengampunan, karena hak manusia lebih 
dominan daripada hak Allah. Sedangkan 
menurut madzhab Hanafi korban tidak 
berhak memberikan pengampunan, karena di 
dalam jarimah gazaf hak Allah lebih dominan 
daripada hak manusia. 


2. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima 
persaksiannya dan dianggap orang yang fasik. 


Para ulama berbeda pendapat dalam me- 
nentukan gugur atau tidaknya kesaksian pelaku 


18 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 146. 
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jarimah gazaf setelah bertobat. Menurut Imam Abu 
Hanifah tetap tidak dapat diterima kesaksiannya. 
Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syaffti, 
Imam Malik, dapat diterima kembali persaksiannya 
apabila telah taubat. 


Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Gazaf 


Hukuman gazaf (orang yang menuduh) dapat 


gugur karena hal-hal berikut ini, 


1. 


Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh 
mencabut kembali persaksiannya. 
Karena orang yang dituduh melakukan zina 
membenarkan tuduhan penuduh. 


Korban (orang yang dituduh berzina) tidak 
mempercayai keterangan para saksi, menurut 
Abu Hanifah. 

Hilangnya kecakapan para saksi sebelum 
pelaksanaan hukuman, menurut Abu 
Hanifah. Tapi menurut ulama yang lain tidak 
demikian. 
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JARIMAH SARIOAH DAN JARIMAH 
HIRABAH 


A.  Jarimah Sarigah (tindak pidana pencurian) 


1. Pengertian Sarigah 


enurut bahasa sarigah adalah bentuk mas- 
dar dari kata (57x — 6 pa 2 TA dan secara 
etimologis berarti 4 IL 9 TS 4 Ab 
mengambil harta milik seseorang secara sembunyi- 
sembunyi dan dengan tipu daya.'” Sementara itu, secara 
terminologis definisi sarigah dikemukakan oleh bebe- 


rapa ahli sebagai berikut: 


I4AW. Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet. Ke- 
14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 628. 
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1.  Wahbah Al-Zuhaili: “Sarigah ialah mengambil 
hara milik orang lain dari tempat penyimpanannya 
yang biasa digunakan untuk menyimpan secara 
diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk 
dalam katagori mencuri adalah mencuri informasi 
dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi- 


sembunyi.” 


2. Abdul Gadir Audah: “Ada dua macam sarigah 
menurut syariat islam, yaitu sarigah yang diancam 
dengan had dan sarigah yang diancam dengan 
ta'zir, sarigah yang diancam dengan had dibedakan 
menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian 
besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta 
milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, 
pencurian besar ialah mengambil hak orang lain 
dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut 


perampokan." 


3. Muhammad Al-Khatib As-Sarbini: “Sarigah ialah 
mengambil harta orang lain secara sembunyi- 
sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat 
penyimpanannya yang biasa digunakan untuk 
menyimpan dengan berbagai syarat .'” 


'?Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, cet, ke-4, 
jilid VII, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 542. 

'eAbdul Gadir Audah, Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami, (Bairut: 
Mu assah Al-Risalah, 1992), jilid II, hlm. 514. 

Muhammad Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj, jilid IV, (Bairut: 
Dar Al-Fikr), hlm. 158. 
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4. Syaikh Uthaymin: Sarigah adalah mengambil 
barang dengan cara diam-diam atau sembunyi 
sembunyi dari pemiliknya atau yang diberi kuasa/ 


108 


tanggung jawab (naibihi) terhadap harta tersebut. 


Dari beberapa definisi sarigah diatas, dapat di- 
simpulkan bahwa sarigah ialah mengambil barang atau 
harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, secara sadar 
dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan 
untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut 
serta memenuhi syarat-syarat tertentu. 


2. Dasar Hukum dan Sanksi Pencurian 


Sumber pokok yang menjadi dalil atau landasan 
pensyariatan hukuman had pencurian adalah Al-Our'an 
al-Karim. Secara umum Allah melarang seseorang untuk 
memakan atau mengambil harta orang lain secara batil 
sebagaimana firman Allah di dalam @.S al-Bagarah: 188: 


Uda Jet aa SG si Ust Y, 
AL AU Jaa da : 2 Un 2 sg an) 


3 


Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta se- 
bahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 


8Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, al-Syarhul Mumti' ala 
Zadil Mustagni'..., hlm. 296. 
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kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, Padahal kamu mengetahui. 


Perbuatan memakan atau mengambil harta milik 
orang lain merupakan bentuk dari pencurian dan 
tindakan mencuri termasuk dari salah satu dosa besar. 
Adapun sanksi bagi pencuri dijelaskan dalam O.S. al- 
Maidah ayat 38: 


bi na an Sa S3 


Laki-laki yang mencuri ea perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi 
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas 
bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus 
dipotong tanganya. Ulama telah sepakat dengan hal 
ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas 
minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana 
yang harus dipotong. 


Sejak zaman jahiliah pencuri telah diancam 
dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang 
memberi keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin 
Al-Mughirah. Kemudian Allah memerintahkan un- 
tuk memberlakukan hukuman ini dalam Islam. Laki- 
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laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh 
Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi 
Manaf. Perempuan pencuri yang pertama dipotong 
tangannya oleh Rasulullah SAW adalah Murrah binti 
Sufyan bin Abdi Al-Asad dari bani Makhzumi. Abu 
bakar pernah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara 
Abdurahman bin Samurah. 


Adapun dasar hukum sanksi dari Hadis, terdapat 
beberapa riwayat antara lain: 


Hadis Nabi saw: 


9 dee duo AI HS Halal Of 1 Lisle ye 
AA SLS OS aa Ula GL dls ayal 3 hu 
Ie OS mal Ie JI Ojak IS 
SS Ella KabB joe (emil GAN, AI 

ah Kadal 


Dari Aisyah ra: sesungguhnya Usamah meminta peng- 
ampunan kepada Rasulullah SAW. tentang seseorang yang 
mencuri, lalu Rasulullah bersabda: bahwasanya binasa 
orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka 
melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang 
hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang- 
orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaan- 
Nya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti 
aku potong tangannya. (HR. Bukhari) 
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Dalam hadis yang lain, 


IPS el SUS OS ya Je El PI el b 
H3 Hal 3 ma ls 0S 3 ASI 3 ISI 
AL ey Tab GOL dil pala JS ale 0 


Wahai sekalian manusia: bahwasanya menjadi sesat 
orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang 
bangsawan yang mencuri mereka tidak menghukumnya 
dan apabila orang yang lemah yang mencuri mereka jatuhi 
hukuman padanya. Demi Allah sekiranya Fathimah binti 
Muhammad yang mencuri pasti Muhammad memotong 
tangannya. (HR. Bukhari). 


Hadis tersebut diatas berkenaan dengan kemarahan 
Rasulullah SAW. karena didatangi oleh Usamah yang 
memintakan ampunan terhadap seorang wanita yang 
mencuri yang telah dijatuhi oleh Rasulullah saw. hukum 
potong tangan. 


Dalam hadis itu menunjukkan bahwa hukum 
potong tangan wajib dilakukan meskipun yang mencuri 
adalah keluarga dekat. Sebagaiamana ditegaskan oleh 
Rasulullah saw dengan sabdanya beliau “sekiranya 
Fathimah binti Rasulullah yang mencuri pasti akan 
dipotong tangannya . 
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Hadis Riwayat dari Abdullah bin Umar, 


0 


Na DANA Mi Aa 
Ta KK ag alel lo» AN d3 
- dn SI 2 Ja Tara 7 


Papa aah aa 


2 
Ca 


153 AG A Agan aa can tea ar 
Ta Ong Aa ay 
SG (3S plat, A (aa On sa 

SE A53 


Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-Ash Radliyallaahu 
anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa Sallam 
pernah ditanya tentang kurma yang tergantung. Beliau 
bersabda: «Barangsiapa mengambil dengan mulutnya 
karena suatu keperluan, tanpa menyimpannya dalam 
baju, baginya tidak ada hukuman. Barangsiapa mem- 
bawa sebagian keluar, ia wajib mengganti dan disiksa. 
Barangsiapa membawa sebagian keluar, setelah dibeber di 
tempat penjemuran, hingga mencapai harga perisai, maka 
ia harus dipotong» Riwayat Abu Dawud dan Nasari. 
Hadits shahih menurut Hakim. 


Figih Jinayah  » 163 


3. Syarat-Syarat Pencurian yang Dikenai Hukuman Had 


Penegakan hukuman had pencurian memiliki 
sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. 
Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku 
pencurian, ada yang terkait dengan harta yang dicuri, 
ada yang terkait dengan korban pencurian, dan ada yang 
terkait dengan tempat kejadian perkara. 


1. Syarat-syarat bagi pelaku pencurian 


Seorang pelaku pencurian dijatuhi hukuman 
potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat 
al-ahliyyah (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi 
vonis hukuman potong tangan, yaitu berakal, balig, 
melkukan pencurian atas kemauan sendiri (tidak 
dipaksa), dan mengetahui bahwa hukum mencuri 
adalah haram. 


2. Syarat-syarat sesuatu yang dicuri 


Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi 
dalam sesuatu yang dicuri. Syarat-syarat tersebut 
adalah: 


a. Sesuatu yang dicuri berupa harta yang 
memiliki nilai (al-mal mutagawwim) 


Yang dimaksud dengan memiliki nilai di 
sini adalah sesuatu yang harus ditanggung 
untuk diganti oleh orang yang merusakkannya 
ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya. 
Berdasarkan hal itu, maka jika ada seseorang 
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mencuri bayi yang berstatus merdeka, ia tidak 
dijatuhi hukuman potong tangan karena, akan 
tetapi ia dijatuhkan hukuman ta'zir karena 
orang merdeka bukanlah harta.'” Begitu juga 
seandainya ada seseorang mencuri minuman 
keras, babi atau kulit bangkai, maka ia tidak 
dijatuhi hukuman potong tangan, karena 
minuman keras dan babi bagi seorang muslim 
tidak memiliki nilai." 


b. Harta yang dicuri harus mencapai batas nisab 
pencurian 


Para fugaha berbeda pendapat seputar 
berapa kadar nishab pencurian. Menurut 
Ulama Hanafiyah bahwa kadar nishab pen- 
curian adalah satu dinar atau sepuluh dirham, 
atau sesuatu yang senilai dengan satu dinar 
atau sepuluh dirham berdasarkan hadis, 


lo Bis Oya Lag das Y 
Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang 
masih di bawah sepuluh dirham. 


Hadis Gal ola II GMN BY 


'”Wahbah Zuhaily, Alfighul Islam Wa Adillatuh...., Jilid 7, hlm. 380. 


HOAJ-Uthaymin, Al-Syarhul Mumti'....., Jilid 6., hlm. 296. 
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Tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian satu di- 
nar atau sepuluh dirham 


Ga 


CA OS call at HI SA 5 aa 
A3 3 isu Ika gg 


Tangan seseorang pencuri tidak dipotong kecuali dalam 
pencurian seharga sebuah perisai, waktu itu sebuah perisai 
ditaksir nilai harganya adalah sepuluh dirham. 


Sementara menurut jumhur dari ulama 
Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah ber- 
pendapat bahwa nishab pencurian adalah 
seperempat dinar atau tiga dirham berdasar- 
kan hadis, 


S1 ea Ia IA ae 2 

las 3 jus 2 Sad ati 

Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar 
seperempat dinar atau lebih.» 


Ie BA La AN G3 2 933 
Ga BS opa aa ale 


ar » Ga 
ale Sta 


Dari Ibnu Umar Radliyallaahu “anhu bahwa Nabi 
Shallallaahu “alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan 
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pencuri) karena mengambil sebual perisai seharga tiga 
dirham. Muttafag Alaihi. 


Dari uraian di atas, terlihat bahwa sumber 
perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah 
dan Jumhur adalah pada penafsiran nilai 
harga perisai yang pencuriannya dipotong 
tangannya pada masa Rasulullah SAW. Ula- 
ma Hanafiyah mengatakan, harga perisai itu 
adalah satu dinar, semesntara yang lainnya 
mengatakan harganya adalah seperempat 
dinar. Namun melihat hadis-hadis yang ada, 
pendapat jumhur adalah yang lebih kat karena 
didukung oleh hadis-hadis shahih. 


c. Sesuatu yang dicuri tersimpan di tempat 
penyimpanan (al-hirzu) 


Sumber dalil pensyaratan yang telah di- 
sepakati ini adalah hadis riwayat Amr bin al- 
Ash berikut ini: 


op Ia ole 3 al 9S ai IS US 
sadel Io Al Iyay 0S 1GP un 3 yas 
Sei pa” Jas Gl adl 00 Jas A1 akan 
do gia 9 Anlio Rol, dala An0 ed TP Yes 
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OS SB or Angga OL ang Lana Ata Ga yag 

. aa dalad ali 
Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu 
Amr bin al- Ash: Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya 
Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung 
diatas pohon, lalu beliau bersabda: barangsiapa yang 
mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk 
menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka 
tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barang- 
siapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak 
membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan 
lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut 
dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan 
barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia 
tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi- 
sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya 
atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga 


perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. 
Abu Daud). 


Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa 
dalam pelaksanaan hukum potong tangan 
itu, adalah pencuri mengambil harta dengan 
cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang 
biasa digunakan untuk menyimpan harta 
tersebut atau ada orang yang menjaganya 
dan telah senisab. 
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d. Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa 
disimpan dalam jangka panjang dan tidak 
cepat rusak atau busuk. 


Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa 
apabila barang yang dicuri mencapai nishab 
namun barang tersebut termasuk barang 
yang cepat rusak atau busuk, maka tidak ada 
potong tangan di dalamnya, seperti buah 
anggur, buah tin, buah kurma, sayir-sayuran, 
roti dan jenis makanan basah lainnya. Dalil 
yang dijadikan landasan pendapat ini adalah 
hadis, 


Jaa ea SE RA ga ma  EbLA 
AV AISI Jp lg ole il Ju di 


Dari Rafi? Ibnu Khodij Radliyallaahu “anhu berkata: Aku 
mendengar Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa Sallam 
bersabda: «Tidak dipotong orang yang mencuri buah dan 
mayang kurma.» 


Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat, 
si pencuri tetap dikenai hukuman potong 
tangan meskipun barang yang dicuri 
tersebut sesuatu yang tidak bias disimpan 
dalam waktu yang lama. Karena barang- 
barang seperti itu bagaimanapun juga 
selain mengandung nilai juga masuk dalam 
kategori harta bermanfaat. Ini nampaknya 


Figih Jinayah  » 169 


170 


pendapat yang sejalan dengan situasi dan 
kondisi zaman sekarang ini. Lebih jelas lagi, 
menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah dan 
Hanabilah bahwa hukuman potong tangan 
diberlakukan dalam setiap kasus pencurian 
harta benda yang boleh diperjualbelikan dan 
dipertukarkan, baik itu berupa makanan, 
pakaian, binatang, bebatuan, kayu dan lain 
sebagainya berdasarkan keumuman ayat 38 
surah Al-Maidah. 


Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik 
pada sesuatu yang dicurinya atau dengan kata 
lain tidak terdapat unsur syubhat terhadap 
sesuatu yang dicuri. 


Berdasarkan hal ini, hukum potong 
tangan tidak dikenakan kepada seseorang 
yang mencuri sesuatu yang ia pinjamkan, ia 
gadaikan, atau ia sewakan kepada orang lain, 
karena sesuatu itu adalah miliknya. Demikian 
juga tidak dikekan hukuman potong tangan 
terhadap seseorang yang mencuri harta dari 
seseorang, namun harta ityu adalah harta 
milik bersama antara dirinya dengan orang 
tersebut, karena ia memiliki hak di dalam 
harta itu. Hukuman potong tangan juga tidak 
dikenakan terhadap seseorang yang men- 
curi harta anaknya, cucunya, cicitnya dan 
terus ke bawah, karena ia memiliki alasan 
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dan interpretasi apologis atau kesyubhatan 
kepemilikan di dalamnya, berdasakan hadis 
“ Anta wa maluka liabika” kamu dan hartamu 
adalah untuk orang tuamu. 


Syarat-Syarat Korban Pencurian 


Dalam hal ini disyaratkan korban pencurian 
memiliki hak yang sah atas barang yang dicuri. Hak 
yang sah ada tiga macam: 


1) Hak kepemilikan mutlak 


2) Hak melalui Amanat, seperti orang yang 
dititipi, orang yang meminjam, orang yang 
menggadai dsb. 


3) Hak tanggungan seperti orang yang me- 
nerima gadai, oleh sebab itu, seseorang yang 
mencuri barang yang berada di tangan orang- 
orang tersebut, ia dikenai hukuman potong 
tangan. 


Syarat-Syarat Tempat Kejadian Perkara 


Dalam hal ini, disyaratkan aksi pencurian 
yang dilakukan harus terjadi di kawasan darul “adl 
(negeri Islam yang dikuasi oleh pemerintah yang 
sah, bukan kawasan musuh dan bukan kawasan 
yang dikuasai oleh kelompok pemberontak oleh 
separatis). Oleh sebab itu, jika seseorang mencuri 
di kawasan dar al-harb (kawasan musuh) atau 


MAI-Zuhaili, Al-Fighul Islam...., hlm .404. 
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dikawasan dar al-baghyi (kawasan yang dikuasai 
oleh kelompok separatis) maka ia tidak dikenai 
hukuman potong tangan. 


4. Hikmah/ Tujuan Hukuman Bagi Pencurian 


Dalam Islam setiap perbuatan, baik yang diper- 
intahkan maupun yang dilarang pasti mengandung 
hikmah dan tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia 
di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tindak pidana 
yang lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi 
sanksi di dunia berupa potong tangan karena ada 
pertimbangan syara yang membawa kemaslahatan 
masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh al- 
Jurjani: 

Pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara 
keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta. 
Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, 
adalah karena pencurian merupakan perbuatan yang 
melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan 
di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam 
Islam karena beberapa alasan, antara lain: 


Pertama, manusia mencari harta untuk hidup 
dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu pe- 
tani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan 
lainnya. Mereka menguras tenaga, fikiran, dan banyak 
menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila 
kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit demi 
sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan. 
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Kedua, Harta yang diperoleh dari bekerja keras 
tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan 
hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, 
ank yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan 
masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak 
orang banyak akan hilang. 


Ketiga, Pencuri merusak ketentraman masyarakat 
yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya 
masing-masing. Apabila kemudian pencurian yang 
disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan 
membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi 
orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian 
pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak 
tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga 
kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri 
lagi"? 


Secara lebih spesifik dan praktis, Zainudin Ali" 
menyebutkkan beberapa tujuan dari pemberian sanksi 
potong tangan bagi pencuri adalah: 


1. Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar 
tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya 
yang berat. 


2. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia 
tidak melakukan pencurian untuk kali berikutnya. 


1Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), 
(Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), hlm. 119-120. 

137Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2007), hlm. 68. 
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3. Menumbuhkan kesadaran bagi setiap orang agar 
menghargai dan menghormati hasil jerih payah 
orang lain. 


4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui 
persaingan sehat. 


5. Tidak berlaku hukum potong tangan terhadap 
pencuri yang melakukan pencurian pada musim 
paceklik, memberikan arahan agar para orang 
kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak 
mementingkan diri sendiri. Dengan demikian 
kecemburuan sosial, yaitu penumpukan harta 
pada orang-orang tertentu dapat dihindari. 


B. Jarimah Hirabah (pidana perampokan) 


1. Pengertian Hirabah 


Dalam hukum pidana Islam kata hirabah diambil 
dari kata harb, artinya menyerang dan menyambar 
harta."“ Dalam ensiklopedi hukum Islam hirabah 
diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara 
Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, 
perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang- 
terangan mengganggu dan menentang peraturan yang 


berlaku, perikemanusiaaan, dan agama.'” 


"Rasyid Ridla, Tafsir Al-manar (ttp, Dar Al-fikr, tt) VI, hlm. 356. 
Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, 
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 556. 
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Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir 
al-manar mengatakan bahwa istilah harb disebutkan 
dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan 
terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk 
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan 
memakan harta manusia secara batil. Kedua, harb ialah 
lawan dari salama (keselamatan). Ketiga, mengenai 
kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang 
untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, harb 
berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak 
termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan." 


Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan 
sebagai jarimah gat'u al-tarig (penyamun), sarigah al- 
Kubra (pencurian besar).'” Didefinisikan sebagai gat'u 
at-Tarig karena mempunyai pengertian mencegah orang 
lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan 
baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta 
saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau 
mengambil harta. Didefinisikan sebagai jarimah sarigah 
al-Kubra karena merupakan perbuatan mengambil harta 
orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan 
atau kekerasan. Sedangkan pengertian hirabah itu sen- 
diri meliputi kedua pengertian diatas, namun demikian 
dalam kitab-kitab figih terdapat perbedaan didalam 
mendefinisikan jarimah hirabah. Dengan demikian 


“hid. 
Abdul Gadir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, (Beirut: 
Muassah Al-Risalah, 2000, hlm. 638. 
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penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian 
yang kemudian akan diambil suatu pengertian yang lebih 
dekat pengertiannya dengan delik perampokan. 


Pengertian jarimah hirabah menurut kalangan 
syafi'iyah adalah keluar untuk mengambil harta atau 
membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan 
kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.'" 
Kalangan ulama-ulama lain tidak merumuskan jarimah 
tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan 
pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, 
sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan 
pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai 
sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan 
tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih 
berat sekalipun dapat dikategorikan jarimah hirabah. 


Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata 
di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penum- 
pahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormat- 
an, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, 
ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan ter- 
sebut dari orang Islam sendiri maupun kafir dzimmi, 
atau kafir harbi.'” 


Penodong atau perampok adalah merampas 
atau mengambil harta milik orang lain dengan cara 
memaksa. Pada umumnaya kata penodong lebih 


“Ibid, hlm. 640. 


19Sayid Sabig, Fikih Sunnah, Terj. Moh. Nabhan Husein, 
(Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 175. 
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lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan 
di luar rumah, jika perbuatan yang sama dilakukan oleh 
pelaku di dalam rumah atau gedung dusebut dengan 
perampok.” 


Dari beberapa definisi di atas meskipun para 
ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah 
hirabah terdapat kesamaan pengertian yaitu hirabah 
adalah perbuatan seseorang dengan maksud mengambil 
harta orang lain dengan paksa, menggunakan kekuatan, 
baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok 
orang. 


Jarimah Hirabah atau perampokan dapat digolong- 
kan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan 
dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara 
hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang 
lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah 
pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. 
Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur 
diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan 
kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah 
sebabnya hirabah (perampokan) diistilahkan dengan 
sarigah kubra atau pencurian berat, untuk membedakan 
dengan sarigah sughra atau pencurian. 


Berdasar pada pengertian tersebut terdapat per- 
samaan unsur antara jarimah hirabah dengan jarimah 


207 ainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), hlm. 69. 
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pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta orang 
lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya 
berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Gadir 
Audah bahwa dalam jarimah pencurian, perbuatan 
mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi 
sedangkan dalam jarimah hirabah perbuatannya meng- 
ambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa 
atau kekerasan." Oleh karena itu menurutnya jarimah 
hirabah bisa terbentuk beberapa macam: 


a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan 
jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi 
sekalipun tidak mengambil hartanya. 


b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan 
jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya 
mengambil hartanya saja. 


c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan 
jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan 
tetapi tidak mengambil harta. 


d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan 
jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan 
dan mengambil hartanya.” 


Dengan demikian apabila suatu jarimah tidak 
memenuhi salah satu dari keempat macam tersebut 
maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan 


R1 Abdul Oadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i..., hlm. 138. 
'2Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1, 
(Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 30. 
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kedalam jarimah hirabah. Inti dari jarimah ini adalah 
adanya maksud mengambil harta secara paksa yang 
dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan 
untuk mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan 
secara perorangan maupun secara kelompok.” 
Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah, 
serta Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, 
melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan 
kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan 
dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, 
tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan 
tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti 
tangan dan kaki. 


Dari definisi-definisi yang dikemukakan para 
ulama di atas, dapat dikemukakan bahwa inti per- 
soalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya 
sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil 
harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah 
dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau 
tidak.“ 


Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang da- 
pat melakukan tindak pidana perampokan, hal tersebut 
antara lain karena niat pelaku itu sendiri dan juga 
karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan 
perampokan. Ada banyak faktor yang menyebabkan 
pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut diantaranya 


'2Abdul Oadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i..., hlm. 639. 
'2bid., hlm. 95. 
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faktor ekonomi, faktor lingkungan, terbatasnya lapangan 
pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, 
dan faktor pendidikan. Kehidupan ekonomi yang sulit 
membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan juga 
sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 
kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang 
sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah laku 
seseorang. Faktor pendidikan juga mempunyai peng- 
aruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. 
Pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki peranan 
penting supaya seseorang memperoleh penghidupan 
yang layak. 


2. Dasar Hukum Hirabah 


Dalam al-Our'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan 
merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ke- 
tertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang me- 
lakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah 
telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena 
dengan demikian manusia sudah merasa terjamin lagi 
hak hidupnya karena mereka merasa ketakutan, adapun 
dasar hukum dari Jarimah Hirabah yaitu dalam OS. Al- 
Maidah ayat 33: 


0 0. 
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Pi 
2 an Aa ae as 


AN GA SO Ia IG ke 
SAS ASI Hp CAN G G3 Ha 


(Y) Hala 


Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan 
di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, 
atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau 
dibuang dari negeri tempat ediamannya. Yang demikian 
itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di 
dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 


Atas dasar ini para ulama mensyaratkan hukum 


pelaku jarimah hirabah sebagai berikut: 


1. 


Islam 


Unsur dan syarat jarimah hirabah: 


Sebagaimana telah disebutkan di awal 
pembahasan bahwa suatu perbuatan dapat disebut 
sebagai suatu jarimah apabila terlalu memenuhi 
unsur-unsur perbuatan tersebut. Terhadap jarimah 
hirabah unsur-unsurnya adalah: Keluar dengan 
kekuatan, bermaksud mengambil harta secara 
paksa baik perorangan maupun kelompok, dan 
dilakukan jauh dari pertolongan. Sedangkan 
mengenai persyaratan hirabah terdapat beberapa 
persyaratan: 


1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan 


Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana 
Daan hlm. 35. 
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Syarat yang berkaitan dengan perbuatan 


mencakup beberapa hal yaitu: 


a. 


2) 


a. 


Jarimah hirabah dilakukan secara terang- 
terangan, yaitu pelaku mendatangi korban 
secara terang-terangan untuk mengambil 
hartanya dengan kekerasan. 


Adanya kekuatan untuk mengalahkan se- 
kelompok orang. Imam Malik, pengikut 
Hambali, Abu Yusuf mendasarkan kekuatan 
pada senjata atau sejenisnya meski hanya 
dengan bersenjatakan tongkat atau kayu." 
Imam Syafii lebih menekankan pada ke- 
kuasaan sehingga meskipun hanya dengan 


memukul dapat dikenai had hirabah. 


Apabila pelaku dalam aksinya mengambil 
harta maka disyaratkan bahwa harta yang 
diambil itu adalah milik sah dari korban.” 


Syarat yang berkaitan dengan tempat 


Jarimah dilakukan di wilayah Islam 


26Sayid Sabig, Figh Sunnah Jilid 9...., hlm. 183. 
?Mengenaiketentuannisab dikalangan ulamaterjadiperbedaan 


pendapat menurut ulama hanafiyah pelaku dapat dikenai had hirabah 
apabila harta yang diambil masing-masing pelaku mencapai nisab 
10 dirham, sedang menurut ulama Syafi'iah menetapkan besarnya 
nisab bagi masing-masing pelaku adalah V4 dinar. Sedangkan menurut 
ulama Hambali dan Syiah Zaidiyah bahwa pelaku secara keseluruhan 
dapat dikenai had apabila dalam mengambil harta telah mencapai 
nisab meskipun masing-masing pelaku tidak sempurna nisabnya. 
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam....., hlm. 112 
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Sebagaimana yang dikemukakan dalam 
teori tentang wilayah pemberlakuan hukum 
Islam bahwa syarat Islam diterapkan atas 
jarimah-jarimah yang diperbuat di wilayah 
Islam dan apabila jarimah dilakukan di luar 
wilayah Islam baik dilakukan oleh orang 
Islam maupun orang Zimmi menurut Imam 
Abu Hanifah tidak dapat dikenai had, hal ini 
dikarenakan penerapan syariat Islam bukan- 
lah merupakan ketundukan mereka terhadap 
hukum melainkan kewajiban imam untuk 
menerapkan (hukum Islam) di daerahnya.” 
Sedangkan menurut Imam Syafii dalam 
memberlakukan syariat Islam, asas semua 
jarimah adalah sama, baik itu dilakukan di 
wilayah Islam maupun di luar wilayah Islam 
alasannya adalah bahwa antara jarimah yang 
dibuat di negara Islam dengan yang dilaku- 
kan di luar wilayah Islam tidak ada perbedaan 
selama Islam melarang perbuatan tersebut, 
namun demikian ketentuan had di luar 
wilayah Islam hanya berlaku bagi muslim atau 
Zimmi.'? 

b. Bertempat di Luar Kota 


Berdasar pada pengertian jarimah hirabah 
yang mempunyai arti sama dengan jarimah 
gatu al-Tarig (penyamun), maka mengenai 


'5Ibid, hlm. 117 
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ketentuan tempat dikalangan ulama berbeda 
pendapat apakah terbatas di luar kota atau 
tidak, menurut ulama Hanafi suatu perbuatan 
dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah 
apabila dilakukan di luar kota atau padang 
pasir. Dimana penyamun itu biasanya terjadi 
di suatu tempat yang jauh dari pertolongan. 


Sedangkan muridnya Abu Yusuf men- 
dasarkan pada giyas sehingga beliau tidak 
membedakan tempat terjadinya hirabah.'” 
Hal ini sependapat dengan ulama-ulama lain 
seperti Malikiyah, sebagian ulama Syaff iyah, 
Zahiriyah yang tidak membedakan tempat 
dilakukan jarimah baik di kota maupun di 
padang pasir yang jauh dari keramaian. 
Hal ini berdasarkan keumuman ayat me- 
ngenai jarimah hirabah dan imam Malik 
menambahkan meskipun dekat dengan per- 
tolongan perbuatan tersebut digolongkan 
dalam jarimah dalam jarimah hirabah. 


Syarat yang berkaitan dengan pelaku. 


Adapun syarat yang berkaitan dengan 
pelaku adalah harus Mukallaf, yaitu orang 
yang berakal dan balig. Orang gila dan anak 
kecil yang tidak berakal dan tidak balig tidak 
bisa dikenai had hirabah karena mereka tidak 


1? Abdul Oadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i..., hlm. 645. 
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termasuk orang-orang yang bisa dikenai 
had, namun demikian terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan ulama terhadap anak 
kecil atau orang gila yang bergabung dengan 
orang mukallaf dalam melakukan jarimah 
hirabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bah- 
wa terhadap anak kecil atau orang gila yang 
melakukannya bersama orang lain maka tidak 
dikenai hukuman. Sedangkan menurut imam 
malik, al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Daud 
al-Zahiri bahwa had anak kecil dan orang gila 
bisa saja dijatuhkan pada walinya."” 


3. Pembuktian Jarimah Hirabah 


Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua 
macam alat bukti yaitu: 


1. Dengan saksi 


Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk 
jarimah hirabah saksi merupakan alat bukti yang 
kuat. Seperti halnya pencurian, saksi untuk jarimah 
hirabah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang 
memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut 
bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari 
orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana 
perampokan tersebut. Apabila saksilaki-laki tidak 
ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki- 


80fbid., hlm. 342. 
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laki dan dua orang perempuan, atau empat orang 
saksi perempuan. 


Pembuktian dengan pengakuan 


Pengakuan seorang pelaku perampokan 
dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan 
untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan 
pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur 
ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali 
saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut 
Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu 


harus dinyatakan minimal dua kali."' 


Sanksi Hirabah 


Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk Jarimah 


hudud yang diharamkan syara dan diancam dengan 


hukuman yang berat. Dalam al-Our'an sendiri telah dite- 


rangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah yaitu 


hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara 


menyilang dan pengasingan." Sanksi bagi perampok 


yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah: 


a. 


Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa 
saling membunuh, maka sanksinya adalah potong 
tangan dan kaki secara menyilang. 


8'Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,...... hlm. 99. 
Dalam hukuman pengasingan menurut Imam Abu Hanifah, 


Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak ada batas waktu tertentu dengan 
kata lain hukuman tersebut sampai pelakunya benerbener bertaubat 
dan tingkah lakunya menjadi baik. 
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b. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, 
tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, 
maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat 
kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan 
penjara. 


c. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa meng- 
ambil harta, maka sanksinya adalah hukuman 
mati. 


d. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian 
membunuh korbannya, maka sanksinya adalah 
dibunuh dan disalib. 


Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu 
tidak harus sesuai dengan ketetapan itu dan pemutusan 
hukumannya diserahkan pada imam/ hakim untuk me- 
milih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di 
atas sesuai dengan kemaslahatan.'” 


Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam 
Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman untuk masing- 
masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu 
yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum 
dalam surah Al-Maidah ayat 33. 


Namun ada juga imam yang berpendapat bahwa 
hukuman yang harus dikenakan pada perampok harus 
sesuai dengan ketetapan itu, Perbedaan ini dikarenakan 
perbedaan penafsiran mereka dalam memahami mak- 


H.A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1996), hlm. 89. 
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na huruf au (yang artinya atau) dalam ayat tersebut, 
apakah li al-Bayan (penjelasan) wa al-tafsil (Rincian) atau 
li al-takhyir (Pilihan) imam Malik memilih makna yang 
kedua, sedangkan ketiga imam yang berbeda di atas 
memilih makna yang pertama. 


Terhadap sebab turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 
diatas dikalangan fugaha terdapat perbedaan pendapat 
dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian fugaha 
berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan 
dengan kaum ahlul kitab yang mempunyai perjanjian 
dengan Rasulullah SAW dan mereka melanggarnya serta 
membuat kerusakan di muka bumi. 


Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut 
diturunkan berkenaan dengan kaum Ukl dan kaum 
'Urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan 
melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan 
menggiring untanya untuk dimiliki, kemudian Rasulullah 
memerintahkan agar menangkap mereka dan setelah 
itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya 
secara menyilang. 


Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat 
tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang 
muslim yang melakukan hirabah bukan ditujukan kepada 
orang-orang yang murtad. Hal ini berdasar pada surat al- 
Maidah ayat 34 dimana ketentuan taubat hanya ditujukan 
kepada pelaku hirabah yang muslim sedangkan jika ayat 
tersebut diturunkan kepada orang kafir maka taubatnya 
adalah masuk agama Islam. Begitu pula jika diturunkan 
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kepada orang yang murtad. Dan ketentuan hukumnya 
adalah: 


Jika IBL jika Iggt OLS adl J3 
Ud YI Km CnAn AR Lg yu Ol 9 


Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: 
Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah 
akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang 
sudah lalu: dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya 
akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) 
orang-orang dahulu .“ 


Apabila si perampok itu bertaubat sebelum ter- 
tangkap maka taubatnya dapat menghapus hukuman. 
Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat meng- 
gugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak 
pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. 
Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang- 
barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila 
barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku 
maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya 
(uang) maupun dengan barang yang sejenis. Demikian 
pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau 
penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman gishash atau 
diyat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt: 


$4Os. Al-Anfaal : 38. 
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Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) 
sebelum kamu dapat menguasai mereka maka ketahui- 
lah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 


Bila perampoknya bertaubat setelah ditangkap, 


maka taubatnya tidak dapat menghapus hukuman, baik 


yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia 


(individu). Hal ini karena nas tentang taubat dalam surat 


al-Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya 


pelaku. Hal ini karena: 


1. 
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Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang 
ikhlas, yakni muncul dari hati nurani untuk men- 
jadi orang yang benar. Sedangkan taubat setelah 
ditangkap pada umumnya karena takut terhadap 
ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya. 


Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecen- 
derungan perampok itu untuk meninggalkan 
perbuatan yang membawa kerusakan di muka 
bumi, sedangkan taubat setelah ditangkap timbul 
karena terpaksa. 
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SA 


JARIMAH SYURBUL KHAMR 
(MEMINUM MINUMAN KERAS) 


A. Pengertian Khamr 


hamr berasal dari kata khamara-yakhmuru 
Kk atau yakhmiru yang secara etimologi berarti 

tertutup, terhalang, atau tersembunyi.” 
Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pen- 
dapat dikalangan ulama figh. Menurut Imam Malik, 
Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamr adalah minum 
minuman yang memabukkan baik minuman tersebut 
dinamakan khamr maupun bukan khamr, baik berasal dari 
perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang 


335 Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Arab Indonesia, 
(Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, t.th), hlm. 859. 
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lain.”' Pengertian al-syurbu menurut Imam Abu Hanifah 
adalah artinya meminum, menurut Abu Hanifah adalah 
meminum minuman khamr saja, baik yang diminum itu 
banyak maupun sedikit." 


Dari definisi di atas Imam Abu Hanifah merumuskan 
khamr menjadi tiga cairan: 


1.  Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih 
dan menjadi zat yang memabukkan, 


2.  Perahan anggur yang dimasak hingga menggelegak 
sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan akhir- 
nya menjadi zat yang memabukkan. 


3. Perahan kurma dan anggur kering yang diendap- 
kan hingga membuih dan menjadi zat yang me- 
mabukkan.' 


Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan 
bahwa khamr menurut Abu Hanifah adalah minuman 
yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian 
Imam Abu Hanifah membedakan antara khamr dan 
musykir. Khamr hukum meminumnya tetap haram 
sedikit maupun banyak. Adapun selain khamr, yaitu 
musykir yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan 
buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dike- 


86CAhmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2005), hlm.74 

87Abd Al-Gadir Audah, al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II, 
(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), hlm. 498. 

88Mohd. Said Ishak...., hlm.10. 
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nakan hukuman apabila orang yang meminumnya 
mabuk. apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan 
hukuman. 


Jumhur ulama figh menyatakan bahwa minuman 
keras adalah setiap minuman yang di dalamnya terdapat 
zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan 
khamr atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan. 
Pengarang kitab alHidayah menerangkan, bahwa khamr 
menurut bahasa adalah minuman yang berasal dari 


9 


perasan anggur.” Sedangkan, Menurut Ibnu Arabi 
khamr itu arak, karena khamr ditinggalkan dalam waktu 
yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan 


tersebut dicirikan dengan baunya. 


Semua arti leksikal tersebut bisa diterapkan pada 
semua jenis minuman yang memabukkan.'"” Menurut 
al-Ragib, khamr itu nama tiap-tiap minuman yang 
memabukkan, dan menamakan air anggur itu khamr, 
atas nama majazi bukan hakiki.Demikian menurut ahli 
bahasa seperti al-Jauhari, Abu Nashar al-Ousyairi, al- 
Dinuri, dan Pengarang kamus, Firuzaabadi. Menurut 
ini adalah khamr atau tuak itu daripada perasan anggur, 
tamar, gandum, beras, manisan tebu,dan umpamanya, 


HH, M.K. Bakrie, Hukum Pidana Dalam Islam, (Solo: Ramadhani, 
1958), hlm. 60. 

“Abd al-Adzim Maani dan Ahmad al-Ghunduri, Magashid al- 
Syari'ah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 47. 
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karena minuman keras itu semuanya memabukkan dan 
menghilangkan akal atau menutup pikiran.'" 


Pengertian khamr menurut Sayid Sabig yaitu 
benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan 
cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang 
mana kandungan gula yang ada padanya berubah 
menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dengan 
zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya 
proses fermentasi tersebut.'” 


Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiegy khamr 
adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses 
menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala 
sesuatu yang memabukkan adalah khamr.'” 


Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh 
para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
khamr adalah semua jenis minuman atau zat yang 
memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, 
madu, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum atau 
dikonsumsi sedikit maupun banyak. 


B. Dasar Hukum dan Kronologi Pelarangan Khamr 


Larangan meminum minuman yang memabukkan 
didasarkan pada ayat al-Our'an surah al-Ma'idah ayat 90: 


Wbid, hlm.11-13. 

Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayid 
Sabig, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), hlm. 558. 

"#T,M. Hasbi al- Shiddiegy, Hukum-Hukum Figh Islam Tinjauan 
Antar Mazhab, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 211. 
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah (al-azlam), adalah Termasuk 


perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 
itu agar kamu mendapat keberuntungan. 


Pengharaman khamr tidak dilakukan secara 
sekaligus namun dilakukan dengan cara berangsur- 
angsur. Sebelum turunnya ayat ke 90 Surah al-Maidah 
di atas, telah diturunkan sejumlah ayat yang merupakan 
rangkaian pengharaman khamar. 


Ayat yang pertama turun (terkait pengharaman 
khamr) ini adalah ayat 67 surah al-Nahl. Ayat ini sifatnya 
informatif yakni menginformasikan bahwa selain 
sebagai rizki dari Allah swt, kurma dan anggur juga dapat 
dijadikan sebagai bahan untuk membuat khamr. 


0 


aa SAS HENIG JSN 3 S3 
CW) Dapat 3 TI G3 CS 


Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman 
yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. 
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Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi 
jazirah arab, sejak dahulu kala. Komoditi tersebut 
selain diperdagangkan secara natural (alami) juga 
diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti 
halnya buah aren yang bisa diolah menjadi tuak yang 
memabukkan. Disini Allah menyatakan secara tersirat 
bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi 
rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak 
baik (minuman yang memabukkan). 


Ayat kedua adalah ayat 219 surah al-Bagarah: 


5! Lae $ AG AI 9 Eta 
El at ne Lena 
AL Sg OS gia j3 Si 2 Bu SEL ai 
na Aa 


Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besardan 
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 
besar dari manfaatnya». dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari 
keperluan.» Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat- 
Nya kepadamu supaya kamu berfikir. 


Ayat tersebut turun setelah “Umar bin Khattab 
beserta para sahabat yang lain bertanya kepada 
Rasulullah SAW perihal minuman yang memabukkan 
dan menghilangkan akal. Sahabat-sahabat tersebut me- 
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mang sudah biasa minum khamar. Dua orang sahabat 
Rasulullah SAW yang semasa masih jahiliyah tidak 
pernah minum khamar adalah Abu Bakar Ash-Shiddig 
dan Utsman bin Affan. Sehubungan dengan pertanyaan 
tentang khamar tersebut maka turunlah ayat diatas. 


Ayat ketiga adalah An-Nisa ayat 43: 


- ta 


SISA AN AN ET Gal BG 


a 
- 


(oa ea 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, 
sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu 
mengerti apa yang kamu ucapkan, 


Setelah ayat kedua tentang khamar dan judi turun, 
pada suatu saat Abdurrahman bin Auf mengundang 
teman-temannya untuk minum khamar sampai mabuk. 
Ketika waktu shalat tiba, salah seorang yang menjadi 
imam membaca surat al-Kafirun secara keliru disebabkan 
pengaruh khamar. Maka turunlah ayat ketiga yaitu An- 
Nisa (4:43. Ayat ini belum mengharamkan minuman 
keras dan judi secara mutlak, maka sebagian umat Islam 
pada waktu itu masih meminumnya. 


Setelah tiga ayat di atas, ayat keempat yaitu ayat 
90 surah al-Ma'idah diturunkan oleh Allah swt yang 
menyatakan dan menjelaskan bahwa meminum- 
minuman keras dilarang/ diharamkan secara mutlak. 
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah (al-azlam), adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 
itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90) 


Dengan turunnya ayat ini maka hukum meminum 


khamar dan judi telah secara tegas dan jelas dinyatakan 


sebagai perbuatan yang haram. 


CG. 


Sanksi Hukum bagi Peminum Khamr 


Al-Ouran tidak menegaskan sanksi atau hukuman 


apa bagi peminum khamr. Sanksi terhadap tindak pidana 


ini, disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah 


fi'liyahnya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 


40 kali dera. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah 
hadis, 
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BL 505 A3 JS IU an AE 
den Su uh Ga Oa AAS 


se Dr. Khairul Hamim, MA 


Dari Abu Sa'id, ia berkata, “Peminum khamr di zaman 
Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 
kali. Kemudian di zaman pemerintahan “Umar, masing- 
masing sandal itu diganti dengan cambuk”. (HR. 
Ahmad) 


Pada masa Abu Bakar al-Shiddig hukuman 40 
kali dera masih diterapkan, tetapi pada masa Umar bin 
Khattab hukuman bagi pelaku minuman keras adalah 80 
kali dera sebagaimana dalam beberapa riwayat, 


3 REI AAN GI ye GUN ya GA 
ab 5 3 Ta JLN 


Na 


Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah memukul 
(orang) karena minum khamr dengan pelepah kurma dan 
sandal. Dan Abu Bakar mendera 40 kali. HR. Ahmad, 
Bukhari dan Muslim | 


Juga hadis yang berbunyi: 


20 - Mera 


si 1 JS 8 au Aa 
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Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah 
dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah 
minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua 
pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, 
“Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. 
Tetapi (di zaman “Umar) setelah “Umar minta pendapat 
para shahabat yang lain, maka Abdur Rahman bin Buf 
berkata, “Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. 
Lalu “Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali”. (HR. 
Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi 
menshahihkannya | 


Alasan penetapan 80 kali tersebut didasarkan 


pada metode analogi (giyas) yakni dengan mengambil 


ketentuan hukum yang ada dalam surah al-Nur ayat 4 


tentang menuduh orang berbuat zina. Bahwa orang 
yang menuduh orang lain berbuat zina (gazaf) dicambuk 


80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau 


mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong 


sama dengan mebuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan 


hukuman 80 kali cambukan, maka peminum khamr 
dihukum dengan 80 kali cambuk.'“ 
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M4Mahrus Munajat, Fikih Jinayah..., hlm. 130. 


s Dr. Khairul Hamim, MA 


D. Pembuktian Jarimah Syurbul Khamr 


Pembuktian untuk jarimah syurbul khamr dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 


1. Saksi 


Jumlah saksi yang diperlukan untuk mem- 
buktikan jarimah khamr adalah dua orang yang 
memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana 
yang telah diuraikan dalam jarimah zina dan gazaf. 
Disamping itu Imam Abu Hanifah dan Imam 
Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau 
minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. 
Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan 
persaksian dengan bau minuman keras (khamr). 
Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak 
mensyaratkan hal ini, syarat lain yang dikemuka- 
kan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya 
adalah persaksian atau peristiwa minum khamrnya 
itu belum kadaluarsa. Batas kadaluwarsa menurut 
Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah 
hilangnya bau minuman. Adapun menurut 
Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsa adalah 
satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang 
lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk 
membuktikan jarimah syurb al-khamr.'” 


Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam..., hlm.78. 
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Pengakuan 


Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini 
cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang 
sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang 
berlaku untuk pengakuan dalam jarimah zina 
juga berlaku untuk jarimah syurb al-khamr Imam 
Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan 
pengakuan tersebut sebelum kadaluarsa. akan 
tetapi, imam-imam lain tidak mensyaratkan. 


Oarinah 


Jarimah syurb al-khamr juga bisa dibuktikan 
dengan garinah atau tanda. Oarinah tersebut antara 
lain: 


a. Bau Minuman 


Imam Malik berpendapat bahwa bau 
minuman keras dari mulut orang yang 
meminum merupakan suatu bukti dilakukan- 
nya perbuatan minuman khamr, meskipun 
tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu 
Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih 
dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau 
minuman semata-mata tidak bisa dijadikan 
sebagaialat bukti, karena sebenarnya mungkin 
saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan 
hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka 
apa yang diminumnya itu adalah air, bukan 
khamr. 


se Dr. Khairul Hamim, MA 


Mabuk 


Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 
mabuknya seseorang sudah merupakan bukti 
bahwa ia melakukan perbuatan meminum 
minuman keras (khamr). Apabila dua orang 
atau lebih menemukan seseorang dalam 
keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman 
hadd, yaitu dera empat puluh kali. Pendapat 
ini juga merupakan pendapat Imam Malik. 
akan tetapi, Imam Syafii dan salah satu 
pendapat Imam Ahmad tidak menganggap 
mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa 
ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya 
adalah adanya kemungkinan minumnya itu 
dipaksa atau karena kesalahan. 


Muntah 


Imam Malik berpendapat bahwa muntah 
merupakan alat bukti yang lebih kuat 
daripada sekedar bau minuman, karena 
pelaku tidak akan muntah kecuali setelah 
meminum minuman keras. akan tetapi 
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam 
Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak 
menganggap muntah sebagai alat bukti, ke- 
cuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti 
yang lain, misalnya terdapatnya bau minum- 
an keras dalam muntahnya. 
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E. Dampak Khamr terhadap Kesehatan 


Khamr mengandung zat kimia alkohol yang akan 
merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini berbagai hasil 
penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandung- 
an kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin 
tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya 
meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar 
alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus 
sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam 
tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan 
manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad 
Syaugi al-Fanjari seperti dikutip oleh Zainuddin Ali" 
sebagai berikut: 


Jika seseorang meminum minuman memabukkan 
2 gelas air maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya 
sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian 
pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah se- 
suai dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu tentu 
akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan 
kontrol diri (self control) kenormalan akalnya. Ternyata 
mengekspresikan senang dan sedih, mengekspresikan 
kegembiraan tetapi ia masih mampu mengendalikan 
saraf dalam tubuhnya. Pada tahap ini ia tidak akan 
pingsan, melainkan hanya sempoyongan ketika berjalan. 
Apabila kadar alkohol yang masuk ke dalam darah itu 
bertambah hingga 150 mg pada setiap 100 cm darah ia 


WZainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ( Jakarta:Sinar Grafika, 
2009), hlm. 88. 
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akan kehilangan kontrol diri bahkan hilang pula kontrol 
saraf dalam tubuhnya. Lebih dari itu pada tahap ini pusat 
saraf yang tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak 
mampu menerima respons). 


Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
semakin banyak meminum minuman memabukkan 
(khamar) yang beredar dalam tubuh manusia semakin 
besar pula pengaruhnya dapat menyebabkan mabuk 
(teller), dan kerusakan organ tubuh lainnya. Di samping 
itu pengaruh- pengaruh terhadap limfa yaitu dengan 
kadar 1Yo saja alkohol akan menyebabkan denyut 
jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Demikian 
pula terhadap sel-sel darah yaitu 1Y0 alkohol dituangkan 
pada setetes Air dan diteteskan di atas darah, maka 
sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi 
darah putih akan berkurang. Dengan demikian tentu 
akan mempengaruhi daya tahan tubuh dalam melawan 
berbagai penyakit dan bakteri yang akan masuk. 


Untuk memperkuat keterangan ini, H. M. Ridha 
Ma'roef mengungkapkan dampak minuman me- 
mabukkan atau khamar terhadap kesehatan manusia 
bahwa mempergunakan alkohol selain pemakainya 
yang diharamkan untuk obat juga memabukkan dan 
membahayakan terhadap keselamatan kesehatan jas- 
mani dan rohani. Berobat dengan khamr tetap haram 
dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh 
dalam apa yang diharamkan. Tharig bin al-Jafy bertanya 
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kepada Rasulullah tentang berobat dengan khamr, 


Rasulullah saw bersabda: 


Dari al-Hadrami bahwa Tharig Ibnu Suwaid ra 


bertanya kepada Nabi SAW tentang arak yang dijadikan 


obat. Beliau bersabda sesungguhnya ia bukan obat, 


namun ia penyakit (riwayat Muslim Abu Daud). 


Berkaitan dengan hadis di atas H.M Ridho Makroef 


mengemukakan pendapat tentang bahaya minuman 


memabukkan terhadap kesehatan manusia yaitu sebagai 
berikut: 


1. 
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Dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk 
memproduksi glukosa dari lemak dan protein dan 
dapat menyebabkan pingsan. 


Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi sampai 
orang yang meminum yang menjadi betul-betul 
mabuk, sempoyongan dan tidak sadarkan diri. 


Alkohol yang over dosis dan tidak sempat 
dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah 
sehingga menjadi racun dalam tubuh. 


Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak 
selaput lendir lambung, berakibat pencernaan 
makanan tidak sempurna, dan akan menyebabkan 
kekurangan vitamin khususnya kekurangan vitamin 
ABCDE dan kekurangan protein. 


Alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan 
akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh. 


se Dr. Khairul Hamim, MA 


Alkohol yang diminum akan merusak sel-sel hati 
dan dapat mematikan sel-sel hati sehingga banyak 
para pemabuk yang meninggal dunia seketika. 


Alkohol mempengaruhi kerja otak yang dapat 
mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan 


susunan saraf sentral. 


Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami 


bahwa alkohol ternyata tidak hanya merusak pada organ 


tubuh atau jasmani kita tetapi juga sangat mempengaruhi 


kesehatan rohani Seperti terganggu dalam berpikir yang 
sehat. 


Terkait dengan masalah ini, Abdul Hamid dan 


Ahmad Gurgus mengatakan bahwa ada dua bahaya 


alkohol secara kedokteran yaitu keracunan alkohol 


terbatas dan keracunan secara terus-menerus. 


1, 


Keracunan terbatas yaitu keracunan alkohol yang 
terkena di bagian tubuh adalah otak reaksi alkohol 
pada otak depresi dan akan menjadi mabok pada 
sekitar 0,5Yo dalam darah. Mabuk berbahaya antara 
lain: 


a. kemungkinan si pemabuk tertabrak mobil 
jatuh ke kali atau jurang karena berjalan yang 
tidak stabil. 


b. terjadi perkelahian karena sudah tidak ada 
perhitungan akal lagi, 


WIbid., hlm. 89. 
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Melakukan kejahatan karena gerakan-gerakan 
menjadi ringan keberanian dan kegembiraan 
bertambah: 


Melayang atau fly 


Paru-paru sudah bergerak dan bisa 
menyebabkan kematian 


Apabila pemabuk dalam keadaan tidur badan 
si pemabuk dingin itu sangat berbahaya bisa 
menyebabkan kematian sebagaimana tercium 
bau bau yang memuntahkan, 


Bisa menimbulkan kematian karena 
pernapasan berhenti seketika begitu juga 
jantung dan hati. 


Keracunan terus-menerus (alcoholism) yaitu 


keracunan yang menahan atau ketagihan ketagihan 


ini terbagi 3 yaitu sebagai berikut: 


a. 


ketagihan yang meminta terus terdapat pada 
orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam 
setahun. 


kembali ketagihan meminta terus, terdapat 
pada orang keracunan alkohol 12 kali dalam 
setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih 
dari seminggu sekali 


Addiction yaitu sudah ketergantungan ter- 
hadap alkohol yakni tidak kuasa hidup 
tanpa alkohol walaupun sehari, dan alkohol 


Dr. Khairul Hamim, MA 


semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh 
antara lain, sakit saraf, sakit pada daerah 
mulut, sakit jiwa, sakit jantung, kekurangan 
darah dan sebagainya. Di samping pengaruh 
di atas, meminum-minuman memabukkan 
dapat menimbulkan penyakit sariawan, biri- 
biri, gusi bernanah, dan lain-lain. Dengan 
demikian jelas bahwa penggunaan zat 
terlarang termasuk minuman beralkohol 
mempunyai banyak bahaya. 


F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan 


Khamar adalah minuman yang berbahaya 
khamr merupakan suatu masalah yang harus segera 
ditanggulangi oleh semua elemen dalam masyarakat 
karena dapat merusak masa depan generasi muda dan 
kelangsungan hidup bangsa. 


Atas dasar itu maka perlu adanya upaya pencegahan 
dan penanggulangan. Upaya pencegahan yang dimaksud 
di sini adalah sesuai program World Health Organization 
(WHO) yang meliputi tiga bagian penting yaitu sebagai 
berikut: 

1. Pencegahan primer yaitu dapat mencegah sedini 
mungkin agar seseorang tidak terlibat melakukan 
penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan 
terlarang lainnya. 
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Pencegahan sekunder yaitu seorang yang telah 
terlibat penyalahgunaan mendapatkan perhatian 
serta perawatan atau terapi sehingga mereka tidak 
terjerumus lebih parah lagi. 


Pencegahan tersier yaitu upaya yang dilakukan 
terhadap seseorang yang sudah sadar dan berhenti 
meminum minuman keras agar supaya selama- 
lamanya berhenti. 


Berkaitan dengan hal tersebut upaya 
pencegahan yang dianggap paling efektif oleh 
sebagian kalangan ahli komunikasi adalah sebagai 
berikut: 


a. Pencegahan melalui pintu bahasa agama 
metode ini sangat efektif dalam menyentuh 
kesadaran umat manusia terutama bila di- 
kaitkan dengan ajaran agama dalam hal ini 
yang perlu diseriusi ialah pembinaan iman dan 
tagwa kepada Allah SWT dengan menjelaskan 
berbagai dalil yang berhubungan dengan 
dampak minuman keras dan sanksi hukuman 
yang diterimanya. 

b. Penyebaran informasi baik melalui media 
cetak maupun melalui media elektronik yang 
isinya memuat pesan-pesan mengenai masalah 
minuman keras dan obat-obat terlarang 
lainnya, di samping memperlihatkan kasus- 
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kasus penyalahgunaan serta sanksi hukuman 
yang dikenakannya. 


c. Penayangan informasi dalam bentuk spanduk 
dan poster kemudian ditempelkan di tempat- 
tempat strategis seperti jalan raya dan lainnya 
yang berisikan hal-hal yang menakutkan 
seperti kata-kata awas dan waspada bahaya 
terhadap minuman keras dan obat-obatan 
terlarang lainnya. 


Adapun upaya dalam penanggulangan peminum 
148 


khamr dapat dilakukan pada tiga aspek yaitu: 
1. Penegakan hukum 


Penegakan hukum dilakukan bagi orang yang 
terlibat penyalahgunaan minuman keras dan obat- 
obatan terlarang lainnya. Mereka diberikan sanksi 
hukum sesuai dengan perbuatannya agar membuat 
mereka berhenti dari penyalahgunaan minuman 
keras dan obat-obatan terlarang lainnya dan tidak 
kembali kepada penyimpangan yang salah tersebut 
serta tidak terjerumus lagi ke perbuatan yang 
sama. 


2. Perawatan medis 
Bagi para korban penyalahgunaan minuman 
keras dan obat-obatan terlarang lainnya perlu 
dilakukan penanganan yang serius dan tuntas 


Ibid., hlm. 107. 
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dari segi medis. Hal itu dimaksudkan supaya kor- 
ban tidak kambuh kembali ke dalam masalah 
penyalahgunaan minuman keras dan obatan ter- 
larang lainnya. Selain para dokter yang mem- 
bantu penyembuhan dari sisi fisiknya, perlu juga 
pertolongan dari psikolog atau psikiater untuk 
membangkitkan rasa percaya dirinya. 


Proses rehabilitasi 


Proses rehabilitasi bertujuan untuk memper- 
siapkan mantan penyalahgunaan minuman keras 
dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali 
ke masyarakat. Rehabilitasi yang diterapkan antara 
lain rehabilitasi kehidupan beragama, rehabilitasi 
fisik, rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri, 
rehabilitasi keterampilan, rehabilitasi pendidikan, 
dan rehabilitasi sosial. 
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JARIMAH AL-BAGHYU DAN JARIMAH 
RIDDAH 


A. Jarimah al-Baghyu (Pemberontakan) 


1. Pengertian al-Baghyu 
ata al-baghyu merupakan bentuk mashdar dari 
Kk kata bagha-yabghi-baghyan. Dari kata Baghan 
inilah kemudian terambil kata Baghyu atau al- 
baghyu. Secara harfiah kata al-baghyu berarti mencari 


menghendaki, menginginkan, melampaui batas, me- 
ninggalkan, melanggar, zalim.” 


“'Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Cetakan ke-l, 
(Bandung: CV Pustaka Setia, , 2011), hlm 245 
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sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kahfi 
ayat 64: 


ee en ee ee 1 
(1) Ka LAUT GE INJU a5 US L s3 Jb 


Musa berkata: «Itulah (tempat) yang kita cari». lalu 
keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. 


Juga OS. Al-A'raf: 33, 


Ba e3 lea 5 Le SA G3 3 
TE ES AR AN, 
(apl RI Al JAS S3 LA 0 


Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan 
yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, 
dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan 
yang benar... 


Menurut Syaikh Uthaymin, yang dimaksud dengan 
al-baghyu di sini adalah orang-orang yang keluar (al- 
khawarij) yakni mereka yang keluar dari pemimpin 


muslim yang sah." 


Beragam definisi al-baghyu dikemukakan oleh para 


ulama: 


50Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, Al-Syarhul Mumti' ala Zadil 
Mustagni', Jilid 6 (Beirut: Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005), hlm. 342. 
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Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa yang di- 
maksud dengan al-Baghyu adalah orang-orang muslim 
yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya 
dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban de- 
ngan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin."' 
Ulama Hanafiah mengartikan al-baghyu dengan keluar- 
nya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah 
tanpa alasan. Sementara menurut ulama mazhab Maliki, 
al-baghyu diartikan sebagai penolakan untuk mentaati 
imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan 
untuk taat itu munkin didasarkan pada penafsiran 
tertentu. Mereka mendefinisikan bughat sebagai satu 
kelompok orang-orang Islam yang menentang imam 


atau wakilnya." 


Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas 
dapat disimpulkan bahwa al-baghyu adalah suatu usaha 
atau gerakan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompokorangyangbertujuanuntukmenggulingkan 
pemerintahan yang sah. 


2. Dasar Hukum Al-Baghyu 


Dasar hukum mengenai jarimah al-baghyu ini 
dijelaskan dalam al-Gur'an surah al-Hujarat ayat 9: 


BH. A. Djazuli, Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan 
dalam Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 106. 

?Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), 
(Yogyakarta: Nawesea Press 2010), hlm.128. 
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AR AL Sa Sa DEL D5 


- 
Pai 


- AT Ls ea Ie LAS Oh 
an Ala Sab Op Ad, nu 5 


Dan kalau ada dua mean dari ak yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya 
tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang 
lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau 
Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 
keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil: Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 


Juga OS. Al-Ma'idah: 33, 


0 0. 


032215 dya dl bye SA NA tj 
3 paten si Mn asus geri : 
ALI Ga ARI Inka ALS 

inn Ga tis 


(YY) Talas 


Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan 
di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, 
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 
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balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 
yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan 
yang besar. 


Dasar dari hadis yakni hadis Gudsi yang berbunyi: 


dua YO Ka 
Wahai hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan 


kezaliman atas diriku dan kami jadikan haram kepada 
kalian semua, maka janganlah kalian berbuat zalim. 


ads 8 33 ob Pera, oUasla Lolol eL P3 
Ip seb asu pl el uk (Uas! ol anal 


AN Gs 


Barang siapa setia kepada imam, maka taatilah 
sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan 
mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallah 
leher orang tersebut. 


Unsur-Unsur al-Baghyu 


Unsur-unsur pemberontakan yang pokok adalah: 
Keluar dari Imam dengan Terang-terangan 


Yang dimaksud dengan keluar dari imam 
dalam menentang dan mencoba untuk men- 
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jatuhkan imam atau penolak segala sesuatu yang 
diwajibkan olehnya. Disepakati oleh para ulama 
bahwa boleh atau bahkan wajib tidak taat kepada 
imam bila ia memerintahkan hal-hal yang maksiat, 
berdasarkan kaidah fighiyah yang berbunyi: 


Dem GE EN 
Tidak boleh taat kepada makhluk yang menyuruh maksiat 
kepada Allah. 


Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, 
dan Imam Ahmad, ada tiga macam orang yang 
keluar dari imam yaitu: 


a. Keluar tanpa argumentasi yang jelas, tidak 
memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan 


b. Keluar dengan argumentasi yang salah dan 
tidak memiliki kekuatan 


c. Keluar dengan argumentasi dan memiliki 
kekuatan yang memungkinkan dapat 
menjatuhkan imam." 


Ada Itikad Tidak Baik 


Disyaratkan dalam pemberontakan itu ada- 
nya itikad jahat dari para pemberontak, yakni 
mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk 
menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya. 


8HLA. Djazuli, Fikih Jinayah...., hlm. 109. 
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4. Sanksi Al-Baghyu 

Bila dicermati dasar hukum dari pelaku pem- 
berontakan (OS. Al-Hujarat: 33) di atas, maka sanksi 
bagi pelaku pemberontak harus diperangi (gathilu). 
Kata diperangi mengandung makna suatu kontak 
senjata yang terjadi yang dapat berakibat hilangnya 
nyawa (kematian) terhadap pelaku al-baghyu. Penye- 
rangan terhadap pemberontak harus didahului dengan 
menghubungi dan menanyakan kepada mereka alasan 
yang menyebabkan mereka keluar dari ketaatan 
kepada pemimpin (imam). Dan Imam harus lebih 
dahulu mengajak mereka kepada ketaatan. Jika mereka 
menolak maka mereka boleh diperangi dan bahkan 
membunuhnya. 


Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami 
oleh sebagian ulama sebagai serangan balik dan hanya 
ditujukan untuk mematahkan pemberontak guna 
mengembalikan ketaatannya kepada penguasa yang 
sah. Memerangi pemberontak hukumnya wajib, karena 
menegakkan hukum Allah sebagaimana dijelaskan dalam 
al-Ouran ayat 9 surah al-Hujarat di atas. 


Para pemberontak merupakan kelompok jahat 
karena berupaya melakukan kerusakan di muka bumi. 
Mereka meresahkan masyarakat, merusak keamanan dan 
etentraman Negara, dan menibulkan fitnah di tengah- 
tengah masyarakat. Islam memerintahkan pemerintah 
yang sah untuk mengajak dan berunding supaya mereka 
kembali bergabung dengan mayoritas orang Islam 
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atau mayoritas warga Negara. Apabila tidak bersedia 
bergabung, maka pemerintah harus memerangi mereka 
samai mereka sadar dan bergabung dengan pemerintah 
yang ddukung oleh mayoritas warga Negara muslim." 


Apabila ada perintah dari pemerintah untuk ikut 
memerangi kaum pemberontak, maka setiap muslim 
yang mampu wajib melaksanakan perintah tersebut, 
karena taat kepada pemerintah pada hal-hal yang bukan 
maksiat hukumnya adalah wajib. Paa pemberontak 
yang terbunuh tetap harus dimandikan , dikafani, dan 
dikuburkan, hanya saja tidak perlu dishalati sebagaimana 
dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian 
hukuman hukuman mati bagi pemberontak adalah 
suatu ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan 
syariat Islam. Contohnya gerakan separatis di Aceh. 
Hadis nabi menyebutkan: 


ads 8 39 oJu Ika las Lolel se P3 
3 Aojla pl er Ol p Usul Ol Aadad 
NI Gas 


Barang siapa setia kepada imam, maka taatilah 
sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan 
mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallah 
leher orang tersebut. 


'4Ibid., hlm. 128. 
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B. Jarimah Riddah (murtad) 


1. Pengertian Riddah 


Riddah dalam arti bahasa adalah ox JI si! 
#Jle yang artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang 
lain.” Ibrahim Unais dan kawan-kawan dalam kamus Al- 
Mujam Al-Wasith Jilid I mengemukakan bahwa Murtad 
berasal dari kata es) Is, (s!4 »3 4x yang artinya menolak 


dan memalingkannya. 


Sedangkan riddah menurut ulama, sebagaimana 
dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah kembali 
dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, 
perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan 
ucapan.” Pengertian yang sama dikemukakan juga 
oleh Abdul Gadir Audah sebagai berikut. Riddah adalah 
kembali (ke luar) dari agama islam atau memutuskan 
(ke luar) dari agama Islam.”'Sayyid Sabig menjelaskan 
lebih rinci bahwa riddah adalah kembalinya orang Islam 
yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan 
kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, 
baik ia laki-laki ataupun perempuan.” 


5"Wahbah Zuhali, Al-Figh Al-Islami wa Adillatahu, Juz VIBeirut: 
Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 183. 

seIbrahim Unais, et. all. , Al-Mu'jaim Al-Wasith, Juz I, (Kairo: 
Ihya' al-Turats Al-Arabi, 1972), hlm. 337. 

7Wahbah Zuhaili, hlm. 183. 

8Abd Al-Oadir Audah, Al-Tasyri' Al-jinaiy Al-Islamy, Juz Il, 
(Beirut: Dar Al-kitab Al-'Arabi,t t), hlm. 706. 

99Sayyid Sabig, Fighu al-Sunnah, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 
1995), hlm. 300. 
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Istilah riddah, menurut fugaha hanya terbatas 
pada keluarnya seorang Muslim ke agama non-Muslim. 
Jadi kalau ada non-Muslim yang keluar dari agamanya 
dan pindah ke agama lain, maka perpindahan tersebut 
tidaklah dapat dikategorikan riddah. Alasannya adalah 
bahwa perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga 
kafir itu tidak ada perbedaan, karena sama-sama batil, 
sedangkan perpindahan Muslim kepada agama kafir itu 
berarti perpindahan dari hidayah dan din al-hagg kepada 
kesesatan dan kekafiran.'" 


Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, 
dapatlah dipahami bahwa orang yang murtad adalah 
orang yang ke luar dari agama Islam dan kembali kepada 
kekafiran. 


2. Dasar Hukum Riddah 


Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat,yaitu 
dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan 
oleh Allah SWT dalam Surah Al-Bagarah 217 : 


“3 AA AA NE EA ANN, Ga ae 
: aan 


Pi 


AN Ci d at ara TU 
aw ea baal ah 


0T,M. Hasbi Ash-Shidigi, dkk., Al-guran dan terjemahannya, 
Madinah: Mujamma Khadim Al-Haramain, 1411 H), hlm. 53. 
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Dan barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka 
Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, 
dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya.” 


Begitu juga firman Allah swt dalam al-Guran 
Surah al-Nahl:106 


c 


Saka Ea SAN Li IA 
Haa Sa 15 JSI G3 SA 333 OLGNL 
Os Hae aan 


“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia 
beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang 
yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 
beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 
melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurka- 
an Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.” 


Di samping al-Our'an, Rasulullah saw menjelaskan 
hukuman untuk orang murtad ini di dalam sebuah 
hadits: 


(Got Ilol3 7) 0 gke3 WB aga Jab oya? alan ale di 
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Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: 
“Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia.” 
(Hadits riwayat Bukhari)" 


3. Unsur-Unsur Riddah 


Unsur-unsur riddah adalah keluar dari Islam dan 
ada itikad tidak baik. 


Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebut- 
kan oleh para ulama ada tiga macam: 


a.  Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan per- 
buatan. 


b.  Murtad dengan ucapan. 
C.  Murtad dengan itikad. 


Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah 
melakukan perbuatan yang haram dengan meng- 
anggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan 
wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang 
tidak wajib, baik dengan di sengaja maupun dengan 
menyepelekan. Misalnya sujud kepada matahari atau 
bulan, melemparkan Al-Guran dan berzina dengan 
menganggap zina itu bukan suatu perbuatan yang 
haram. 


Sedangkan murtad dengan ucapan adalah ucapan 
yang menunjukan kekafiran, seperti menyatakan bahwa 


Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, Subul Al-Salam, Juz III, 
(Kairo: Syarikah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby,1960), 
hlm. 265. 
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Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan 
tersebut tidak dilarang. 


Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang 
tidak sesuai dengan itikad (agidah) Islam, seperti ber- 
itikad kekalnya alam, Allah itu sama dengan makhluk. 
Sesungguhnya itikad an sich tidak menyebabkan seorang 
menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan 
atau perbuatan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: 


ISI gl ag Jani Ale Leadil 
«Sesunggunhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan- 
bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya 


selama belum diamalkan atau dibicarakan. (HR Muslim 
dari Abu Hurairah. 


Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa 
apapun keyakinan seorang muslim yang bertentangan 
dengan ajaran Islam tidaklah dianggap bahwa ia 
telah keluar dari Islam sebelum ia mengucapkan atau 
melakukannya. Di dunia, secara lahiriahnya, ia tetap 
dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman. 
Adapun di akhirat ketentuan dan urusannya diserahkan 
kepada Allah SWT. Sebaliknya, Apabila keyakinannya 
tersebut telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan 
atau perbuatan maka ia termasuk orang yang murtad. 
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Anak dari yang murtad, baik yang murtad ibu/ 
bapaknya tetap anak muslim. Akan tetapi setelah dewasa 
ia harus menyatakan agamanya, sedangkan anak yang 
di kandung dan dilahirkan oleh orang murtad untuk 
selamanya di hukumi sebagai anak kafir. 


Satu prinsip yang di pegang oleh Imam Abu Hanifah, 
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah bila seseorang 
ibu atau bapak masuk Islam, maka anak-anaknya yang 
masih kecil dihukumi muslim. Akan tetapi, Imam Malik 
berpendapat bahwa agama anaknya mengikuti agama 
bapaknya. Artinya, jika bapaknya Islam, maka anak- 
anaknya yang masih kecil di hukumi muslim. Namun 
demikian, tidak halnya ibunya yang muslim. 


Imam Syafi'i menambahkan syarat pada pidana 
riddah bahwa pelakunya itu harus berniat untuk me- 
lakukan kekufuran. Sesuai dengan hadits: 


PS 9S ekenag Sel ag) SU JIANI Gel 
— Ul 23 
«Sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung kepada 


niatnya». (HR Bukhari dan Muslim dari Umar ibn 
Khathab). 


4. Sanksi Riddah 


Perbuatan riddah diancam dengan tiga macam 
hukuman: pertama, hukuman pokok. Kedua, hukuman 
pengganti,dan Ketiga, hukuman tambahan. 
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Pertama, Hukuman Pokok. Hukuman pokok 
jarimah riddah adalah hukuman mati, sesuai dengan hadis 
nabi SAW: 


ok Ban» Jas uya 


“Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah 
ia” (HR. Bukhari dari ibn Abas). 


Sebelum dilaksanakan hukuman pokok, orang yang 
murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertaubat. 
Waktu yang disediakan baginya untuk bertaubat itu 
adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut 
Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk 
bertaubat itu harus diserahkan kepada Ulil Amri, dan 
batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam. Taubatnya 
orang yang murtad cukup dengan mengucapkan dua 
“kalimah syahadah”. Selain itu, ia pun mengakui bahwa 
apa yang dilakuakannya ketika murtad bertentangan 
dengan agama Islam.'? 


Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang 
murtad hukumannya dibunuh baik laki-laki maupun 
perempuan. Namun demikian terjadi perbedaan pen- 
dapat di kalangan mazhab mengenai perempuan yang 
murtad. 


'2Prof. Dr. H. A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi 
Kejahatan dalam Islam), (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 1997), 
hlm. 117 
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Menurut Abu Hanifah, perempuan yang murtad 
tidak dibunuh melainkan dihukum penjara dan dipaksa 
memeluk agama Islam kembali. Jika ia mau maka 
dilepaskan dari penjara, dan jika tidak mau maka 
dipenjarakan seumur hidup. Argumentasinya karena 
Rasulullah SAW. Melarang pembunuhan terhadap 
perempuan kafir. Secara analogi, jika perempuan tidak 
dubunuh karena kekafirannya secara asli, maka kekafiran 
karena murtad tentu tidak boleh dibunuh. Sedangkan 
menurut Imam Malik dan Syafi'i, bahwa seorang 
berpindah agama (murtad) harus dihukum bunuh, 
setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih 
dahulu untuk bertaubat. Hal ini berlaku baik bagi laki- 
laki maupun perempuan. Tetapi bagi perempuan yang 
sedang menyusui anaknya (mempunyai anak kecil) 
hukuman bunuh tehadapnya harus ditunda hingga 


sempurna susuannya.' 


Menurut aturan umum yang dipegang oleh ulama- 
ulama Syafi'iyah, orang yang tidak dilindungi jiwanya 
masih dilindungi dalam hubungan dengan orang lain 
yang sejenisnya. Orang murtad misalnya tidak dilindungi 
lagijiwanya (boleh dibunuh) akan tetapi masih dilindungi 
dalam hubungannya dengan orang murtad lainnya. Jadi 
orang murtad tidak boleh membunuh terhadap orang 
lain sesama murtad, dan kalau ia membunuhnya maka 
perbuatannya tersebut dianggap pembunuhan sengaja, 


'3Bldin Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan 
(Bandung: Pustaka Media, 2011), hlm. 163. 
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meskipun andaikata ia masuk Islam lagi. Akan tetapi 
para fugaha di luar mazhab Syafi'i tidak memakai aturan 


umum tersebut.' 


Pada dasarnya pembunuhan orang murtad menjadi 
wewenang penguasa negara. Maka kalau ada seseorang 
biasa membunuhnya tanpa persetujuan (izin) dari 
penguasa tersebut maka berarti mendahului wewenang 
tersebut dan ia dijatuhi hukuman karena mendahului 
tersebut, bukan karena pembunuhannya. Akan tetapi 
dikalangan mazhab Maliki ada satu pendapat yang 
menyalahi aturan dasar tersebut, yaitu bahwa orang 
murtad meskipun tidak dilindungi jiwanya, namun 
orang yang membunuhnya dijatuhi hukuman ta'zir dan 
hukuman diyat yang harus diserahkan kepada baitulmall 
(perbendaharaan negara).'” 


Kedua, hukuman pengganti. Hukuman pengganti 
diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat dite- 
rapkan atau hukuman yang dijatuhkan setelah gugur- 
nya hukuman asli karena adanya taubat. Hukuman 
pengganti untuk murtad (jarimah riddah) berlaku dalam 
dua keadaan sebagai berikut: Pertama, apabila hukuman 
pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya 
dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan 
pelaku tersebut,seperti hukuman jilid (cambuk), atau 
penjara atau denda atau cukup dengan dipermalukan 


'4Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1990), hlm, 239. 
'5Tbid. 
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(taubikh). Kedua, apabila hukuman pokok gugur karena 
syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang 
menggugurkan hukuman mati bagi pelaku wanita dan 
anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu 
(wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman 
yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali 
ke agama Islam. 


Ketiga, hukuman tambahan. Berkaitan dengan 
hukuman tambahan adalah bahwa terpidana diambil 
hartanya dan hilang haknya untuk bertasharuf (mengelola) 
hartanya. 


Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan dan Imam 
Ahmad bila orang murtad itu meninggal, maka hartanya 
menjadi harta musyi', yaitu tidak dapat diwariskan, baik 
kepada orang muslim maupun kepada non muslim. 
Menurut ulama lain, harta itu dikuasai oleh pemerintah 
dan menjadi harta fay”. Menurut mazhab Hanafi, bila 
harta tersebut didapatkan pada waktu ia muslim, maka 
diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim dan 
harta yang didapatkan ketika ia murtad, maka hartanya 
menjadi pemilik pemerintah. 


Faktor penyebab perbedaan mereka adalah 
perbedaan penafsiran mereka terhadap hadis: 


(ehawsol3 7) BSI Il SY 3 kl PETI 


Orang kafir tidak dapat mewarisi harta pusaka orang 
muslim dan orang muslim tidak dapat mewarisi harta 
pusaka orang kafir (HR. Muslim). 
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Alasan Imam Malik, Imam Syafii dan Imam 
Ahmad sehubungan dengan ketidakbolehan harta orang 
muslim diwariskan kepada ahli warisnya yang non- 
muslim adalah karena ia termasuk kafir, sedangkan ahli 
warisnya muslim. Sedangkan alasan Imam Abu Hanifah 
dan sahabat-sahabatnya sehubungan dengan bolehnya 
harta rang murtad diwariskan kepada ahli warisnya yang 
muslim- adalah karena harta orang murtad itu disama- 
kan dengan harta orang yang meninggal. 


Menurut Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Zahiri bahwa 
harta orang murtad itu dapat diwariskan kepada ahli 
warisnya yang kafir, tentu saja bila ada, tidak menjadi 
harta fay” dan tidak diwariskan kepada ahli warisnya 
yang muslim. 


Berkenaan dengan hukuman tambahan, berupa 
hilangnya hak mengelola harta, para ulama berbeda 
pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab 
Hanafi, Syafi'1 dan Hanbali, bahwa perbuatan orang 
murtad terhadap hartanya, baik yang diperoleh sebelum 
maupun sesudah ia murtad, tidak mempunyai akibat 
hukum. Artinya bila ia menjual atau membeli harta 
dengan harta miliknya, maka jual belinya tidak sah. 


Apabila ia kembali kepada Islam, maka hak 
pengelolaan (tasharruf) hartanya menjadi sah. 
Sedangkan apabila ia mati dalam keadaan murtad maka 
hak tasharrufnya menjadi batal. Menurut Abu Yusuf 
tasharruf orang murtad tetap sah. Syaikh Mahmud 
Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksi- 
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nya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi 
atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surah al- 
Bagarah ayat 217 di atas menunjukkan kesia-siaan amal 
kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal di 
dalam neraka. Adapun hadis Ibnu Abbas di atas adalah 
hadis ahad yang tidak dapat dijadikan dasar untuk 
member sanksi pidana hudud. Alasan lain adalah bahwa 
kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya 
seseorang dihukum mati, sebab yang membolehkannya 
hukum mati bagi orang yang kafir itu adalah karena 
memerang dan memusuhi orang Islam. Adapun 
kekufuran semata jelas sekali dalam al-Our'an, yang 
dalam beberapa kenyataan ditemukan larangan adanya 


166 


paksaan dalam agama," sebagaimana tercantum dalam 


surah al-Bagarah ayat 256: 


(TOUH biatmna 2 GS 
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) 


Juga dalam surah Yunus: 99 


3 aa Ss - 

Z PD «0x 00 Kk TB 3: ot 
- 3 5 n Ga Pp” (ri OA an 0 

(AM Oa Ii 3S mela, Lili 


Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman 
semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 


H.A. Djazuli, Fikih JInayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan 
dalam Islam), (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 118-119. 
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Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 
menjadi orang-orang yang beriman semuanya. 


Dengan demikian, pendapat para ahli hukum 
Islam tentang sanksi hukuman mati bagi pelaku 
tindak pidana murtad ini perlu dikaji kembali. Karena 
pernyataan nabi ketika orang yang mengganti agama 
harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, 
yakni ada sebagian tentara Islam yang bejiwa munafik 
melakukan tindakan desersi (penghianat Negara), 
maka orang yang melakukan desersi diperintahkan 
untuk dibunuh. Itupun diawali dengan upaya untuk 
menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.'” 


Seharusnya konseptualisasi perbuatan riddah 
yang ada di dalam al-Guran maupun hadis dapat 
dipertemukan dengan pendekatan komplementif, 
bukan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan riddah 
hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa 
mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk 
murtad, kondisi Negara juga dalam kondisi damai, serta 
orang lain juga tidak terganggu dengan kemurtadan 
orang tersebut, maka baginya tidak ada sanksi di dunia, 
melainkan hana mendapat sanksi di akhirat kelak. Tetapi 
jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya 
serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat 
dikenakan hukuman ta'zir dan termasuk dalam jarimah 
tasabub “ala al-din al-ghair (mencaci maki agama lain). 
Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama 


'7Munajat, Fikih Jinayah....132. 
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orang lain (non Islam). Adapun jika pelaku murtad 
dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan 
perang, maka pelakunya dapat dikenai hukuman mati 
dengan dasar hukuman ta'zir bukan had. 
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JARIMAH AL-OATHLU 


A. Pengertian Jarimah Al-Oathlu 

IT indak pidana pembunuhan termasuk kedalam 
ketegori jarimah gishash dan diyat. Dalam 
bahasa arab, pembunuhan disebut (al-gatl) 

yang sinonimya (amata) artinya mematikan. Para 


ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan kata al-gatl 
(pembunuhan): 


Menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan adalah 
suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau me- 
matikan, atau suatu tindakan oleh manusia yang me- 
nyebabkan hilangnya kehidupan.'” Sedangkan Abdul 


'8Wahbah Zuhaili, Al-Fighul Islam wa Adillatuhu Jilid 7, (Beirut: 
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Oadir Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah 
perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, 
yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh 
perbuatan anak Adam yang lain.'” Pengertian serupa 
juga diungkapkan oleh Zainudin Ali bahwa pembunuh- 
an adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan 
atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang 
dan atau beberapa orang meninggal dunia.”?' Senada 
juga dengan pengertian di atas, Ahmad Wardi Muslich 
menambahkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan 
seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan 
dengan sengaja maupun tidak sengaja.” 


Dari beberapa definisi pembunuhan yang dike- 
mukakan oleh para ahli hukum Islam di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah suatu 
perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nya- 
wa seseorang atau banyak orang baik dilakukan secara 
sengaja maupun tidak sengaja. 


Dar al-Fikr, 2011), hlm, 542. 

12 Abdul Oadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Editor, 
diterjemahkan oleh Muhammad, Ahsin Sakho Dari ”al- Tasyri' Al- Figh 
Al Jina'i al-Islami, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 177. 

70Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), hlm. 137. 

“'Tbid., hlm. 24. 
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Dasar Hukum Jarimah al-Gathlu 


Dasar Hukum Dalam al-Our'an 


Al-Our'an Surah al-Bagarah ayat 178: 


SE pat SE SAN Gal GG 


Pi 
Tai AA 


53 AN AN aa aur AL TA 


sa 


Il dp Sk 3 1g Aa ga 
SE SS Sa : IP NS OLS, 
OA) Sah Saha TG 3 aa 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang 
baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih 
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Al-Our'an Surah al-Bagarah ayat 179: 


AG Ae 


SI atas Ja 6 , Ne Ai 3 2 
(av 3 


TN 


Dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya 
kamu bertakwa. 


Al-Our'an Surah al-Nisa' ayat 92: 


J3 jas BEN Cai JET ON ai SE G3 
IE in B3 LP US Laga 
Ie y5, 5 AA an G 
Pn ea Ta YI dal 
Aa: Be 


- o ui ol Laga K3 RP Oa3a 3 
23 An Kn tata at Se ta & 


et 


TA 


anus in 565 KE: 


Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yanglain), kecuali karenatersalah (tidak sengaja), 
dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka 
(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari 
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kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka 
dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar 
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) 
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah 
ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 
penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 


Al-Our'an Surah al-Nisa' ayat 93: 


K3 Jaja - 2 je 2 Tata Ta 


Dan Pan yangmembunuh PARA ana 
sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya 
serta menyediakan azab yang besar baginya. 


Al-Our'an Surah Al-Maidah ayat 32: 


Ba Jaa PL ES 3 YA Ia 
pare La KAN 


TNI NE in 
MN dp ANN D5 
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Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang 
lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia 
seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya 
telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampavi batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. 


Al-Our'an Surah Al-Maidah ayat 45: 


WAY gaib FA Si ts NG ES, 


eri - 


Sean 05YL 33 HL cai 2 ls 
Da Ya aa ma 2 Mean mobi uu g 
— - Sawi 2g Ba “aa dal 
BE GA un Ke ai us 

(40) Pan 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, 
mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, 


Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa 
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yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang- 
orang yang zalim. 


Al-Our'an Surah al-Furgan ayat: 68 


SA Ng A1 WI ag SA Gali, 
Pak SA, . & an 3 kara 
Can ubi gk Sus jak 


Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang 
benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan 
yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) 
dosa(nya), 


Al-Our'an Surah al-An'am ayat: 151 


WEB GS na Ae 
ar Lks Yg Ulas SAN 5 
Gaga AANG GA (SO Sa Gal 
ALI GA yA GA LAB Ng Ga 3 Ga sa 
(1) Sala as SI LI 


Katakanlah: «Marilah kubacakan apa yang diharamkan 
atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 


o 
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terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, 
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, 
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan 
yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan 
dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang 
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahamifnya). 


Dasar Hukum di Dalam Hadis 


UG 
» 


AN: SES Oa 3 


aa, Sa al DU AI 3 
(kale Gea) 


“Dari Ibnu Mas'ud ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Telah 
bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang telah 
menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah 
dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu 
tiga perkara: (1) Pezina muhshan, (2) Membunuh, dan (3) 
Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan 
diri dari jama'ah.” (Muttafag Alaih) 


e Dr. Khairul Hamim, MA 


C. Macam-Macam Jarimah al-Gathlu 


Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan sese- 
orang dan/atau beberapa orang dalam melakukan 
pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelom- 
pokkan menjadi tiga macam yaitu: 


1. Pembunuhan Sengaja (al-Oathlul Amdi) 


Yang dimaksud dengan pembunuhan se- 
ngaja yaitu sengaja melakukan suatu tindakan 
melampaui baas dan penganiayaan terhadap se- 
seorang yang memang orang itu adalah yang 
dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasarannya 
dengan menggunakan alat yang dipandang layak 
untuk membunuh seperti pistol, pedang golok dan 
sebagainnya.'” 


Dalam hukum Islam pembunuhan yang 
disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak 
pidana paling berat. Terhadap pelaku pembunuhan 
yang disengaja pihak keluarga korban dapat me- 
mutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu 
gishas, diyat, atau pihak keluarga memaafkannya 
apakah dengan syarat atau tanpa syarat.” Selain 
itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat 
selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan 
terhalang dari hak waris dan menerima wasiat. 


?Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adilatih, ter: Abdul 
Hayyi al-Khattani, dkk, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 546 

18Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127 
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Adapun unsur-unsur pembunuhan dengan 
sengaja adalah sebagai berikut: 


a. Korban adalah orang yang hidup 


b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan ke- 
matian korban 


c. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan 


nyawa korban" 


Untuk membuktikan telah terjadinya suatu 
pembunuhan, dapat dilihat dari dua sisi yaitu me- 
lalalui penggunaan alat dan bukti lainnya seperti 
pengakuan persaksian atau tanda-tanda yang ada. 


Pembunuhan Semi Sengaja (al-Oathl Syibhul Amdi) 


Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja 
tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk 
membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yang 
terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah 
adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan 
kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan 
perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan 
pelaku.” Dalam hal ini hukumannya tidak seperti 
pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat 
membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan 
semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh 


'pjazuli, Fikih Jinayah..., hlm. 128. 
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam...... hlm. 152. 
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seseorang yang darahnya diharamkan Allah di- 
alirkan, kecuali karena hag (alasan syar'i) adalah 
diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya ada- 
lah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan 
yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak 


menerima wasiat.' 


Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi se- 
ngaja yaitu: 


a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang 
mengakibatkan suatu kematian 


b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan 


Cc. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan 
pelaku dengan kematian korban.'” 


Perbuatan yang mengakibatkan kematian 
itu tidak ditentukan bentuknya. Bisa jadi bentuk 
perbuatannya itu berupa pemukulan, pelukaan, 
penusukan, pelemparan, penyembelihan, dibenam- 
kan di air, dibakar, digantung, diberi racun dan 
sebagainya. Dalam hal unsur kedua, persyaratan 
kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dengan tidak ada niat untuk 
membunuh korban merupakan syarat terpenting 
yang membedakan antara pembunuhan secara 


"Abdul Gadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, 
Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari “Al- Tasyri Al- 
jina'i Al-Islami, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 338. 

'7Djazuli, Fikih Jinayah, hlm. 132. 
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sengaja dan semi sengaja. Sehubungan dengan 
unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab 
akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu peng- 
anjayaan itu menyebabkan kematian korban secara 
langsung atau merupakan sebab yang membawa 
kematiannya. 


3. Pembunuhan tidak disengaja (al-Oathlul Khata”) 


Yang dimaksud dengan pembunuhan tidak 
disengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa 
ada maksud, keinginan atau kesengajaan sama sekali 
baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya, 
seperti ada seorang yang terjatuh menimpa orang 
lain, lalu orang yang tertimpa itu mati. Contoh lain 
juga seperti seseorang yang bermaksud melempar 
suatu pohon atau seseorang, namun lemparannya 
itu justru mengenai orang lain dan orang lain yang 


kena lemparan tersebut mati.” 


Adapun unsur-unsur pembunuhan secara 
tidak sengaja adalah sebagai berikut: 


a. Adanya perbuatan yang menyebabkan ke- 
matian 


b. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu 
disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pe- 
laku atau karena kelalaiannya 


'8Wahbah az-Zuhaili al- Figh al-Islam Wa Adillatuh, (ter: 
Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 
hlm. 548. 


246 “ Dr. Khairul Hamim, MA 


c. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan 


d. Adanya hubungan sebab akibat antara per- 
buatan kesalahan dan kematian korban 


Pada pembunhan tidak sengaja dapat terjadi 
tiga kemungkinan: Pertama, bila sipelaku pem- 
bunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan, 
dengan tanpa melakukan suatu kejahatan, tetapi 
mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan 
seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error in 
concrito) seperti, menyalakan api di pinggir jalan, 
membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu 
ke jalan dan sebagainya. Kedua, bila si pelaku seng- 
aja melakukan perbuatan dan mempunyai niat 
membunuh seseorang yang dalam persangkaannya 
boleh di bunuh, namun ternyata orang tersebut 
tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak 
seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, 
tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian 
disebut salah dalam maksud (error in objecto). 
Ketiga, bila si pelaku tidak bermaksud melaku- 
kan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat 
menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh 
dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga 


mati. 


1?H. A. Djazuli, Fikih Jinayah..., hlm. 124. 
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D. Sanksi Jarimah al-Oathlu 


Ada beberapa jenis sanksi dalam tindak pidana 
pembunuhan yaitu,"' hukuman pokok, hukuman 
pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok 
pembunuhan adalah gishash. Sedangkan hukuman 
penggantinya adalah diyat bila dimaafkan oleh keluarga 
korban, dan jika sanksi gishash dan diyat dimaafkan oleh 
korban, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir dan 
kafjarah. Sedangkan hukuman tambahannya adalah 
pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari 
orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh 
dengan orang yang dibunuh mempunyai hubungan 
kekeluargaan. 


Bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan 
sengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah 
satu dari tiga pilahan hukuman yaitu,'" (1) gishash, yaitu 
hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan 
korbannya, (2) diyat yaitu pembunuh harus membayat 
denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 
100 ekor kambing, atau bentuk lain seprti uang yang 
senilai dengan harga hewan tersebut. Diyat tersebut 
diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak 
keluarga korban memaafkannya apakah harus dengan 
syarat atau tanpa syarat. 


80fbid., hlm. 135. 
$IZainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 
2009), hlm. 35. 
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Bagi pelaku pembunhan semi sengaja dan pem- 
bunuhan tidak sengaja, pihak keluarga korban diberikan 
pilihan yaitu, (1) pelaku membayar diyat, (2) membayar 
kiffarah (memerdekakan budak atau puasa du bulan 
berturut-turut). 
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LP , 


HAD, OISHASH-DIYAT DAN TAZIR 


ukuman dunia bisa dibagi menjadi tiga 
H dilihat dari aspek atau sudut pandang jenis 

kemaslahatan yang ingin dicapai dari hukum- 
an tersebut, yaitu: 


A. Hukuman Had 


Secara bahasa, kata had yang bentuk jamaknya 
hudud berasal dari bahasa arab yaitu hadda yahuddu 
haddan berarti memberi batas, mencegah (al-man'u)'” Di 
dalam al-Guran kata had mengandung arti sesuatu yang 
dilarang atau yang diharamkan." "Menurut terminologi 


Muhammad Ibn Shalih al- Uthaymin, al-Syarhul Mumti' “ala 


Zadil Mustagni...., Jilid 6, hlm. 203. 
"Firman Allah fala tagrabuha yakni pelarangan bagi orang yang 
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fikih had adalah hukuman yang telah ditetapkan syara 
terhadap pelaku maksiat supaya tidak melakukan 
kembali perbuatan tersebut dan sebagai penggugur dosa 
pelakunya. '” 


Lebih detail lagi Wahbah Zuhaili mendefinisikan 
had dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuk 
dan kadarnya secara syara” yang mesti dilaksanakan 
sebagai hak Allah dalam syari'at, yakni hukuman yang 
dituntut oleh kemaslahatan umum, yaitu menolak 
dan menhindarkan kerusakan dari manusia, serta 
menciptakan proteksi dan keselamatan bagi mereka.'” 
Menurut jumhur ulama hukuman had diterapkan 
terhadap tujuh bentuk kejahatan, yaitu, zina, gazaf 
(menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti), 
syurbul khamr (meminum minuman keras), sarigah 
(pencurian), hirabah (perampokan), murtad, dan al- 
baghyu (pemberontakan). Sementara mazhab Malikiyah 
hanya memasukkan jarimah hudud dalam lima 
kategori yaitu, zina, gazaf, pencurian, perampokan, dan 
pemberontakan." 


Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling 
serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah 
kejahatan terhadap kepentingan public. Tetapi ini tidak 


berpuasa untuk melampau batas... dan firman Allah fala ta'taduha 
yakni pelarangan bagi wanita yang dicerai untuk melanggar masa 
iddah yang telah ditentukan. 

'Ibid., hlm. 205. 

8 Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu..., hlm. 498. 

86Makhrus Munajat, Fikih Jinayah...., hlm. 107-108. 
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berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi 
kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali 
berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. 


B. Hukuman Oishas-Diyat 


Oishash dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. 
Selain itu gishash dapat diartikan keseimbangan dan 
kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, Oishash 
adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku 
sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa 
orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal 
adalah dibunuh atau hukuman mati. Sedangkan Diyat 
adalah ganti rugi. 


Dengan demikian Oishash-Diyat adalah suatu ke- 
jahatan terhadap jiwa dan anggota badan yang diancam 
dengan hukuman gishash (serupa/semisal) atau (ganti 
rugi dari si pelaku atau keluarganya kepada si korban 
atau walinya). 


Dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam 
jarimah gishash-diyat adalah: 


1. Pembunuhan dengan sengaja 
2. Pembunuhan semi sengaja 


3. Menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau 
kesalahan 


4.  Penganiyaan dengan sengaja 
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Menyebabkan orang luka karena kealpaan atau 
kesalahan. 


Ayat al-Gur'an yang berkaitan dengan tindak pidana 
pembunuhan antara lain disebutkan dalam surah 
al-Bagarah ayat 178-179: 


Ana 


1 na Ky. adl edi Pan 2 
Ii Hk Pa ln Aga 


9 


SEA as IR 3 13 Ia Tki IU EA 
AN S5 ON pl Ds SA 
V9) SA SI AVI Ol Tated 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
gishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hen- 
daklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang 
baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 
Dan dalam gishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa. 


se Dr. Khairul Hamim, MA 


Hikmah adanya hukuman gishash menurut al- 
Jurjawi, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat'” 
adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena 
itu Islam menghukum orang yang membunuh orang 


lain. 


Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan 
preventif supaya manusia tidak gampang saling mem- 
bunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam 
masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam 
adalah dengan gishash atau dengan yang berupa harta 
benda hikmah adanya gishash dengan hukuman mati 
adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah 
masyarakat sebagaimana firman Allah SWT nafsu binnafsi 
(jiwa dibalas dengan jiwa). 


Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh 
umat dan masyarakat lain. Dengan adanya gishash juga 
menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang 
yang terbunuh karena apabila tidak dilakukan gishash 
niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada 
gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga. 


Sementara hikmah diyat atau denda dengan harta 
adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak 
pembunuh, dengan membayar denda secara damai ke- 
pada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan 
baru yang aman, dan dia juga akan dan dia juga akan 


Baca Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam 
Dalam Konteks Keindonesiaan (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 365. 
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bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa 
berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga ter- 
bunuh yang menerima denda dengan cara damai akan 
dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan 
hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya 
inilah makna firman Allah walakun fil gishashi hayatun ya 
ulil albab la'allakum tattagun (dan dalam gishash itu ada 
jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa). 

Pada ayat 178-179 surah al-Bagarah di atas ter- 


kandung nilai-nilai humanisme sebagai berkut:' 


1. Hukum gishash merupakan bentuk koreksi terhadap 
hukuman pada masa jahiliyah yang diskriminatif. 
Artinya kabilah yang kuat di antara sekian kabilah 
yang ada di jazirah Arab akan berpeluang dalam 
mendominasi keputusan hukum. Suku yang lemah 
akan selalu tertindas oleh suku yang kuat dan ketika 
diterapkan hukum gishash tidak ada keadilan hukum 
antara kesalahan dengan hukuman yang harus 
diterima. Ada kisah yang dikutip oleh Abdul Oodir 
Audah bahwa salah seorang kabilah Gani mem- 
bunuh Syas bain Zuhair. Datanglah Zuhair, ayah 
Syas untuk meminta balasan terhadap suku Gani. 
Mereka bertanya apa maksud dan kehendakmu 
atas kematian anakmu Syas?” ia menjawab, “Saya 
akan menuntut tiga hal atas kematian anakku, 


88Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia 
(Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 169-170. 
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pertama, hidupkan kembali anakku Syas, kedua, isi 
surbanku dengan bintang-bintang yang kau ambil 
dari langit, dan ketiga serahkan suku gani dan Akan 
saya bunuh sebagai balasan atas kematian anakku 
Syas”. Tuntutan ini akan semakin rawan jika yang 
menjadi korban adalah suku terhormat atau kepala 
suku. Di sisi lain orang-orang Arab dikala itu 
mempunyai tradisi balas dendam, bahkan terhadap 
peristiwa yang telah silam. Kalau ada keluarga yang 
terbunuh maka yang dibalas adalah keluarga lain 
yang tidak ikut berdosa disamping pembunuh itu 
sendiri. Islam datang melegitimasi hukum gishash 
dengan prinsip penegakan nilai-nilai keadilan dan 
persamaan di muka hukum tanpa memandang 
kabilah dan kehormatan. 


Menegakkan nilai-nilai keadilan demi tegaknya 
supremasi hukum, baik pada saat merevisi hukum 
jahiliyah maupun kebutuhan hukum untuk 
sepanjang zaman. 


Perlindungan bagi si korban atau walinya secara 
langsung misalnya ada kasus pembunuhan semi 
sengaja atau karena salah, maka wali si korban 
sangat menentukan hukuman apa yang harus 
diterapkan. 


Hukuman Ta'zir 


Ta'zir secara bahasa artinya adalah al-man'u wa al- 


raddu (mencegah, melarang, menghalangi, menolak). 
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Ta'zir juga dapat berarti addaba (mendidik) Di antara 
bentuk penggunaannya adalah ta'zir yang berarti al- 
nushrah (membantu, menolong), karena pihak yang 
menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh 
dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata 
ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti 
memberi pelajaran (al-ta'dib) dan sanksi hukuman selain 
hukuman had. Karena hukuman ta'zir mencegah pelaku 


kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.'” 


Menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan 
oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir 
adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 
dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan 
oleh syara”. 


Sementara Wahbah Zuhaili memberikan definisi 
yang mirip dengan definisi al-Mawardi, ta'zir menurut 
syara adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan 
maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan dan tidak 
pula kifarat. 


Dengan demikian jarimah ta'zir adalah suatu 
jarimah yang dihukum yang hukumannya diserahkan 
kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi 
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku 
jarimah ta'zir. Dari definisi-definisi yang dikemukakan 


Ibrahim Unais, al-Mu'jam al-Washit Kairo: Dar al-Turats al- 
Arabi, t.t.), hlm. 598. Baca Juga, Abdul Oadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i 
al-Islami, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), hlm. 81. 

#0Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu....., him. 498. 
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di atas jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk 
hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum 
ditetapkan oleh syara” di kalangan fugaha. Jarimah- 
jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara 
dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa 
digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah 
atau tindak pidana. 


Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa 
jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan perbuatan maksiat 
yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat. Dengan 
demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan 
maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah 
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan 
perbuatan yang diharamkan atau dilarang. 


Para fugaha memberikan contoh meninggalkan 
kewajiban seperti menolak membayar zakat mening- 
galkan shalat fardu enggan membayar utang padahal 
mampu, mengkhianati amanat seperti menggelapkan 
titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan 
lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan 
yang dilarang seperti mencium perempuan yang bukan 
istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, me- 
makan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku 
kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan 
seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas 
termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. 


Di samping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuh- 
kan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan 
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umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat me- 
lainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan 
yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan 
karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena 
zatnya melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut 
ada ada maka perbuatannya diharamkan dan apabila 
sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. 
Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman atas 
perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau 
merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu 
perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan 
umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan 
pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam 
perbuatan tersebut tidak terdapat unsur jarimah, maka 
perbuatan tersebut bukan ukan jarimah dan pelaku tidak 
dikenakan hukuman. 


Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan 
umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw 
yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri 
unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. 
Rasulullah saw melepaskannya. Analisis terhadap tin- 
dakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan 
merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya 
dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah 
dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak 
terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah SAW 
mengenakan hukuman penahanan atau penjara hanya 
karena tuduhan semata. 
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Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW 
membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang 
yang berada dalam posisi tersangka meskipun ia tidak 
melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang 
diambil oleh Rasulullah saw tersebut dibenarkan oleh 
kepentingan umum sebab membiarkan si tersangka 
hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang 
kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan 
ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis 
yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan 
tidak dapat dijalankan nya hukuman yang telah 
diputuskan. 


Dari uraian tersebut dapat diambil intisari bahwa 
jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian yaitu: pertama, 
ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat. Kedua, ta'zir 
karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum, dan ketiga, ta'zir karena melakukan 
pelanggaran. 

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang di- 
langgarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua 
bagian yaitu: 


1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, 
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan 


Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang 
menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang 
berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, 
misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian 
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yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan 
pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang 
dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak 
perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan 
kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak 
contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, 
saksi palsu, mencaci-maki agama orang lain, menimbun 
makanan, dan lain-lain. 


Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan 
persoalan ta 'zir yaitu, 


1. Jenis-jenis jarimah ta'zir 

Tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya 
oleh nas, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam 
setiap ketetapannya. Oleh sebab itu, jarimah ta'zir dapat 
berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak 
individu. jarimah ta'zir adakalanya melakukan perbuatan 
maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan 
kepentingan umum. 


Adapun pembagian jarimah ta'zir menurut Abdul 
Oadir Audah ada tiga macam: 


1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah 
hudud atau gishash tetapi syarat-syaratnya tidak 
terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian yang 
tidak mencapai nisab atau dilakukan oleh keluarga 
sendiri. 
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Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam 
nas syara tetapi hukumannya belum ditetapkan, 
seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan 
timbangan. 


Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya 
belum ditentukan oleh syara. Jenis ketiga ini 
sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti 
pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelang- 
garan terhadap peraturan lalu lintas dan lain 
sebagainya. 


Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir 
secara rinci kepada beberapa bagian yaitu: 


a.  Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pem- 
bunuhan. 


b.  Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan 
pelukaan. 


Cc. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan 
terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. 


d.  Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta. 


e  Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan ke- 
maslahatan individu. 


f  Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keaman- 
an umum. 
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2. 


Perbedaan jarimah hudud, gishash dan ta'zir 


Perbedaan yang menonjol antara jarimah hudud, 


gishash, dan jarimah ta'zir adalah: 


1. 
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Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan baik 
oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Apabila 
seseorang telah melakukan jarimah hudud dan 
terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya 
bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. 
Sedangkan dalam jarimah ta'zir kemungkinan 
pemaafan itu ada baik oleh perorangan maupun 
oleh ulul amri bila hal itu lebih maslahat. 


Dalam jarimah ta'zir hakim dapat memilih hukuman 
yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi 
pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan 
dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim 
hanyalah kejahatan material. 


Pembuktian jarimah hudud dan gishash harus dengan 
saksi atau pengakuan dan pembuktian. Jarimah 
ta'zir sangat luas kemungkinannya. 


Hukuman had maupun gishash tidak dapat dikenakan 
kepada anak kecil karena sarat menjatuhkan had, 
si pelaku harus sudah baligh, sedangkan ta'zir itu 
bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu 
boleh. 
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3. Macam-macam sanksi ta'zir 


Sanksi ta'zir itu beragam macamnya, di antaranya 
adalah: 


1. Sanksi ta'zir yang mengenai badan. Hukuman yang 
terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan 
dera. 


2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan 
seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini 
adalah penjara dengan berbagai macamnya dan 
pengasingan. 

3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dalam 
hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, 
penyitaan, dan penghancuran barang. 


4.  Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulul 
amri demi kemaslahatan umum 
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